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ABSTRAK 
 
 

Akhmad Zainuddin, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya. Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Dengan Belanja Sebagai Mediator: Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan 
tidak langsung pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 
belanja daerah sebagai variabel mediator. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh: (1) pendapatan daerah terhadap belanja 
daerah, (2) pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota, 
(3) belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota, dan (4) 
pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah 
sebagai mediator. 

Wilayah studi ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan 38 Kabupaten/Kota sebagai 
unit analisisnya, dengan cakupan periode antara tahun 2012-2016. Alat analisis 
yang digunakan adalah analisis jalur. Pendapatan daerah dalam penelitian ini 
dijabarkan ke dalam empat variable, yaitu pajak daerah, dana bagi hasil pajak 
provinsi, dana bagi hasil pajak pusat, dan dana alokasi umum. Sedangkan 
belanja daerah dijabarkan ke dalam dua variabel, yaitu belanja pegawai serta 
belanja barang/jasa dan modal. 

Dari empat variabel pendapatan daerah hanya dana bagi hasil pajak pusat dan 
dana alokasi umum yang berpengaruh positif terhadap belanja pegawai. 
Selanjutnya tiga variabel pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja 
barang/jasa dan modal, yaitu pajak daerah dan dana alokasi umum yang 
berpengaruh positif, kemudian dana bagi hasil pajak pusat berpengaruh negatif. 
Sementara itu, variabel pendapatan daerah yang berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi hanya dua, yakni dana bagi hasil pajak pusat yang 
berpengaruh positif dan dana alokasi umum yang berpengaruh negatif. Dari sisi 
belanja, hanya belanja pegawai yang memiliki pengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja barang/jasa dan modal tidak memiliki 
pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian ini hanya menemukan dua variabel pendapatan daerah yang 
berdampak tidak langsung positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu dana 
bagi hasil pajak pusat dan dana alokasi umum. Dampak tidak langsung itu hadir 
jika dimediatori oleh belanja pegawai. Implikasinya, hanya pendapatan daerah 
yang dibelanjakan untuk membiayai belanja pegawai saja yang berdampak 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota. 

Kata Kunci:  Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, 
Pajak, Dana Bagi Hasil 
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ABSTRACT 
 
 

Zainuddin, Akhmad. Graduate program in economics, Faculty of Economics 
and Business, Universitas Brawijaya. An Analysis of the Influence of Income 
on Economic Growth with the Mediation of Expenditures: A Study in the 
Regency and City Governments in East Java. 

The main objective of this study is to identify the direct and indirect influence of 
local income on economic growth with the mediation of local expenditures. In 
detail, this study identifies (1) the effect of local income on local expenditures, (2) 
the effect of local income on the economic growth of regencies and cities, (3) the 
effect of local expenditures on the economic growth of regencies and cities, (4) 
and the effect of local income on economic growth with the mediation of local 
expenditures. 

Using the 38 regencies and cities in East Java as the analysis unit, this study 
observes the period of 2012-2016using path analysis. Local income is elaborated 
into four variables: local tax, provincial tax revenue sharing fund, central 
government tax revenue sharing fund, and general allocation unit, while local 
expenditure is elaborated into two variables: employee expenditures and goods, 
service, and capital expenditures. 

Form the four variables of local income, only central tax revenue sharing fund 
and general allocation fund positively influence employee expenditure. The three 
variables of local income influences goods, services, and capital expenditures, in 
which local tax and general allocation have positive influences, while central tax 
revenue sharing fund has a negative effect. Furthermore, there are to variables of 
local income that influence economic growth: central tax revenue sharing fund 
with its positive effect and general allocation fund with its negative effect. In 
relation to expenditures, only employee expenditures have a positive influence on 
economicgrowth, while goods, service, and capital expenditures do not influence 
economic growth. 

This study only finds two variables of local income that indirectly and positively 
affect economic growth; they are central tax revenue sharing fund and general 
allocation fund. The indirect effect occurs when mediated by employee 
expenditures. Hence, only local income used for employee expenditure has a 
positive effect on the economic growth of regencies and cities. 

Keywords:  local income, local expenditures, economic growth, tax, revenue 
sharing fund 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1.  Kesenjangan Penelitian 

Sistem desentralisasi, baik desentralisasi politik (pemerintahan) ataupun 

desentralisasi fiskal akan mempengaruhi outcome (hasil) pembangunan 

(Kalirajan dan Otsuka, 2012). Semangat desentralisasi diawali dengan adanya 

pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan 

pengelolaan secara mandiri dengan kesiapan fiskal (Adi, 2005 dan Nanga, 

2005). Implementasi otoritas pemerintah daerah dan pengaruh desentralisasi 

fiskal tersebut berasal dari kebijakan, dimana salah satunya dituangkan dalam 

dokumen anggaran daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). APBD merupakan cerminan kebijakan pemerintah dalam penyediaan 

barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Pada akhirnya, 

ketersediaan barang dan jasa publik di daerah dibutuhkan untuk mendorong dan 

menstimulasi aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, maka 

peran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran sangat penting dalam 

meningkatkan hasil pembangunan.  

Desentralisasi pengelolaan keuangan merupakan bentuk implikasi dari 

adanya desentralisasi fiskal, yakni pendelegasian kewenangan yang lebih besar 

kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengurusan alokasi program 

maupun pengelolaan keuangan daerah. Chu dan Yang (2012) juga 

menyebutkan, bahwa sistem desentralisasi lebih dominan dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sentralisasi. Dengan adanya 

keleluasaan pengelolaan keuangan tersebut, diharapkan akan mampu 

mendorong peningkatan kapasitas keuangan di daerahnya baik untuk anggaran 
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pendapatan maupun belanja. Menurut Lindahman dan Thurmaier (2002), wujud 

desentraliasi fiskal adalah kemampuan atau kemandirian daerah dalam hal 

pengelolaan pendapatan dan belanja yang dituangkan dalam penetapan 

anggarannya (APBD).   

Pengelolaan anggaran keuangan daerah yang baik akan berpengaruh 

terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan 

secara ekonomis, efisien, dan efektif serta partisipasif, transparan, akuntabel dan 

berkeadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Peterson 

(1996), dengan adanya wewenang dalam pengelolaan keuangan daerahnya 

masing-masing atau penyusunan APBD, maka diharapkan mampu mewujudkan 

local accountability, yakni pertanggungjawaban atas distribusi dan alokasi 

sumber daya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada 

akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini serupa dengan 

pendapat Jhingan (2008), peranan belanja pemerintah dalam pembangunan 

ekonomi terletak pada peningkatan laju pertumbuhan, penyediaan kesempatan 

kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, serta mewujudkan 

keseimbangan perekonomian daerah atau regional. Menurut Suparmoko (1994), 

pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi, sehingga dapat 

dibedakan sebagai berikut:  

a. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan 

ketahanan ekonomi pada masa yang akan datang. 

b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi 

masyarakat. 

c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. 

d. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli yang 

lebih luas. 
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Pengelolaan anggaran pemerintah daerah mayoritas mencakup 

penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja. Lebih lanjut, pengelolaan 

anggaran tersebut terkait dengan alokasi pengeluaran pemerintah (redistribusi 

pendapatan) dalam penyediaan barang dan jasa publik sesuai dengan 

pendapatan yang diterima (Hyman, 2010). Dalam ekonomi publik, konsep 

tersebut dikenal dengan istilah public choice dimana alokasi kuantitas barang 

dan jasa publik oleh pemerintah ditentukan melalui proses politik. Tentunya 

penentuan alokasi kuantitas tersebut juga akan disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Pemerintah perlu memperhatikan potensi penerimaan pendapatan 

daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Sumber-sumber 

pendapatan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang berasal 

dari potensi ekonomi asli daerah, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. 

Selanjutnya Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian, Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah mencakup Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari 

Provinsi, dan Dana Desa. Keseluruhan penerimaan tersebut merupakan sumber 

pendapatan yang dapat didistribusikan kembali untuk masyarakat, dalam bentuk 

barang dan jasa publik. Sedangkan pada sisi pengeluaran, belanja pemerintah 

daerah terbagi menjadi beberapa jenis belanja daerah, yaitu belanja pegawai, 

belanja barang/jasa, serta belanja modal.  
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Beberapa kajian empiris mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, baik 

dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran, terhadap pertumbuhan 

ekonomi menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten, ada yang menunjukkan 

pengaruh negatif dan ada yang menunjukkan pengaruh positif. Breuss dan Eller 

(2004) menyatakan ada beberapa permasalahan statistik dalam menguji 

pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) masalah 

spesifikasi model, (2) ukuran desentralisasi fiskal (pendapatan dan pengeluaran 

daerah) belum dapat menggambarkan desentralisasi secara utuh yang 

menyangkut aspek struktural, pengambilan keputusan, sumber daya proses 

politik, dan kelembagaan, (3) jalur hubungan sebab akibat antara desentralisasi 

fiskal dengan pertumbuhan ekonomi tidak tergambarkan secara utuh. Hal serupa 

dikemukakan oleh Aziz (2009) dalam kasus di Indonesia, dimana ditemukan hasil 

bahwa kebijakan fiskal belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. Harianto dan Adi (2007) menyatakan 

bahwa terdapat komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yaitu PAD. Jika peningkatan 

PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat 

kemungkinan DAU dan/atau DAK juga berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini banyak daerah yang secara administratif 

tingkat kemandiriannya masih rendah, dimana penerimaan dari sektor DAU pada 

umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD. 

Penyediaan barang dan jasa publik yang berkualitas dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh 

pemerintah daerah untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah. Halim 

(2001) menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang 

rendah harus mengoptimalkan PAD dan melakukan rekonstruksi struktur belanja 

agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya.  
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Akan tetapi, kebijakan pemerintah daerah dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan anggaran pengeluarannya, dibandingkan dengan kolektivitas 

penerimaan pendapatan daerahnya melalui penarikan dana kepada masyarakat  

yang berupa pendapatan pajak, dapat diprediksi secara teori bahwa penerimaan 

pemerintah yang dipungut melalui pajak secara berlebihan akan dapat 

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah justru cenderung 

mengalami economic downturn.   

Widmalm (2001) mengemukakan bahwa struktur pajak mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, proporsi penerimaan pajak yang 

meningkat dengan mengenakan pajak penghasilan pribadi, memiliki korelasi 

negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Peacock dan Wiseman, 

pemerintah akan selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan 

masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin membesar (dalam 

Mangkoesoebroto, 2010), dimana Engen dan Skinner (1992) menyebutkan 

bahwa penerapan anggaran dengan meningkatkan penerimaan pajak telah 

mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sebuah survei literatur menemukan bahwa 

40 dari 57 studi yang dikaji memiliki setidaknya satu variabel pajak dengan efek 

negatif pada kegiatan ekonomi dengan rata-rata elastisitas kegiatan ekonomi 

terhadap pajak negara bagian dan lokal adalah –0,25 (Bartik, 1992). Walker dan 

Greenstreet (1991) menemukan bahwa pajak properti memiliki pengaruh negatif 

dan umumnya signifikan terhadap lokasi pabrik manufaktur di wilayah 

Appalachian. 

Adapun untuk sisi Dana Bagi Hasil (DBH), beberapa penelitian terdahulu 

menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan  terhadap tingkat 

pertumbuhan ekonomi (Hasan, 2015; Pujiati, 2008; Santosa, 2013; 

Hendriwiyanto, 2015). Di sisi lain, pemerintah daerah dapat memanfaatkan 

sumber penerimaan Dana Perimbangan lainnya yang berasal dari Dana Alokasi 
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Umum (DAU). Dalam realitanya, banyak daerah di Indonesia memiliki proporsi 

penerimaan DAU yang lebih besar dibandingkan penerimaan daerah lainnya 

(Adi, 2005). Proporsi ini menunjukkan secara administratif ada ketergantungan 

yang besar terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat dalam pengelolaan 

keuangan. Secara teoritis, suatu daerah yang mempunyai ketergantungan 

terhadap dana dari pemerintah pusat, tingkat pertumbuhan ekonominya 

cenderung rendah dan demikian pula dengan kemandirian daerahnya. Namun, 

suatu daerah dengan nilai PAD yang tinggi atau tingkat ketergantungan Dana 

Perimbangan yang rendah dari pemerintah pusat maka cenderung mempunyai 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemandirian daerah yang tinggi. 

Sedangkan hasil berbeda ditemukan oleh Setyawati dan Hamzah (2007) yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara DAU 

dengan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

Disamping pendapatan, secara teoritis pengeluaran pemerintah daerah 

juga erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah 

daerah merupakan suatu bentuk peran pemerintah dalam mengatur 

perekonomian wilayahnya. Peran pengeluaran pemerintah daerah dalam 

perekonomian berupa kebijakan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi 

(PDRB), dan mampu mempengaruhi dinamika perekonomian daerah. Wagner 

(1890) menyatakan pengeluaran pemerintah sebagai representasi tingkat 

pendapatan yang dimiliki pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan biaya 

atau anggaran yang sedang atau akan dikeluarkan pemerintah untuk membiayai 

seluruh program dan kegiatan ekonomi pemerintah. 

Pengeluaran anggaran pemerintah daerah berupa belanja modal 

beberapa diantaranya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan 

infrastruktur pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sektor 

pelayanan publik lainnya, sehingga masyarakat di daerah diharapkan dapat turut 
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serta menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Hal ini penting dilakukan 

karena pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, secara 

geografis adalah otoritas yang paling dekat dengan locus keberadaan 

masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan 

publik yang optimal karena pemerintah daerah adalah ujung tombak pelayanan 

publik (Khusaini, 2014). Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat 

menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor tersebut, produktivitas 

masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya terjadi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi (Harianto dan Adi, 2007). Seperti yang dikemukakan juga 

oleh Lin dan Liu (2000) bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi 

modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Attari dan Javed (2013) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah 

dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan searah, di mana pengeluaran 

pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tidak sebaliknya. 

Melalui pengeluaran pemerintah, maka diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat 

akan semakin meningkat. Pada akhirnya, semakin tinggi aktivitas ekonomi 

masyarakat tersebut juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah.  

Lebih lanjut, Ismail et.al (2014) juga menyebutkan bahwa desain 

kebijakan negara yang mengutamakan alokasi belanja untuk investasi 

diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, baik jangka panjang 

maupun jangka pendek. Pengeluaran pemerintah (utamanya belanja investasi) 

diharapkan dapat menstimulus dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Dalam arti yang sama, pertumbuhan ekonomi juga akan turut mengalami 

peningkatan. Implikasi dari kondisi ini adalah peningkatan kesejahteraan rumah 

tangga (peningkatan pendapatan), yang akan menyebabkan peningkatan 

konsumsi, tabungan, maupun investasi. Akan tetapi berbeda dengan Hartati 

(2012), dimana penelitiannya menghasilkan dampak negatif, yaitu belanja 
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pemerintah mempunyai dampak yang rendah terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Demikian juga pada penelitian Azis 

(2009), menunjukkan bahwa kebijakan fiskal belum mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi  daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, disisi lain sudah seharusnya pemerintah daerah memanfaatkan 

segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih 

mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah 

daerah harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki 

dan perlu diingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh terlalu mengharapkan 

bantuan dari pemerintah pusat seperti pada masa-masa yang lalu. Tetapi 

otonomi daerah yang saat ini sudah berjalan di setiap daerah, khususnya pada 

Kabupaten/Kota di Indonesia, tetap menimbulkan persoalan baru, karena 

ternyata potensi fiskal daerah yang satu dengan daerah yang lainnya masih 

sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh kesiapan fiskal setiap daerah yang 

berbeda-beda dalam pelaksanaan otonomi daerah (Nordiawan, 2006).  

Jadi, dari beberapa penelitian terdahulu terlihat bahwa anggaran 

pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh sisi pendapatan daerah 

dan belanja daerah memiliki pengaruh yang beragam terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hasilnya menunjukkan temuan yang berbeda, ada yang berpengaruh 

dan ada yang tidak berpengaruh. Di samping itu, penjelasan mengenai 

bagaimana pendapatan dan belanja pemerintah itu berpengaruh terhadap 

pertumbuhan, masing-masing peneliti memiliki jawaban yang berbeda. Hal ini 

tidak mengherankan karena masing-masing peneliti memiliki fokus dan metode 

yang berbeda, sehingga dihasilkan temuan yang beragam. Keragaman temuan 

tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama 

tetapi dengan pendekatan yang berbeda. 
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1.1.2.  Fenomena Pertumbuhan Ekonomi dan APBD Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur 

Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada UU No. 5 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang kemudian 

diperbaharui beberapa kali, terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU 

tersebut daerah diberikan otonomi yang luas untuk mengelola pembangunan 

sesuai kewenangannya dalam bingkai NKRI. Artinya bahwa Provinsi Jawa Timur 

dan seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya merupakan satu kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak dan berwenang 

serta berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam 

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai undang-undang yang 

berlaku.  

Gambar 1.1. 
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, 2013-2016 (2000=100, %) 

 
Sumber: BPS, 2017 (Diolah) 
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Berdasarkan Gambar 1.1 yang diperoleh dari data BPS menunjukkan 

bahwa secara umum pergerakan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sejak 

tahun 2013 - 2016 kecenderungan memiliki pergerakan yang menurun, hanya 

pada tahun 2016 pergerakannya bergerak meningkat. Walaupun meningkat 

5,55%, akan tetapi pergerakan tersebut masih di bawah dua dan tiga tahun 

sebelumnya yang mencapai 5,86% dan 6,08%. 

Menurut Saleh (2003) pendapatan daerah merupakan suatu komponen 

yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen 

yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam 

rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika 

melihat Tabel 1.1 di bawah, total penerimaan pendapatan daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan tiap tahunnya. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang kontribusi rata-rata tiap tahunnya 

sebesar 20,68% dibandingkan jenis pendapatan lainnya. Dimana unsur PAD 

terdiri dari pajak daerah yang merupakan komponen utama PAD, retribusi 

daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

Selanjutnya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat rata-rata berkontribusi 

sebesar 69,50% terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. Ini artinya secara administratif Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur masih belum mandiri secara fiskal karena sangat 

menggantungkan dana dari Pemerintah Pusat. 
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Tabel 1.1. 
Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Timur  

Berdasarkan Jenis Pendapatannya, 2013 - 2016 

 
   Sumber: BPKAD Prov. Jatim dan Bapenda Prov. Jatim, 2017 (Data Diolah) 

 
Pada sumber penerimaan sektor Pendapatan Asli Daerah, maka pajak 

daerah merupakan sumber penerimaan tertinggi dibandingkan sumber 

penerimaan lainnya. Dimana pajak daerah rata-rata berkontribusi sebesar 

47,24% dari total Pendapatan Asli Daerah, atau rata-rata berkontribusi sebesar 

9,72% dari pendapatan daerah.  

Selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur pada 

tahun 2016 rata-rata sekitar 5%. Masing-masing daerah memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang berbeda. Walaupun terdapat profil daerah dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi tertinggi maupun terendah, namun hal ini tidak serta 

merta mencerminkan tingkat penerimaan pendapatan daerah yang sebanding. 

Sebagai contoh di Jawa Timur, pendapatan daerah tertinggi terbesar pada tahun 

2016 adalah Kota Surabaya, akan tetapi kota tersebut bukan daerah yang 

memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini tentu 

akan menjadi menarik dikarenakan walaupun memiliki pendapatan daerah 
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tertinggi, akan tetapi tidak mencerminkan pula pada tingkat pertumbuhan 

ekonominya untuk masing-masing wilayah di Jawa Timur.  

Gambar 1.2. 
Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, DBH Pajak dan Dana Alokasi Umum 

Pada Kabupaten/Kota Terpilih Di Jawa Timur, 2016  
 

 
Ket: Pertumbuhan ekonomi dalam persen, sedangkan lainnya dalam trilyun rupiah. 
Sumber: BPKAD Prov. Jatim dan Bapenda Prov. Jatim, 2017 (Data Diolah) 

 

Beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi tertinggi di tahun 2016, misalnya seperti Kabupaten Bojonegoro, Kota 

Batu, Kabupaten Sampang, dan Kota Surabaya. Jika ditinjau dari jumlah 

penerimaan pendapatan daerah, maka secara umum Dana Alokasi Umum 

merupakan sumber terbesar penerimaan daerah bagi hampir seluruh 

Kabupaten/Kota tersebut. Berbeda halnya dengan Kota Surabaya, walaupun 

memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, Kota Surabaya memiliki pendapatan 

daerah dari sektor pajak yang paling tinggi diantara seluruh Kabupaten/Kota 

lainnya di Provinsi Jawa Timur, hal ini diduga kemungkinan adanya faktor 

populasi penduduk dan besarnya kapasitas ekonomi Kota Surabaya sebagai ibu 
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kota Provinsi Jawa Timur yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya yang 

turut mendukung penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah.  

Selanjutnya dengan adanya penerimaan PAD khususnya sektor pajak 

daerah tersebut, tentunya akan menjadi sumber dana potensial dalam 

merealisasikan tujuan kebijakan program pemerintah daerah melalui kebijakan 

pengeluaran pemerintah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pengadaan 

barang/jasa publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada 

akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. 

Pengeluaran pemerintah daerah harus dikelola secara tepat sasaran melalui 

mekanisme kebijakan belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja 

barang/jasa, serta belanja modal.  

Berdasarkan data BPKAD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 

(Gambar 1.3) menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran belanja barang/jasa 

ditambah pengeluaran belanja modal, bukan merupakan pengeluaran utama 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kebijakan 

anggarannya. Akan tetapi, terdapat beberapa daerah yang membelanjakan 

anggaran terbesarnya digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai seperti Kota 

Madiun, Kabupaten Lamongan, dan Kota Malang. Walaupun besarnya 

perbedaan anggaran belanja tidak jauh berbeda, hal ini menunjukkan bahwa 

masih terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki dana anggaran terbatas untuk 

kebutuhan belanja barang/jasa dan belanja modal.  
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Gambar 1.3. 
Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Barang/Jasa dan Modal, dan Belanja 

Pegawai Pada Kabupaten/Kota Terpilih Di Jawa Timur, 2016  
 

 
Ket: Pertumbuhan ekonomi dalam persen sedangkan lainnya dalam trilyun rupiah. 
Sumber: BPKAD Prov. Jatim, 2017 (Data Diolah) 

 

Kota Surabaya memiliki kapasitas APBD yang paling tinggi diantara 

seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dimana jumlah belanja barang/jasa 

ditambah belanja modal pada tahun 2016 sebesar 4,38 Trilyun Rupiah dan 

belanja pegawai sebesar 2,54 Trilyun Rupiah. Walaupun besarnya anggaran 

pengeluaran belanja pemerintahnya tertinggi, akan tetapi pertumbuhan ekonomi 

Kota Surabaya masih cenderung rendah dibandingkan oleh Kota Batu atau 

Kabupaten Bojonegoro.  

Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi beberapa Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur memiliki kecenderungan hampir sama, akan tetapi dapat 

dilihat terdapat perbedaan realisasi penerimaan pendapatan daerah baik itu dari 

sumber penerimaan PAD khususnya pajak daerah, maupun dari sumber Dana 

Perimbangan serta realisasi pengeluaran pemerintah daerah yang berupa 
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belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal pada masing-masing 

daerah di Provinsi Jawa Timur. 

 
1.1.3.  Alasan dan Arah Penelitian 

Deskripsi sekilas tentang Jawa Timur menyimpulkan fenomena yang 

menarik. Tingginya penerimaan pendapatan daerah, termasuk tingginya pajak 

daerah, tidak menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut lebih 

rendah, atau lebih tinggi, dari pada daerah-daerah lainnya. Begitu juga dengan 

perbedaan dalam belanja daerah, belanja yang tinggi tidak selamanya 

termanifestasikan ke dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian pola 

belanja di setiap Kabupaten/Kota juga relatif sangat berbeda. Daerah seperti 

Kota Surabaya memiliki akumulasi belanja barang/jasa dan belanja modal yang 

jauh lebih tinggi di atas belanja pegawai, sedangkan mayoritas Kabupaten/Kota 

lainnya memiliki pengeluaran belanja pegawai yang lebih tinggi dibandingkan 

akumulasi pengeluaran belanja barang/jasa dan belanja modal. Hanya di tahun 

2016 saja ada cukup banyak daerah (18 Kabupaten/Kota) yang memiliki 

akumulasi pengeluaran belanja barang/jasa dan belanja modal melebihi belanja 

pegawai.  

Jika fenomena yang ditemukan di Jawa Timur itu dikaitkan dengan hasil-

hasil penelitian terdahulu, maka fenomena tersebut menarik untuk dielaborasi. 

Seperti yang telah disebutkan, kaitan antara penerimaan atau pengeluaran 

dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur masih belum memiliki pola 

yang jelas, sedangkan penelitian terdahulu yang mengkaji persoalan yang sama 

menemukan hasil yang cukup beragam. Inilah alasan penting mengapa peneliti 

tertarik untuk mengulas persoalan yang sama dengan mengambil Jawa Timur 

sebagai kasus empiriknya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap lebih 

dalam bagaimana kaitan yang sesungguhnya antara struktur penerimaan 
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pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah dengan pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten/Kota.  

Secara lebih khusus penelitian ini tidak diarahkan untuk melihat dampak 

kemandirian fiskal suatu daerah sebagaimana telah banyak dilakukan pada 

penelitian terdahulu, tetapi lebih difokuskan pada dampak penerimaan 

pendapatan daerah, khususnya yang terkait dengan potensi penerimaan pajak 

terhadap pertumbuhan. Penerimaan daerah yang terkait dengan potensi pajak 

meliputi tiga macam, yaitu: Pajak Daerah (PD), Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi (DBH Pajak Prov), dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH Pajak 

Pusat). Ketiga jenis penerimaan ini menjadi perhatian karena nilainya pada 

akhirnya ditentukan oleh potensi masing-masing daerah serta upaya atau peran 

strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal intensifikasi 

pendapatan daerah. Di luar tiga variabel tersebut, penelitian ini juga 

mempertimbangkan dampak penerimaan dalam bentuk Dana Alokasi Umum 

(DAU). Alasan DAU dijadikan sebagai variabel tersendiri dan terpisah dari 

variabel penerimaan lainnya karena, di satu sisi, DAU memiliki kontribusi yang 

sangat besar bagi APBD Kabupaten/Kota, akan tetapi, di sisi lain, besaran DAU 

tidak terkait erat secara langsung dengan upaya-upaya dan peran strategis yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemanfaatan potensi riil 

daerahnya. 

Selanjutnya, pengklasifikasian variabel belanja tidak didasarkan pada 

kategori Kelompok Belanja (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) 

seperti yang sering dilakukan peneliti sebelumnya, melainkan didasarkan pada 

Jenis Belanja yang dipisahkan ke dalam tiga jenis belanja, yakni: Belanja 

Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal. Peneliti lebih memilih 

mengkategorikan belanja menurut jenis, dan bukan menurut kelompok, karena 

pengkategorian menurut jenis lebih menggambarkan fungsi ekonomi suatu 
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belanja. Belanja Pegawai secara ekonomi dipandang sebagai belanja yang 

bersifat konsumtif dan masa pakainya pendek, sedangkan Belanja Barang dan 

Jasa serta Belanja Modal dipandang sebagai belanja yang bersifat produktif dan 

masa pakainya lebih panjang. Perlu digaris bawahi bahwa, dalam penelitian ini, 

Belanja Pegawai (BP) adalah seluruh belanja pegawai yang yang tercatat baik 

pada kelompok Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, kemudian 

Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal (BBJM) adalah gabungan dari jenis 

belanja barang dan jasa dan belanja modal pada kelompok Belanja Langsung. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini hanya ada dua variabel belanja, yaitu: 

Belanja Pengawai (BP) dan Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM). 

Sementara itu, untuk menghubungkan pendapatan daerah dengan 

pertumbuhan ekonomi penelitian ini menggunakan belanja daerah, sehingga 

belanja daerah diposisikan sebagai sebagai variabel mediator (intervening). 

Pertimbangannya adalah, ketika Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh 

penerimaan pendapatan yang kemudian tercatat dalam APBD, maka sampai 

dengan tahapan pencatatan, penerimaan tersebut belum berdampak pada 

aktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tentu saja ini merupakan alasan yang dapat 

diterima. Lebih lanjut ketika penerimaan tersebut dibelanjakan, maka pada saat 

itulah penerimaan daerah mulai memiliki pengaruh terhadap kegiatan dan 

sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah. Inilah pertimbangan mengapa 

penelitian ini menempatkan belanja sebagai variabel mediator. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut di atas, dapat disarikan 

beberapa hal yang penting. Sudah banyak peneliti yang melakukan pengujian 

mengenai kaitan antara pendapatan dan belanja serta dampaknya terhadap 

pertumbuhan ekonomi, baik untuk kasus daerah (Kabupaten/Kota) atau regional 
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(Provinsi) maupun kasus negara atau nasional. Hasil yang diperoleh pun juga 

beragam, ada yang saling bersesuaian dan ada pula yang satu dengan lainnya 

saling bertentangan. 

Berangkat dari analisis diskriptif yang sederhana, apa yang dihasilkan 

oleh para peneliti sebelumnya tampak terjadi pula di Provinsi Jawa Timur. Di 

mana Kabupaten/Kota yang memiliki penerimaan pendapatan daerah yang 

tinggi, tidak bisa serta merta kemudian dinyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonominya adalah lebih rendah atau lebih tinggi dari pada Kabupaten/Kota 

lainnya. Begitu juga dengan sisi belanjanya, tidak semua belanja yang tinggi 

diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. 

Secara konsep, pendapatan daerah pada dasarnya adalah beban bagi 

masyarakat, sementara itu belanja daerah merupakan berkah dan sekaligus 

suntikan bagi suatu perekonomian, sehingga pendapatan dan belanja 

seharusnya memiliki dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan. Dalam 

praktek kehidupan sehari-hari, penerimaan yang masih tersimpan tunai dalam 

brankas atau dompet belum memiliki dampak terhadap siklus kegiatan ekonomi. 

Kemudian ketika pendapatan itu benar-benar dibelanjakan, dampaknya terhadap 

kegiatan dan sekaligus pertumbuhan ekonomi mulai dapat dirasakan. Hal ini 

menunjukkan perlunya penelitian ini mempertimbangkan pengeluaran belanja 

daerah untuk ditempatkan sebagai variabel penghubung antara penerimaan 

pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. 

Dengan memperhatikan kesenjangan penelitian yang tercermin pada 

beragamnya temuan yang diperoleh dari penelitian terdahulu, dan masih 

samarnya fenomena yang terjadi pada masing-masing daerah di Jawa Timur, 

serta adanya model pola pikir konseptual mengenai kaitan antara pendapatan, 

belanja, dan pertumbuhan ekonomi, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), 

dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal serta 

Belanja Pegawai?. 

2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), 

dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi?. 

3. Bagaimana pengaruh Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja 

Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi?. 

4. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), 

dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui 

Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja Pegawai?. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), 

dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal serta 

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; 

2. Menganalisis pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), 

dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; 

3. Menganalisis pengaruh Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja 

Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur; 

4. Menganalisis pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), 

dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota melalui Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja 

Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 



 

20 
 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara 

akademis sebagai berikut: 

1. Secara teoritis dan akademis, penelitian ini memperkaya pemahaman 

teori ekonomi publik tentang peran pemerintah, khususnya pengaruh 

pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap tingkat pertumbuhan 

ekonomi daerah.  

2. Secara praktis, penelitian ini juga menjadi penting dalam memberikan 

masukan bagi pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada level Kabupaten/Kota. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian dengan 

menggunakan konsep dan variabel lain yang belum dapat dilakukan pada 

penelitian ini. Perbedaan variabel ataupun indikator dalam penelitian 

tentang pengaruh pendapatan dan belanja pemerintah daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi, memungkinkan hasil temuan yang bisa berbeda. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Desentralisasi Fiskal 

Momentum awal penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di 

Indonesia ditandai dengan diberlakukannya 2 undang-undang, yaitu UU No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali 

diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(sebagaimana telah diubah dengan UU No. 33 Tahun 2004). Dalam hal ini UU 

No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwasannya desentralisasi adalah 

penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah 

otonom (Pemerintah Daerah) untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Penerapan desentralisasi dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain 

(Nurcholis, 2007): 

1. Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya.  

Setiap daerah pasti memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan 

daerah lainnya. Hal ini menciptakan perbedaan antara suatu komunitas 

dengan komunitas lainnya, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan 

pemerintahan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula; 

2. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.  

Birokrasi yang terpusat akan menciptakan hierarki yang sangat panjang 

dan kompleks sehingga akan sulit memperoleh pelayanan yang cepat dan 

efisien, diharapkan dengan adanya desentralisasi, kebutuhan masyarakat 

akan pelayanan pemerintah yang cepat dan efisien dapat terwujud; 
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3. Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien.  

Birokrasi yang terpusat akan membuat rantai birokrasi yang panjang yang 

pada akhirnya akan menyulitkan pengendalian, koordinasi, dan evaluasi 

atas pelaksanaan pelayanan pemerintah. 

Prinsip pelaksanaan desentralisasi fiskal diuraikan oleh Bahl (1999) 

dalam 12 implementation rules. Prinsip ke-2 adalah money follow function 

menjelaskan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah 

daerah (expenditure assignment) akan diiringi oleh pembagian kewenangan 

kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (revenue assignment). 

Pemerintah daerah selanjutnya melakukan pengelolaan atas Dana Perimbangan, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan sebagai bentuk penerimaan 

daerah untuk digunakan dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi melalui mekanisme Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber pendanaan pelaksanaan 

kegiatan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD merupakan 

bentuk revenue assignment dalam konsep desentralisasi fiskal, dimana daerah 

diberi kewenangan untuk memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber 

keuangannya sendiri untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab 

yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat sebagai perwujudan desentralisasi. 

Menurut pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004, PAD terdiri atas : a) pajak daerah, b) 

retribusi daerah, c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d) 

lain-lain PAD yang sah. 

Selanjutnya Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang 

bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari 
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pajak dan sumber daya alam yang dibagikan kepada daerah berdasarkan 

persentase tertentu. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN dan 

dialokasikan ke daerah yang dimaksudkan untuk membantu membiayai program 

dan kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. Davey dalam 

Waluyo (2007) mengelompokkan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil 

sebagai block grants, sedangkan Dana Alokasi Khusus merupakan kategori 

specific grants. Alokasi penggunaan dana block grants diserahkan sepenuhnya 

kepada pemerintah daerah, sedangkan untuk specific grants penggunaannya 

ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan 

dana pendamping dalam APBD sebesar 10% sebagaimana diatur dalam pasal 

38-41 UU No. 33 Tahun 2004. 

Gambar 2.1 
Perjalanan Regulasi Otonomi Daerah di Indonesia 
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2.2. Teori Penerimaan Pendapatan Negara Dan Daerah 

2.2.1. Penerimaan Negara 

Penerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara yang 

berasal dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, 

serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan negara 

menurut Dumairy (1997) terdiri dari penerimaan dalam negeri pemerintah, 

pencetakan uang, pinjaman, dan hibah. Menurut Syamsi (1994) penerimaan 

negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan 

kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. 

Pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah 

meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda dan 

perampasan, sumbangan masyarakat, pencetakan uang, hasil dari undian 

negara, pinjaman, dan hadiah. Suparmoko (2002) berpendapat bahwa 

penerimaan negara adalah penerimaan pemerintahan yang meliputi penerimaan 

pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang 

dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, 

dan sebagainya. Penerimaan negara baik dari dalam negeri ataupun yang 

berasal dari luar negeri sangat penting bagi keberhasilan proses pembangunan 

nasional, terutama penerimaan pemerintah dari dalam negeri yaitu berupa 

penerimaan pajak dan bukan pajak serta penerimaan migas dan non migas. 

Penerimaan ini digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin pemerintah dan 

sisanya akan menjadi tabungan pemerintah. Kelebihan dana tersebut yang 

kemudian akan menjadi sumber pembangunan, apabila tidak tersedia maka 

pembangunan harus dibiayai dengan pinjaman luar negeri. 

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua 

yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.  
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A. Pendapatan Pajak 

Merupakan sumber utama penerimaan pemerintah. Secara ekonomi 

pajak diartikan sebagai pembayaran yang diwajibkan dalam kaitannya dengan 

aktivitas-aktivitas ekonomi tertentu. Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran 

oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas 

jasa secara langsung. Menurut Soemitro (1992) bahwa pajak adalah iuran rakyat 

kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut 

Sommerfeld Ray, Anderson Herschel M., dan Brock Horace dalam Zain (2005) 

pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, 

bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan 

ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung 

dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk 

menjalankan pemerintahan. Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat 

dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai 

berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak 

adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran 

pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian 

lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar 

gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan 

rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai 

berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah. 
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Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat 

dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2012). 

Pendapatan negara yang berasal dari pajak, secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. 

Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung 

dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja 

dan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan 

wajib membayar pajak. Sedangkan, Pajak tidak langsung adalah pajak yang 

bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Diantara jenis pajak tidak 

langsung yang paling penting adalah pajak impor dan pajak penjualan.  

Secara yuridis, pajak didefinisikan sebagai pungutan yang merupakan 

hak prerogratif pemerintah yang paling sedikit harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

− Harus ditetapkan dengan undang-undang (atau peraturan lain yang 

sederajat dengan undang-undang); 

− Dapat dipaksakan, artinya bagi Wajib Pajak yang tidak atau belum mau 

membayar pajak dapat dikenakan upaya pemaksaan atau sanksi seperti 

denda, penyitaan, atau penyanderaan; 

− Harus memenuhi persyaratan kepastian hukum, seperti kapan harus 

membayar, berapa jumlahnya, dan siapa saja yang harus membayar; 

− Dituntut adanya kejujuran dari pemungut atau pelaksana pajak, artinya ada 

jaminan bahwa pungutan tersebut akan digunakan oleh pemerintah secara 

efektif, efisien dan dikembalikan kepada masyarakat. 

Adapun tujuan pengumpulan pajak antara lain adalah: 

− Membiayai input yang diperlukan untuk menghasilkan barang-barang dan 

jasa-jasa yang ditawarkan oleh pemerintah; 
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− Redistribusi sumber-sumber ekonomi diantara anggota masyarakat; 

− Untuk memperbaiki neraca pembayaran, mencegah atau mengurangi 

pengeluaran konsumsi yang tidak diharapkan dengan jalan menetapkan 

pajak yang tinggi. 

Terdapat 3 prinsip penarikan pajak yang ideal menurut : U.K Hicks (1955) antara 

lain: 

a. Efisiensi, pengertiannya adalah penerimaan pajak untuk membiayai public 

service atau tugas pemerintah dalam melayani atau mengabdi pada 

masyarakat, sebagai konsekuensinya harus dipilih pajak-pajak mana yang 

paling efisien untuk memenuhi tujuan. 

b. Ability To Pay, merupakan suatu azas penarikan pajak yang harus 

didasarkan atas kemampuan Wajib Pajak untuk membayar. Disini mencakup 

pengertian keadilan karena untuk orang yang lebih kaya dikenakan pajak 

lebih besar daripada orang yang lebih miskin. 

c. Universal, artinya pajak hendaknya dikenakan kepada semua orang tanpa 

terkecuali/ tanpa membedakan orang. 

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, Adam Smith dalam 

bukunya The Wealth of Nations menyebutkan dasar-dasar atau prinsip 

pemungutan pajak yang dikenal dengan "The Four Maxims", yaitu :  

a. Prinsip keadilan (Equality). 

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan 

kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak 

diskriminatif terhadap Wajib Pajak.  

b. Prinsip kepastian hukum (Certainty). 

Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi 

yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.  
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c. Prinsip kelayakan (Convinience of Payment). 

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang 

paling baik), misalnya disaat Wajib Pajak baru menerima penghasilannya 

atau disaat Wajib Pajak menerima hadiah. 

d. Prinsip efesien atau prinsip ekonomis (Economics of collection):  

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai 

terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Musgrave pajak mempunyai 3 

fungsi, yaitu:  

a. Fungsi Alokasi, yaitu merupakan usaha pemerintah untuk memberikan 

pelayanan kepada warga negaranya. Dalam menggunakan dana pada fungsi 

ini harus dilakukan secara seimbang dan digunakan untuk pengadaan 

barang- barang dan jasa-jasa publik. 

b. Fungsi Distribusi, yaitu dengan dikenakan sistem pajak yang progresif, 

diharapkan distribusi pendapatan dalam masyarakat merata. 

c. Fungsi Stabilisasi, yaitu pajak sebagai salah satu variabel dari kebijakan 

fiskal bila digunakan diharapkan efeknya dapat mengurangi pengangguran, 

menstabilkan harga, mengatasi kelangkaan produksi, mengurangi tingkat 

inflasi dan sebagainya. 

Sementara itu, pajak dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya: 

a. Berdasarkan Golongan 

− Pajak langsung adalah pajak yang beban akhirnya tak dapat digeser ke 

pihak lain atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh: PPh, PBB, 

dan BPHTB.   
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− Pajak tidak langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat 

dilimpahkan kepada orang lain, secara administratif pajak ini dipungut 

tidak dengan surat ketetapan pajak dan tidak dipungut secara berkala. 

Contoh : PPN dan Bea Materai. 

b. Berdasarkan Wewenang 

− Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. 

− Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. 

 
Gambar 2.2.  

Ikhtisar Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung 
 

 
Sumber: Suparmoko (1997) 

 

c. Berdasarkan Sifat 

− Pajak Subyektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan 

pribadi wajib pajak, kemudian menetapkan obyek pajaknya. Keadaan 

pribadi wajib pajak dalam membayar pajak sangat mempengaruhi 

besarnya jumlah pajak yang ditanggung. Contoh: PPh.  

− Pajak Obyektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan 

kepada obyek pajaknya (benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang 

menyebabkan utang pajak), kemudian ditetapkan subyeknya tanpa 
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mempermasalahkan apakah subyek tersebut bertempat tinggal di 

Indonesia atau tidak. Contoh: PPN, PPnBM, dan PBB. 

Secara nasional di sisi APBN, manajemen pengelolaan pajak pusat tidak 

terlepas dari peranan pajak sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan 

negara. Sebelum tahun 2010, penerimaan pajak pusat dapat dikelompokkan atas 

beberapa jenis, yaitu:  

a. Pajak Penghasilan (PPh) 

Pajak Penghasilan merupakan biaya atau tarif yang ditetapkan sesuai 

dengan besarnya penghasilan seseorang atau badan. 

b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM)  

Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa merupakan tarif yang dikenakan 

atas nilai pertambahan barang dan jasa, sedangkan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang-barang 

mewah yang diimpor dari luar negeri.  

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan yang dikenakan atas tanah 

dan bangunan yang didirikan di atasnya. Hasil pemungutan tersebut 90% 

dikembalikan kepada daerah setempat dan sisanya 10% digunakan untuk 

pemerintah pusat.  

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis penerimaan 

pajak yang dikenakan atas nilai perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 

yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru.  

e. Pajak Lainnya  

Pajak lainnya terdiri bea materai dan cukai. Bea materai merupakan tarif 

yang dikenakan atas dokumen, dokumen terutang dan tidak terutang. Cukai 
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merupakan pemungutan atas barang kena cukai yang digunakan sebagai 

bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir. 

f. Cukai  

Kebijaksanaan pemungutan cukai tidak semata-mata dilaksanakan untuk 

mengisi kas negara tetapi juga bertujuan sebagai alat pengatur dalam rangka 

perlindungan bagi masyarakat. Dasar perhitungan besarnya tarif cukai 

tergantung kepada jumlah barang kena cukai, tarif, dan harga dasar.  

g. Bea Masuk  

Bea masuk merupakan tarif yang dikenakan atas barang-barang yang di 

impor dari luar negeri. Selain sebagai penerimaan negara bea masuk yang 

bertujuan untuk memproteksi produksi dalam negeri.  

h. Tarif Ekspor  

Tarif ekspor merupakan tarif atas beberapa komoditi yang akan di ekspor. 

Sejak tahun 2010 berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, kewenangan 

pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB dialihkan dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 

B. Pendapatan Non-Pajak 

Pendapatan non pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak. 

Pendapatan non pajak berasal dari: 

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain : 

penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin. 

2. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada 

seseorang (dan atau badan hukum) yang telah menikmati jasa dan barang 

pemerintah. Kontra prestasi/balas jasa atas pembayaran retribusi dapat 

diterima/dinikmati secara langsung. Berlaku azas pengecualian atau exclution 
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principle bagi yang tidak menikmati jasa pemerintah tersebut dikecualikan 

dari pungutan retribusi. 

3. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (segala kekayaan alam 

yang terdapat di atas permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai negara, 

misalnya royalti di bidang pertambangan) 

4. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan 

(antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana 

pembangunan semesta dan hasil penjualan saham pemerintah dalam 

BUMN). 

5. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah (antara 

lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, 

pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta 

pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan). 

6. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari 

pengenaan denda administrasi antara lain lelang barang rampasan negara 

dan denda. 

7. Penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah adalah 

penerimaan negara berupa bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam 

dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak 

pemerintah, kecuali hibah dalam bentuk natura yang secara langsung untuk 

mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit yang 

tidak dicatat dalam APBN. 

8. Sumbangan masyarakat, biasanya untuk jasa-jasa yang diberikan oleh 

pemerintah seperti pembayaran biaya perijinan (lisensi). Perbedaannya 

dengan retribusi, balas jasa atas pembayaran sumbangan masyarakat tidak 

diperoleh secara langsung. 



 

33 
 

 

 

9. Pencetakan uang, karena sifat dan fungsinya maka pemerintah memiliki 

kekuasaan yang tidak dimiliki oleh tiap individu dalam masyarakat. 

Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau 

meminta kepada Bank Sentral untuk memberikan pinjaman kepada 

pemerintah walaupun tanpa suatu jaminan. Pencetakan uang harus 

dijalankan secara hati-hati oleh pemerintah, karena apabila kurang hati-hati 

pencetakan uang cenderung menimbulkan inflasi. 

10. Hasil dari undian negara seperti Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) 

di masa lalu, untuk Indonesia dampaknya cenderung negatif. 

Produktivitasnya rendah karena masyarakat menjadi malas, memicu tindakan 

kriminalitas, dan silang pendapat tentang kaidah agama (halal vs haram). 

11. Pinjaman yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Pinjaman dapat 

dilakukan antara: 

a. negara dengan negara; 

b. negara dengan masyarakat luar negeri; 

c. negara dengan badan internasional; 

d. negara dengan lembaga keuangan; 

e. negara dengan masyarakat. 

Pinjaman antara lain diperoleh dengan menjual obligasi pemerintah seperti: 

Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Ritel Republik Indonesia (ORI). 

12. Hadiah, sumber hadiah berasal dari: 

a. Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; 

b. Swasta kepada pemerintah; 

c. Pemerintah suatu negara kepada negara lain. 

Penerimaan negara jenis ini sifatnya adalah sukarela tanpa balas jasa baik 

langsung maupun tidak langsung. 
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2.2.2. Pendapatan Daerah 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan 

daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang 

menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 

satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan 

dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua 

barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di 

wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari, 

atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh 

karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan Pendapatan Regional. 

Faktanya, sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan 

produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian 

juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki penduduk daerah tersebut dapat ikut 

serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini 

menyebabkan perbedaan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah 

dengan pendapatan yang diterima daerah tersebut. Menurut UU No. 33 Tahun 

2004, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:  

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

2. Dana Perimbangan; 

3. Lain-lain penerimaan yang sah.  

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai  
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pembangunan. Dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam 

pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah 

diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di 

daerah. Oleh karena itu Pemerintah Pusat mendelegasikan wewenang kepada 

pemerintah daerah (desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, 

aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut 

untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya. Di Indonesia, 

pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan 

pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain: (Mardiasmo, 2002): 

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal 

imbalance); 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi 

kesenjangan pelayanan publik antar daerah;  

3. Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional; 

4. Tata kelola, transparan dan akuntabel, dalam pelaksanaan kegiatan  

pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran;  

5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Adapun 

hubungan pendapatan daerah dengan beragam variabel fisik dan sosial 

ekonomi adalah untuk mengidentifikasikan variabel mana yang mempunyai 

pengaruh terbanyak terhadap penerimaan pendapatan daerah. 

Meskipun perbedaan tidak berlaku di semua wilayah dengan kekuatan 

(tingkatan) yang sama, tetapi terdapat aspek-aspek umum yang dapat 

memberikan beberapa generalisasi penyebab utama perbedaan pendapatan 

daerah, yaitu: 
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1. Faktor Geografis.  

Apabila suatu daerah memiliki wilayah yang sangat luas, distribusi dari 

sumber daya nasional, sumber energi, sumber daya pertanian, topografi, 

iklim dan curah hujan tidak akan merata. Apabila faktor-faktor lain sama, 

maka kondisi geografi yang lebih baik akan menyebabkan suatu wilayah 

berkembang lebih baik. 

2. Faktor Historis.  

Tingkat pembangunan suatu masyarakat juga bergantung pada masa lalu 

untuk menyiapkan masa depan. Bentuk organisasi ekonomi yang hidup di 

masa lalu menjadi alasan penting yang dihubungkan dengan isu insentif 

untuk pekerja dan pengusaha. Sistem feodal memberikan sangat sedikit 

insentif untuk pekerja keras. Sistem industri dimana pekerja merasa 

tereksploitasi, bekerja tanpa istirahat, suatu perencanaan dan sistem yang 

membatasi akan memberi sedikit insentif dan menyebabkan pembangunan 

terhambat.  

3. Faktor Politik.  

Ketidakstabilan politik dapat menjadi penghambat pembangunan yang sangat 

kuat. Tidak stabilnya suhu politik sangat mempengaruhi perkembangan dan 

pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang 

ragu untuk berusaha atau melakukan investasi, sehingga kegiatan ekonomi 

di suatu wilayah tidak akan berkembang. Selain itu, jika pemerintah stabil tapi 

lemah, korupsi dan tidak mampu untuk mengalahkan sikap mementingkan 

diri sendiri dan menolak tekanan atau kontrol sosial akan menggagalkan 

tujuan dari kebijakan pembangunan.  

4. Faktor Administrasi (Birokrasi).  

Faktor administrasi yang efisien atau tidak efisien berpengaruh dalam 

menambah kesenjangan antar wilayah. Saat ini pemerintah dalam 
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menjalankan fungsinya membutuhkan administrator yang jujur, terdidik, 

terlatih dan efisien karena birokrasi yang efisien akan berhasil dalam 

pembangunan regional dan sebaliknya.  

5. Faktor Sosial.  

Banyak faktor sosial yang menjadi penghalang dalam pembangunan. 

Penduduk di wilayah yang belum berkembang tidak memiliki lembaga dan 

keinginan (attitude) yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Di lain pihak 

penduduk dari wilayah yang lebih maju memiliki kelembagaan dan keinginan 

yang kondusif untuk pembangunan. 

6. Faktor Ekonomi  

Penyebab secara ekonomis seperti perbedaan dalam faktor produksi, proses 

kumulatif dari berbagai faktor, siklus kemiskinan yang buruk, kekuatan pasar 

yang bebas dan efek backwash dan efek menyebar (spread) dan pasar tidak 

sempurna, berlangsung dan menambah perbedaan dalam pembangunan 

ekonomi.  

 

Gambar 2.3. 
Perjalanan Regulasi Desentralisasi Fiskal dan Pajak Daerah di Indonesia 
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2.2.2.1. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah 

bersumber dari kontribusi wajib dari masyarakat kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perolehan 

pajak daerah Kabupaten/Kota berasal dari 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) 

Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak Penerangan Jalan; 6) Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan; 7) Pajak Parkir; 8) Pajak Sarang Burung Walet. 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota memperoleh tambahan sumber penerimaan pajak 

daerah dari tiga jenis pajak yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat 

(Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2 serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) dan Pemerintah Provinsi 

(Pajak Air Tanah). Peningkatan sumber perolehan pajak daerah menjadikan 

potensi pengelolaan sumber pembiayaan pengeluaran secara mandiri oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota semakin besar dengan penerapan regulasi tersebut. 

Namun demikian diperlukan upaya lebih optimal dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah-langkah intensifikasi penerimaan 

pendapatan pajak daerah guna memperbesar postur pendapatan daerah dalam 

APBD Kabupaten/Kota. 

Dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pajak hotel adalah pajak yang 

dipungut dari obyek pajak sektor perhotelan. Obyek pajak hotel adalah 

pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa 

penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan 

dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak restoran adalah 

pajak yang dipungut dari obyek pajak sektor restoran. Obyek pajak restoran 
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adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan 

restoran dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman 

yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di 

tempat lain. 

Selanjutnya Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut dari obyek pajak 

yang mencakup jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 

Hiburan yang dapat dipungut pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 antara 

lain: 1) tontonan film; 2) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 3) 

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 4) pameran;  5) diskotik, karaoke, 

klub malam, dan sejenisnya; 6) sirkus, akrobat, dan sulap; 7) permainan bilyar, 

golf, dan boling; 8) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 

ketangkasan; 9) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

center); dan 10) pertandingan olahraga. Pajak Reklame adalah pajak yang 

dipungut dari seluruh penyelenggaran reklame. Pajak Reklame mencakup 1) 

Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 2) Reklame kain; 

3) Reklame melekat, stiker; 4) Reklame selebaran; 5) Reklame berjalan, 

termasuk pada kendaraan; 6) Reklame udara; 7) Reklame apung; 8) Reklame 

suara; 9) Reklame film/slide; dan 10) Reklame peragaan. Obyek pajak yang tidak 

dapat dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk Pajak reklame 

antara lain adalah 1) penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, 

warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 2) label/merek 

produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk 

membedakan dari produk sejenis lainnya; 3) nama pengenal usaha atau profesi 

yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi 

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha 

atau profesi tersebut; 4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 
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Pemerintah Daerah; dan 5) penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

Kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang 

mencakup obyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: 1) Asbes; batu 

tulis; 2) Batu setengah permata; 3) Batu kapur; 4) Batu apung; 5) Batu permata; 

6) Bentonit;  7) Dolomit; 8) Feldspar; 9) Garam batu (halite); 10) Grafit; 11) 

Granit/andesit; 12) Gips; 13) Kalsit; 14) Kaolin; 15) Leusit; 16) Magnesit; 17) 

Mika; 18) Marmer; 19) Nitrat; 20) Opsidien; 21) Oker; 22) Pasir dan kerikil; 23) 

Pasir kuarsa; 24) Perlit; 25) Phospat; 26) Talk; 27) Tanah serap (fullers earth);                               

28) Tanah diatome; 29) Tanah liat; 30) Tawas (alum); 31) Tras; 32) Yarosif;               

33) Zeolit; 34) Basal; 35) Trakkit; dan 36) Mineral Bukan Logam dan Batuan 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota selanjutnya adalah bersumber 

dari Pajak parkir. Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut dari penyelenggaraan 

tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak 

yang dipungut pemerintah daerah kabupaten/kota dari obyek pajak sarang 

burung walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut dari obyek pajak 

yang menggunakan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 

diperoleh dari sumber lain. Dalam hal ini pemungutan pajak penerangan jalan 

dilakukan oleh wajib pungut yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hasil 

penerimaan dari pajak penerangan jalan dimaksud sebagian digunakan untuk 

membiayai penyediaan penerangan jalan yang disediakan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota.  
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Pajak Air Tanah, yang sebelumnya dipungut oleh Pemerintah Provinsi 

dengan nama Pajak Air Bawah Tanah, adalah pajak yang bersumber dari 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Obyek pajak air tanah adalah 

seluruh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah kecuali untuk                      

1) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah 

tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan                  

2) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

PBB Perdesaan dan Perkotaan (sektor P2), yang sebelumnya dipungut 

oleh Pemerintah Pusat, adalah pajak yang dipungut dari Obyek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. PBB 

Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat dipungut untuk kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (sektor P3), 

dimana PBB sektor P3 tersebut kewenangan pemungutannya tetap berada pada 

Pemerintah Pusat (tidak ikut dialihkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota 

sebagaimana halnya PBB sektor P2).  

Berikutnya pajak yang sebelumnya juga dikelola oleh Pemerintah Pusat 

kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang 

dipungut dari obyek pajak yang mencakup perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan antara lain : 1) pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, 

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam 

lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; 2) 

Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. 
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2.2.2.2. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Kabupaten/Kota 

mencakup bagi hasil dari penerimaan pajak daerah provinsi yaitu: Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan; dan 

Pajak Rokok. Adapun untuk aspek pemerataan dan/atau potensi antar 

Kabupaten/Kota, dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 94 mengenai 

pembagian hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%; 

b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan 

kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%; 

c. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 

70%; 

d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota 

sebesar 50%; 

e. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada 

hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air 

Permukaan dimaksud diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan sebesar 80%. 

Tabel 2.1. 
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

No Jenis pajak Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota 
1. PKB 70% 30% 
2. BBNKB 70% 30% 
3. PBBKB 30% 70% 
4. Pajak Air Permukaan 50% 50% 
5. Pajak Rokok 30% 70% 

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009 
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Adapun Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut dari 

obyek pajak dari kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah 

kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua 

jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran 

isi kotor GT 5 (lima) Gross Tonnage sampai dengan GT 7 (tujuh) Gross 

Tonnage. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut dari 

obyek pajak untuk penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk 

dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah 

kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua 

jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran 

isi kotor GT 5 (lima) Gross Tonnage sampai dengan GT 7 (tujuh) Gross 

Tonnage. 

Selanjutnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang 

dipungut dari obyek pajak untuk bahan bakar kendaraan bermotor yang 

disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan 

bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Kemudian Pajak Air Permukaan 

adalah pajak yang dipungut dari pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

permukaan. Kecuali pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk 

keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, 

dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-

undangan. 

Pajak Daerah Provinsi berikutnya yang dibagihasilkan kepada 

Kabupaten/Kota adalah Pajak Rokok. Dimana pajak rokok ini adalah pajak yang 

dipungut dari konsumsi rokok, yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib 

Pungut yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Jenis 

rokok yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari 
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pengenaan Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan 

peraturan perundang-undangan di bidang cukai. 

2.2.2.3. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat 

Pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam desentralisasi fiskal 

diimplementasikan melalui alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk 

daerah yang dikenal dengan Dana Perimbangan (Isti’anah, 2008). Regulasi 

mengenai hal tersebut diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yang didefinisikan sebagai dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 

Bagi Hasil (DBH) dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya (by origin)  

dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan 

didasarkan atas daerah penghasil. Berdasarkan sumbernya DBH dibedakan 

dalam DBH Perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA) (Isti’anah, 

2008). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah penerimaan dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka 

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 

adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN), dan Pajak 

Penghasilan Pasal 21. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam adalah bagian 

daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, 

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan 

gas bumi, dan pertambangan panas bumi. 
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Alokasi Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 WP OPDN dan PPh Pasal 21 

berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 adalah: 

1. Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

(WPOPDN) dan PPh Pasal 21: 

a. Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan 

kepada daerah sebesar 20%; 

b. DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagi dengan rincian sebagai 

berikut: 

� 8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan 

� 12% untuk Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan. 

c. DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 untuk Kabupaten/Kota sebesar 

12% dibagi dengan rincian sebagai berikut: 

� 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan 

� 3,6% untuk seluruh Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan 

dengan bagian yang sama besar. 

Tabel 2. 2 
Alokasi Bagi Hasil PPh WP OPDN dan PPh Pasal 21 

 

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (20 %) dialokasikan: 

80 % 

Provinsi Kab/Kota 

40%  

dari 20% bagian Pemda 

(atau 8%) 

60%  

dari 20% bagian Pemda 

(atau 12%) 

Sumber : PP No. 55 Tahun 2005 
 
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  

a. 10% untuk Pusat, dikembalikan lagi kepada seluruh daerah kabupaten 

dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran 

berjalan, dengan imbangan: 
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� 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota; 

dan 

� 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota 

yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana 

penerimaan sektor tertentu. 

b. 90% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut: 

� 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke 

Rekening Kas Umum Daerah provinsi; 

� 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan 

ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan  

� 9% untuk biaya pemungutan. 

3. Cukai Hasil Tembakau (CHT) 

Penerimaan Negara hasil tembakau yang dibuat di Indonesia 

dibagikan kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% yang 

digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan 

industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai 

dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Gubernur mengelola dan 

menggunakan dana bagi hasil cukai tembakau dan mengatur pembagian 

dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya 

masing-masing berdasarkan kontribusi penerimaan cukai hasil 

tembakaunya. Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan 

dengan persetujuan Menteri Keuangan, dengan komposisi 30% untuk 

provinsi penghasil, 40% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 30% untuk 

kabupaten/kota lainnya. 
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2.2.2.4. Penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. 

UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan beberapa karekteristik DAU: 1) sebagai 

salah satu komponen Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya 

didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (Fiscal Gap), yaitu 

selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. 2) Instrumen untuk 

mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan 

sepenuhnya oleh daerah. 3) Equalization Grant, yaitu berfungsi untuk 

menetralisasi kesenjangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi 

hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam yang diperoleh daerah. 

Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Alokasi 

DAU untuk daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil 

akan memperoleh kucuran Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya 

daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar 

akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud 

melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah 

dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum 

APBD dikurangi dengan belanja pegawai. 

Alokasi DAU berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, diarahkan untuk: 1) 

Mendukung fungsi DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah (horizontal imbalances); 

2) Menetapkan besaran DAU sekurang-kurangnya 26% dari Penerimaan Dalam 

Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBN sesuai ketentuan perundang-
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undangan; 3) Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang 

bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang; 4) Menetapkan proporsi DAU 

sebesar 10 persen untuk semua provinsi dan 90 persen untuk semua 

kabupaten/kota dari besaran DAU nasional; 5) Tetap melanjutkan penerapan 

prinsip non hold harmless; 6) menerapkan formula DAU secara konsisten yaitu 

Alokasi Dasar (AD) ditambah Celah Fiskal (CF) sebagaimana ditetapkan dalam 

UU No. 33 Tahun 2004; dan 7) Menghitung alokasi DAU bagi Daerah Otonom 

Baru (DOB) dengan split atau membagi secara proporsional dengan daerah 

induk menggunakan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.  

Peningkatan pemerataan alokasi dana antar daerah dalam mengatasi 

kesenjangan kemampuan keuangan, dilakukan melalui proses perhitungan 

tertentu. Besarnya Dana Alokasi Umum dihitung berdasarkan pendekatan celah 

fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) yang 

diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dengan kapasitas fiskal            

(fiscal capacity) daerah yang diukur dengan variabel Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selanjutnya, celah fiskal tersebut 

ditambahkan dengan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. 

Penghitungan Alokasi Dasar berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil 

Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-

tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku 

(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia). Adapun formulasi perhitungan DAU adalah sebagai berikut: 
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Dimana:  

AD  = Gaji PNS Daerah 

CF  = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 

Celah Fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara Kebutuhan 

Fiskal (KbF) dengan Kapasitas Fiskal (KpF), sebagai berikut: 

a. Kebutuhan Fiskal (KbF) 

 

Dimana: 

TBR   = Total Belanja Rata-rata APBD 

IP   = Indeks Jumlah Penduduk 

IW   = Indeks Luas Wilayah 

IPM   = Indeks Pembangunan Manusia 

IKK   = Indeks Kemahalan Konstruksi 

IPDRB/kap  = Indek Produk Domestik Regional Bruto per kapita 

α   = Bobot Indeks 

 

b. Kapasitas Fiskal (KpF) 

 

PAD   = Pendapatan Asli Daerah 

DBH Pajak  = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak 

DBH SDA  = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam 

 

 

 

 

 

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) 

KbF = TBR (α1 IP +α2 IW + α3 IPM +α4 IKK +α5 IPDRB/kap) 

KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA 
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Gambar 2.4 
Diagram Formulasi DAU 

 

 

 
Menurut LPEM FE UI, DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah 

merupakan selisih antara potensi dengan kebutuhan daerah, sehingga wilayah 

dengan potensi yang rendah bisa menerima Dana Perimbangan berupa DAU 

yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya wilayah dengan potensi yang tinggi 

menerima Dana Perimbangan berupa DAU yang lebih kecil, karena sudah 

mampu memenuhi kebutuhannya dengan PAD. Selain itu, Dana Perimbangan 

yang diberikan harus sesuai dengan porsi anggaran yang dikeluarkan. Potensi 

daerah menurut LPEM FE UI, meliputi potensi penerimaan dilihat dari PDRB 

sektor sumber daya alam (dihitung dari Indeks SDA Daerah), PDRB sektor 
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industri dan jasa lainnya (Indeks Industri Daerah), serta Besarnya Angkatan 

Kerja (Indeks SDM Daerah). Sedangkan untuk kebutuhan daerah bisa dilihat dari 

jumlah penduduk (Indeks Penduduk), Luas Wilayah (Indeks Luas Daerah), 

Indeks Harga Bangunan (Indeks Harga Daerah), Jumlah Penduduk Miskin 

(Indeks Kemiskinan Relatif Daerah), sehingga Kebutuhan Daerah dapat ditulis 

menjadi: 

- Kebutuhan Daerah =  

Pengeluaran Daerah Rata - rata X Indeks  Penduduk + Indeks Luas + Indeks Harga + Indek Kemiskinan 
Jumlah Daerah 

 
- Pengeluaran Daerah Rata-Rata =  

Total Belanja Daerah secara Nasional + Dana DIK yang didaerahkan 
Jumlah Daerah 

 

- Potensi Penerimaan =  

 

 
 

- Penerimaan Daerah Rata-rata= 

PAD + Bagi Hasil Pajak 
Jumlah Daerah 

 

  

a. Variabel dalam Perhitungan Kebutuhan Daerah 

Indeks penduduk dihitung dengan membandingkan populasi daerah dengan rata-

rata populasi daerah secara nasional. Indeks ini diambil menjadi sebuah 

perhitungan karena besarnya penduduk suatu daerah mencerminkan kebutuhan 

pelayanan yang diperlukan. 

 

 

Penerimaan Daerah Rata - rata X Indeks  Industri + Indeks SDA + Indeks SDM  
                                        3 
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Indeks Penduduk = 

Populasi Daerah   

  Rata-rata Populasi Daerah secara Nasional   

        

 
Sama halnya dengan perhitungan indeks penduduk, indeks luas daerah juga 

dihitung dengan membandingkan luas daerah dengan rata-rata luas daerah 

secara nasional. Variabel ini diambil dengan argumentasi daerah dengan 

penduduk yang tidak padat, tetapi dengan memiliki cakupan wilayah yang luas, 

membutuhkan pembiayaan yang besar. 

        

  
Indeks Luas Daerah = 

Luas Daerah   

  Rata-rata Luas Daerah secara Nasional   

        

 
Selanjutnya, variabel indeks harga bangunan. Pengambilan variabel ini 

didasarkan pada argumentasi bahwa indeks harga bangunan merupakan 

pencerminan dari kondisi geografis suatu daerah. Semakin sulit kondisi geografis 

suatu daerah, maka diperlukan pembiayaan yang lebih besar (dalam 

aksesibilitasnya), sehingga biaya konstruksi akan lebih mahal. Dengan demikian, 

biaya pelayanan pada daerah dengan kondisi geografis yang sulit cenderung 

lebih besar. Perhitungan indeks harga bangunan adalah sebagai berikut. 

        

  
Indeks Harga Daerah = 

Indeks Konstruksi Daerah   

  100   

        

 

Variabel penduduk miskin juga merupakan salah satu penghitungan dalam 

kebutuhan daerah. Hal ini disebabkan, semakin banyak penduduk yang hidup di 

bawah garis kemiskinan, maka semakin besar pula kebutuhan pembiayaan suatu 

daerah. Pembiayaan tersebut tentunya digunakan untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. Pembobotan indeks kemiskinan dihitung dengan formulasi 

berikut. 
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Indeks Kemiskinan Relatif Daerah = 

Jumlah Penduduk Miskin Daerah   

  Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin Nasional   

        

 
b. Potensi Penerimaan Daerah 

Potensi penerimaan daerah dihitung dari variabel antara lain,  

i. PDRB sektor sumber daya alam (primer) yang dibagihasilkan ke daerah 

antara lain Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas. 

Perhitungan ini untuk mengetahui perbedaan potensi daerah kaya dengan 

miskin sumber daya alam. Perhitungan indeks SDA adalah sebagai berikut. 

        

  
Indeks SDA Daerah = 

PDRB Sektor SDA Daerah / PDRB Daerah   

  PDRB Sektor SDA Nasional / PDRB Nasional   

        

 
ii. PDRB sektor industri dan jasa lainnya (non-primer). Perhitungan ini untuk 

mengetahui potensi penerimaan suatu daerah dari sumber-sumber yang 

berasal bukan dari bagi hasil SDA, seperti potensi PAD maupun bagi hasil 

pajak. 

      

Indeks Industri Daerah=  
PDRB Sektor Nonprimer Daerah / PDRB Daerah   

PDRB Sektor Nonprimer Nasional / PDRB Nasional   

      

 

iii. Angkatan Kerja. Suatu daerah yang memiliki sumber daya manusia yang 

besar secara relatif akan memiliki potensi penerimaan yang lebih baik, 

misalnya, potensi penerimaan bagi hasil PPh perorangan, atau PAD. 

      

Indeks SDM Daerah = 
Angkatan Kerja Daerah / Populasi Daerah   

Angkatan Kerja Indonesia / Populasi Indonesia   

      

 



 

54 
 

 

 

2.3. Pengeluaran Belanja Daerah 

A. Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 33/PB/2008 

tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja 

barang, dan belanja modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menjelaskan secara jelas 

mengenai belanja barang/jasa maupun belanja modal. 

Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai 

untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. 

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan 

untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis 

pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian peralatan kantor, 

langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang 

bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi 

Kementerian/Lembaga, pengadaan peralatan kantor yang nilainya tidak 

memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat, 

dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan 

penelitian. 

Belanja Barang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori belanja, yaitu: 

1. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa 

Belanja Pengadaaan Barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam 

laporan keuangan dikategorikan ke dalam Belanja Barang Operasional dan 

Belanja Barang Non-Operasional. Belanja Pengadaan Jasa konsultan tidak 

termasuk dalam kategori kelompok Belanja Jasa. Belanja Pengadaan 

Barang yang memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap dimasukkan ke dalam 

kategori Belanja Modal yang masuk ke dalam laporan keuangan sebagai 
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penambahan nilai aset tetap dan tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

Belanja Barang. 

2. Belanja Pemeliharaan 

Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak menambah dan 

memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan besar tidak memberi 

manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu 

produksi, atau peningkatan standar kinerja, tetap dikategorikan sebagai 

Belanja Pemeliharaan dalam laporan keuangan. Belanja Pemeliharaan 

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang 

sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya 

jumlah belanja. Macam-macam belanja yang termasuk Belanja 

Pemeliharaan meliputi antara lain : 

a) Pemeliharaan tanah, 

b) Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, 

c) Rumah dinas, 

d) Kendaraan bermotor dinas, 

e) Perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, 

f) Jaringan irigasi, 

g) Peralatan mesin, dan  

h) Lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang 

menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan 

besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk 

kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus 

dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk ke dalam laporan 
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keuangan sebagai penambah nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

3. Belanja Perjalanan. 

Belanja Perjalanan yang dikeluarkan tidak untuk tujuan perolehan aset tetap 

dikategorikan sebagai belanja perjalanan dalam laporan keuangan. Belanja 

perjalanan dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Belanja Perjalanan yang 

dikeluarkan untuk tujuan perolehan aset tetap harus dikapitalisasi ke dalam 

belanja modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan 

nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Belanja barang/jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan 

dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa mencakup 1) Biaya bahan pakai 

habis kantor; 2) Biaya jasa kantor; 3) Biaya cetak dan penggandaan keperluan 

kantor; 4) Biaya sewa kantor; 5) Biaya makanan dan minuman; 6) Biaya pakaian 

dinas; 7) Biaya bunga utang; 8) Biaya depresiasi gedung (operasional); 9) Biaya 

depresiasi alat-alat besar (operasional); 10) Biaya depresiasi alat angkutan 

(operasional); 11) Biaya depresiasi alat bengkel dan alat ukur (operasional); 12) 

Biaya depresiasi alat pertanian (operasional); 13) Biaya depresiasi alat kantor 

dan rumah tangga; 14) Biaya depresiasi alat studio dan alat komunikasi 

(operasional); 15) Biaya depresiasi alat-alat kedokteran (operasional); 16) Biaya 

depresiasi alat-alat laboratorium (operasional). 

Selanjutnya, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset 

lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, 
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termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang 

sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan 

kapasitas dan kualitas aset. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal 

apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau 

aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas; pengeluaran 

tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah; dan perolehan aset tetap tersebut diniatkan 

bukan untuk dijual. Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan 

aset tetap atau aset lainnya yaitu belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi dapat 

dimasukkan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, 

kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; 

b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset 

tetap/aset lainnya. 

Belanja modal mencakup antara lain: 1) Belanja modal tanah; 2) Belanja 

modal jalan dan jembatan; 3) Belanja modal bangunan air (irigasi); 4) Belanja 

modal instalasi; 5) Belanja modal jaringan; 6) Belanja modal bangunan gedung; 

7) Belanja modal monumen; 8) Belanja modal alat-alat besar; 9) Belanja modal 

alat-alat angkutan; 10) Belanja modal alat-alat bengkel; 11) Belanja modal alat-

alat pertanian; 12) Belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga; 13) Belanja 

modal alat-alat studio dan alat-alat komunikasi; 14) Belanja modal alat-alat 

kedokteran; 15) Belanja modal alat-alat laboratorium; 16) Belanja modal buku/ 

perpustakaan; 17) Belanja modal barang bercorak kesenian, kebudayaan; 18) 

Belanja modal hewan, ternak, serta tanaman; dan 19) Belanja modal alat-alat 

persenjataan/keamanan. 
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Peningkatan belanja modal menjadi salah satu upaya pemerintah dalam 

meratakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan peningkatan belanja 

modal, maka akan ada aktifitas ekonomi di berbagai wilayah, sehingga 

diharapkan pemerataan pertumbuhan ekonomi akan dapat tercapai. 

B. Belanja Pegawai 

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 yang dimaksud Belanja pegawai adalah 

belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan 

pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang 

berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, 

lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis. 

2.4. Teori Pengeluaran Pemerintah 

Tujuan dari pengeluaran pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Suparmoko (1994), 

pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi, sehingga dapat 

dibedakan sebagai berikut:  

a. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan 

ketahanan ekonomi di masa yang akan datang; 

b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi 

masyarakat; 

c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang; 

d. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli 

yang lebih luas. 

 

 



 

59 
 

 

 

Adapun macam-macam pengeluaran pemerintah, misalnya: 

a. Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau sepenuhnya, artinya 

pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari 

masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan. 

Misalnya, pengeluran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk 

proyek-proyek produktif. 

b. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan 

ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan 

sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. 

Misalnya pengeluaran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran 

untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan 

perekonomian masyarakat. 

c. Pengeluaran yang tidak termasuk self liquiditing dan tidak reproduktif, yaitu 

pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan 

masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monumen dan 

sebagainya. 

d. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang, 

misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk 

kesehatan dan pendidikan masyarakat. 

Dari klasifikasi pengeluaran pemerintah tersebut, maka pengeluaran 

urusan publik (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) merupakan pengeluaran 

yang orientasinya pada masa depan, sehingga termasuk dalam klasifikasi 

pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.  

Sedangkan teori makro mengenai perkembangan pengeluaran 

pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, sebagaimana berikut 

(Mangkoesoebroto, 2010) dijelaskan berikut di bawah ini. 
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2.4.1. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran 

Pemerintah dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan 

Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (2010) mengembangkan 

model pembangunan yang menghubungkan perkembangan pengeluaran 

pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara 

tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan 

ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab 

pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, 

kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah 

pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada 

tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tingkat 

ekonomi yang lebih lanjut, pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih 

dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial 

seperti: program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan 

masyarakat dan sebagainya. 

Pengeluaran pemerintah erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. 

Perubahan dalam pengeluaran pemerintah pada dasarnya akan mempengaruhi 

tingkat pendapatan di suatu negara atau daerah. Idealnya, ketika terjadi 

peningkatan pada pengeluaran pemerintah, maka pendapatan yang diterima 

oleh masyarakat pun semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Jika 

pendapatan yang diterima masyarakat meningkat, maka pertumbuhan ekonomi 

juga meningkat. 

Secara teoritis efek pengeluaran pemerintah jika dihubungkan dengan 

konsep budget line dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 2.5 

Perubahan Budget Line karena Adanya Pengeluaran Pemerintah 

 

 

Semula dengan anggaran tertentu area konsumsi berada pada pilihan 

yang dibatasi oleh garis anggaran AB. Adanya pengeluaran pemerintah untuk 

barang sosial, misalnya: subsidi untuk meringankan sekolah membuat garis 

anggaran bergeser ke kanan yakni garis AC, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran pemerintah dapat memperluas pilihan manusia. Peningkatan 

pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatnya pendapatan 

daerah, karena peningkatan agregate demand akan mendorong kenaikan 

investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi. 

Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dilihat 

pula dari kebijakan belanja (expenditure policy) dan manajemen belanja 

(expenditure management) yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana kebijakan 

ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi arah dari 

kebijakan anggaran. Pada prinsipnya, secara teori klasik kunci dari kebijakan 

ekonomi akan bertujuan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi. Selain itu, 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, fokus dari manajemen belanja daerah 

adalah efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran pada berbagai program 

pembangunan. 
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Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda 

berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan 

pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional (Hidayat, 2010). Kedua 

pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam 

hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian 

teori ekonomi makro dijelaskan berikut di bawah ini. 

2.4.2. Hukum Wagner Mengenai Perkembangan Aktivitas Pemerintah 

Teori Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah disebut 

sebagai Wagner Law of Increased Government Activity. Teori ini mengemukakan 

perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase 

terhadap Gross National Product (GNP), dimana teori ini didasarkan pada 

pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner 

mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, bahwa dalam 

suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara 

relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena 

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, 

pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.  

Menurut Susanti (1995) pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring 

dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara. Kaidah ini dikenal 

sebagai hukum Wagner, yaitu adanya korelasi positif antara pengeluaran 

pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional. Wagner mengukur pengeluaran 

pemerintah terhadap pendapatan nasional dan hukum Wagner dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

GpCt > GPCt-1 > GPCt-2 > GPCt-n  

YpCt YpCt-1 YpCt-2 YpCt-n  

dimana:  
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GpC : Pengeluaran pemerintah Per kapita  

YpC : Pendapatan nasional Per kapita  

 t      : Indeks Waktu  

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar di bawah ini dimana 

kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang 

ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah 

(Mangkoesoebroto, 2010). 

Gambar 2.6 
Kenaikan Pengeluaran Pemerintah 

 

 
Sumber: Mangkoesoebroto, 2010 

 
 
Berdasarkan pandangan Wagner, terdapat lima hal yang menyebabkan 

pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu: (1) Tuntutan peningkatan 

perlindungan keamanan dan pertahanan; (2) Kenaikan tingkat pendapatan 

masyarakat; (3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; (4) 

Perkembangan demokrasi; dan (5) ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi 

perkembangan pemerintah (dalam Suparmoko, 2002). Menurut Wagner 

pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri, 

industri masyarakat dan sebagainya akan semakin rumit dan kompleks, sehingga 

Pengeluaran 
Pemerintah/ GDP 

Kurva perkembangan 
pengeluaran pemerintah 

Waktu (Tahun) 
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potensi terjadinya kegagalan pasar eksternalitas negatif menjadi semakin besar. 

Sejalan dengan itu sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.6 di atas, secara 

relatif peranan pemerintah akan semakin meningkat (Mangkoesoebroto, 2010). 

Terdapat kelemahan dari hukum Wagner tersebut yakni tidak didasarkan 

pada teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Hal ini disebabkan karena 

Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori organis mengenai 

pemerintah (Organic Theory of The State). Yang menganggap pemerintah 

sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat yang 

lain. 

2.4.3. Teori Keynes 

Identitas keseimbangan pendapatan nasional Y = C + I + G + (X-M) 

merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi 

campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Banyak pertimbangan yang 

mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Disamping 

itu, pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam 

perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta.  

Gambar 2.7. 
Perpotongan Keynesian dan Pergeseran Dalam  

Pengeluaran Pemerintah 

 
Sumber: Mankiw (2007) 
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Teori yang membahas mengenai hubungan pengeluaran pemerintah 

dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan panjang lebar dalam The General 

Theory Keynes. Teori ini menguraikan bahwa pendapatan total perekonomian 

dalam jangka pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, 

perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Untuk 

memodelkan pandangan Keynesian mengenai pengaruh pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ini diilustrasikan dengan pemodelan 

yang disebut perpotongan Keynesian (Mankiw, 2007), seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 2.7 sebelumnya. 

Besarnya kenaikan output sebagai dampak dari kenaikan pengeluaran 

pemerintah disebut pengganda pembelian pemerintah (Government purchases 

multiplier) yang diukur dengan rasio ∆Y/∆G. Implikasi dari perpotongan 

Keynesian adalah bahwa kenaikan output (∆Y) lebih besar dari kenaikan 

pengeluaran pemerintah (∆G), hal ini disebabkan karena adanya efek berantai 

yang ditimbulkan dari peningkatan pengeluaran pemerintah. Proses ini bermula 

dari perubahan awal pengeluaran pemerintah sebesar ∆G meningkatkan output 

∆Y sebesar ∆G, peningkatan output atau pendapatan ini selanjutnya 

meningkatkan konsumsi masyarakat sebesar MPC x ∆G, di mana MPC 

(Marginal Propensity to Consume) adalah kecenderungan mengkonsumsi 

marginal. Kenaikan dalam pendapatan yang kedua ini sekali lagi meningkatkan 

konsumsi sekarang sebesar MPC x (MPC x ∆G) dan seterusnya, sehingga 

angka pengganda ini merupakan seri geometri tidak terhingga. 

Besarnya pengeluaran pemerintah tergantung pada beberapa hal, 

diantaranya adalah: (1) Pajak yang diharapkan akan diterima; (2) Pertimbangan-

pertimbangan politik; dan (3) Persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. 

Sedangkan Wijaya dalam Suparmoko (2002) mengatakan bahwa pengeluaran 
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pemerintah maupun efek penggandaan (multiplier effect) dan merangsang 

kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar daripada pembayaran dalam 

jumlah yang sama pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta 

produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat 

kesempatan kerja penuh (full employment). 

Menurut Samuelson (2005) terdapat empat faktor sebagai sumber 

pertumbuhan ekonomi, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya alam, 

pembentukan modal, dan teknologi. Dalam hal ini peran dari pengeluaran 

pemerintah adalah dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah 

di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang 

sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC).  

SOC ini sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi yang ditunjang dari 

investasi swasta. Pihak swasta tidak berminat untuk berinvestasi tanpa adanya 

fasilitas publik yang memadai, tapi secara kontras pihak swasta sendiri tidak mau 

menyediakan fasilitas-fasilitas publik tersebut. Maka dari itu pemerintah harus 

menyediakan dananya sendiri untuk pembangunan infrastruktur publik yang 

tujuannya akan dapat mendorong investasi swasta. Dengan adanya infrastruktur 

publik yang memadai, maka investasi swasta akan naik, sehingga akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Zhang dan Zou 

(2001) melakukan penelitian tentang dampak pertumbuhan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di China dan India. Hasil penelitian 

mereka menunjukkan bahwa secara signifikan peningkatan pengeluaran 

pemerintah berperan dalam pertumbuhan ekonomi. 

Sementara itu, Putra dan Adigorim (2010) dari penelitiannya yang 

berjudul pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi menggunakan Regresi Linear Berganda menyimpulkan bahwa Belanja 
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langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Penelitian Jamshaid (2010) dalam jurnal Cointegration-

Causality Analysis between Public Expenditures and Economic Growth in 

Pakistan menguji hubungan pengeluaran publik dan pendapatan nasional 

dengan menggunakan komponen-komponen pengeluaran publik yang dipilih. 

Penelitian ini menerapkan uji Kausalitas Toda-Yamamoto Augmented Kausalitas 

Granger pada negara Pakistan antara periode tahun 1971 sampai 2006. 

Disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengeluaran 

pemerintah pada tingkat bivariat (gabungan). Jadi, hasil dari penelitian ini 

mendukung hipotesis Wagner yang menyatakan bahwa peningkatan PDB 

menyebabkan pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Tetapi, penelitian ini 

menolak hipotesis yang mengatakan bahwa pengeluaran publik memperkuat 

pertumbuhan ekonomi di tingkat agregate dan disaggregate. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi multivariat hanya menyebabkan pengeluaran 

administrasi, pengembangan pengeluaran, pembayaran hutang, dan 

pengeluaran pertahanan. Hal tersebut mengartikan bahwa penelitian ini tidak 

mendukung adanya hipotesis Keynes yang mengatakan pertumbuhan 

pengeluaran publik menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, tes 

kausalitas tampaknya menunjukkan bahwa hanya hukum Wagner aktivisme 

fiskal yang berlaku di Pakistan. 

Dalam takaran seluruh provinsi di Indonesia, Nugroho (2015) meneliti 

tentang Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi dan Dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. 

Penelitian tersebut mengungkapkan hubungan ketiga indikator secara langsung 

dan tidak langsung. Dari penelitian tersebut diungkapkan bahwa pengeluaran 

pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  
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2.4.4. Teori Peacock dan Wiseman 

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat yang berbeda dalam 

menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya 

pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu 

berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar 

penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak 

yang besar. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: 

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin 
meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya 
penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin 
meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP 
menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga 
dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.” 

Gambar 2.8. 
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Versi Peacock dan Wiseman 

 

 
 

Teori mereka sering disebut sebagai The Displacement Effect, dimana 

teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa 

memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak 

yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin 

besar tersebut. Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto (2010) 

Pengeluaran 
Pemerintah   GDP 

Wagner, Solow, Musgrave 

Peacock & Wiseman 

Waktu (Tahun) 
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mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai 

suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami 

besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. Masyarakat menyadari bahwa pemerintah 

membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka 

mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini 

merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara 

semena-mena. 

Dari paparan mengenai teori tentang pengeluaran publik, pada dasarnya 

pengeluaran publik merupakan suatu hal yang krusial. Hal ini dikuatkan oleh 

dikemukakan oleh Mardiasmo (2002). Anggaran sektor publik penting karena 

beberapa alasan, yaitu: 

a. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan 

pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. 

b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat 

yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang 

ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan 

sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choices), dan trade offs. 

Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah 

bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan 

instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang 

ada. 
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2.5. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam 

masyarakat bertambah (Sukirno, 2008). Chaudhuri (1989) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam konsep yang nyata dari output 

barang dan jasa yang bertahan selama periode waktu yang panjang, diukur 

dalam konsep nilai tambah. Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan 

proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat (Djojohadikusumo, 1994). Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan 

menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan 

meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Secara garis besar, pertumbuhan 

ekonomi adalah sebuah peningkatan kapasitas ekonomi untuk memproduksi 

barang dan jasa dari periode waktu tertentu ke periode waktu berikutnya secara 

berkelanjutan.  

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, 

menjelaskan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan 

yang lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan (Todaro, 

1998). Dalam Samuelson dan Nordhaus (2001) dikemukakan empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni: sumber daya manusia, sumber 

daya alam, pembentukan modal dan teknologi. Namun demikian, sumber daya 

alam tidak menjadi keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. Hal ini 

sejalan dengan teori ekonomi neoklasik yang menitikberatkan pada modal dan 

tenaga kerja, serta perubahan teknologi sebagai sebuah unsur baru. 

Terdapat beberapa teori yang dibangun oleh ekonom-ekonom terdahulu, 

diantaranya Teori Pertumbuhan Solow dan Swan, Teori Pertumbuhan Harrod 
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Domar, dan Teori Pertumbuhan Endogen. Adapun gambaran perbedaan dari 

beberapa teori tersebut dijelaskan masing-masing sebagai berikut: 

a. Teori Pertumbuhan Neoklasik Solow 

Teori pertumbuhan neoklasik Solow dikembangkan untuk menunjukkan 

peran investasi (capital stock), pertumbuhan penduduk (pekerja produktif), dan 

penggunaan teknologi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan asumsi 

utama bahwa investasi atau modal mengalami diminishing returns (Berg.HVD, 

2001). Pertumbuhan ekonomi yang cepat tercapai jika investasi pertumbuhan 

pekerja produktif, dan teknologi juga meningkat secara bersamaan. Kondisi ini 

akan mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau 

disebut juga Steady State. Model Solow dijabarkan melalu fungsi produksi y.        

y merupakan fungsi dari kuantitas modal (k’) dan tenaga kerja (L) (Berg, 2001). 

� = �(�, �) 

Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi ini mengacu pada constant 

returns to scale, artinya jika semua input meningkat dengan jumlah yang sama, 

maka output juga akan meningkat dengan jumlah yang sama. Fungsi produksi 

dalam model Solow mendefinisikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

produksi per pekerja (labor) sama dengan peningkatan output per kapita.  

� = 	(�) 

Capital merupakan penjabaran dari output per pekerja, yaitu terdiri dari 

konsumsi dan investasi atau simpanan. Fungsi produksi (f(k)) yang dijabarkan 

melalui capital bergantung pada investasi atau simpanan (σf(k)). Model Solow 

mengartikan investasi adalah simpanan yang dilakukan setiap pekerja dalam 

bentuk produktif (capital productive). Peningkatan investasi atau simpanan juga 

merupakan akumulasi modal (capital stock) dalam periode waktu.  
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Gambar 2.9 

Model Equilibrium Solow 

 

Akumulasi modal dalam berjalannya waktu akan mengalami degradasi. 

Solow mengasumsikan bahwa akumulasi modal eksisting mengalami depresiasi 

(δk) dalam periode waktu. Akumulasi modal (capital) yang steady terbentuk jika 

tingkat investasi sama dengan tingkat depresiasi (σf(k) = δk). Jika tingkat 

investasi lebih besar dari tingkat depresiasi (σf(k) > δk), maka akumulasi modal 

akan terus mengalami peningkatan. Jika tingkat investasi lebih kecil dari tingkat 

depresiasi (σf(k) < δk), maka akumulasi modal akan mengalami penurunan. 

Pertumbuhan ekonomi Steady State akan tercapai pada titik pertemuan antara y 

dan k yang tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan 

atau penurunan jika telah mencapai titik Steady State. Titik keseimbangan 

Steady State dapat mengalami peningkatan jika tingkat investasi atau simpanan 

(σf(k)) searah garis tingkat depresiasi (δk) mengalami peningkatan (Berg, 2001). 

Kondisi ini digambarkan pada gambar berikut. 
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Gambar 2.10 
Pengaruh Simpanan pada Equilibrium Solow 

 

 
Selain investasi yang merupakan bentuk akumulasi modal per pekerja, 

pertumbuhan ekonomi juga berasal dari peran teknologi. Peran teknologi adalah 

untuk meningkatkan efisiensi produksi oleh pekerja. Teknologi ini tidak hanya 

dengan adanya penggunaan alat dan perangkat pendukung, tapi teknologi yang 

mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Semakin banyak jumlah tenaga 

kerja yang mampu menggunakan teknologi (z), maka semakin tinggi nilai 

manfaat dari teknologi. Ceteris Paribus diasumsikan untuk tingkat simpanan 

(σf(k)), tingkat depresiasi (δk), pertumbuhan populasi tenaga kerja (n) tumbuh 

konstan dalam tingkat yang sama. Tingkat perkembangan teknologi diasumsikan 

konstan meningkat dalam jangka panjang (Berg, 2001). 

Performa ekonomi tidak hanya dinilai dari berapa besar tingkat capital 

stock per tenaga kerja dan tingkat steady state yang tinggi saja. Tapi juga 

pengaruhnya terhadap kesejahteraan (welfare) individu. Kesejahteraan dapat 

terwujud jika terbentuk tingkat steady state yang optimal. Steady state yang 

optimal didefinisikan sebagai besaran ekonomi yang dapat memaksimalkan 

kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu merupakan performa ekonomi 

yang dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan individu. 

y 
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Dalam model Solow kesejahteraan ini merupakan fungsi “Utility” atau kebutuhan. 

Fungsi utility masyarakat bergantung pada pemenuhan kebutuhan barang dan 

jasa. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atau individu merupakan fungsi 

konsumsi (f(k)) dalam model Solow. Steady State dengan tingkat konsumsi per 

individu tenaga kerja tertinggi akan berada pada kondisi “Golden Role” (Berg, 

2001). Tingkat konsumsi yang tinggi menggambarkan kesejahteraan masyarakat 

atau individu yang maksimal. Kondisi ini dijelaskan pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2.11 
Grafik Golden Role per Output Kapita 

 

 
Pada Gambar 2.11 dijelaskan bahwa Golden Role terbentuk dari tingkat 

konsumsi per tenaga kerja atau individu tertinggi. Kondisi tersebut terbentuk saat 

titik perpotongan tingkat simpanan σf(k) dan tingkat depresiasi (δk ) berada  pada 

jarak terbesar dengan kurva fungsi konsumsi (f(k)). Titik “c” ke titik “d” memiliki 

jarak terbesar dibanding titik “a” ke titik “b”.  

Secara mendasar dalam model Solow, pertumbuhan populasi penduduk 

akan berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan populasi 

penduduk akan berpengaruh negatif pada output per kapita. Semakin tinggi 

populasi penduduk di suatu negara, maka semakin rendah tingkat pendapatan 

setiap tenaga kerja. Solow menjelaskan bahwa negara dengan tingkat populasi 

penduduk yang tinggi cenderung mengalami kemiskinan, karena rata-rata 

y 
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pendapatan penduduk yang rendah. Kondisi ini tidak sama dengan pertumbuhan 

populasi tenaga kerja yang mampu menggunakan teknologi.  

Model pertumbuhan ekonomi Solow memprediksi bahwa ekonomi akan 

bergerak pada titik keseimbangan yang stabil dan mapan (steady state 

equilibrium). Pertumbuhan ekonomi yang steady state equilibrium akan menjadi 

permanen atau tetap jika penggunaan teknologi meningkat. Tingkat steady state 

dapat meningkat karena tingkat simpanan atau menurunnya tingkat pertumbuhan 

penduduk (asumsi ceteris paribus). Perekonomian akan mencapai pertumbuhan 

yang lebih tinggi dan permanen jika tingkat pekerja yang mampu memanfaatkan 

teknologi juga meningkat. Model Solow menginterpretasikan prediksi 

pertumbuhan ekonomi secara konvergen, karena setiap perekonomian secara 

otomatis bergerak menuju titik keseimbangan stable-steady state. Sedangkan 

pada realitanya tidak semua negara memiliki kondisi ekonomi dapat mencapai 

titik keseimbangan stable-steady state yang sama (Berg, 2001). 

b. Teori Pertumbuhan Solow dan Swan 

Teori pertumbuhan ini biasa disebut juga dengan teori pertumbuhan neo-

klasik. Dikembangkan oleh Robert M. Solow dan Trevor Swan pada tahun 1956 

secara terpisah. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan 

penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi (eksogen), dan besarnya 

output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar 

adalah masuknya unsur kemajuan teknologi. Selain itu, Solow-Swan 

menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi 

antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga 

sumber yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan 

kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan 

teknik sehingga produktivitas meningkat. Dalam model Solow-Swan, masalah 

teknologi dianggap fungsi dari waktu. 
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Teori Solow-Swan menilai bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar 

dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu 

banyak mempengaruhi atau mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah 

hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.   

Mengenai gambaran proses pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan 

oleh Solow-Swan adalah berdasarkan anggapan berikut (Boediono, 2009): 

1. Tenaga kerja (atau penduduk), L, tumbuh dengan laju tertentu, misalnya p 

per tahun; 

2. Adanya fungsi produksi Q = f (K, L) yang berlaku bagi setiap periode; 

3. Adanya kecenderungan menabung (propensity to save) oleh masyarakat 

yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan 

masyarakat S = s.Q; bila Q naik, S juga naik, dan turun bila Q turun;  

4. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan S = I = ∆K. Dalam model Neo 

Klasik tidak lagi dipermasalahakan mengenai keseimbangan S dan I. 

Dengan kata lain, permasalahan yang menyangkut warranted rate of 

growth tidak lagi relevan. Proses pertumbuhan dalam model Neo Klasik selalu 

memenuhi syarat warranted rate of growth, karena S dianggap selalu sama 

dengan I. 

Sifat teori pertumbuhan Neo Klasik dapat digambarkan sebagai berikut 

(Arsyad, 2004): 
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Gambar 2.12 
Fungsi Produksi Neo Klasik 

 

 
Dalam fungsi produksi (yang ditunjukkan oleh I1, I2, dan seterusnya) 

yang digambarkan di atas, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan 

menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Misalnya untuk 

menciptakan output sebesar I1, kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat 

digunakan antara lain (A) K3 dengan L3, (B) K2 dengan L2, dan (C) K1 dengan 

L1. Meskipun jumlah modal berubah tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat 

output tidak mengalami perubahan. Selain itu jumlah input yang digunakan dapat 

mengalami perubahan walaupun jumlah modal tidak mengalami perubahan. 

Seperti contohnya, jumlah modal sebesar K3 namun jumlah output dapat 

diperbesar menjadi I2 dengan menambahkan faktor tenaga kerja, yaitu dari L3 

menjadi L4. 

Dalam pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa faktor produksi yang 

berperan sebagai input dalam proses produksi, diantaranya adalah modal 

(capital) dan tenaga kerja (labour). Dalam model Solow-Swan, yang 

menggambarkan fungsi produksi Neo Klasik, suatu tingkat output tertentu dapat 
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diperoleh dengan menggunakan kombinasi tertentu antara modal dan tenaga 

kerja. Tenaga kerja dan modal secara bersama-sama mempunyai peran yang 

penting dalam menentukan titik peningkatan output. Tenaga kerja merupakan 

bentuk investasi modal yang berbentuk modal fisik. Kebutuhan investasi pada 

pembentukan modal manusia untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten di 

dalam perekonomian menjadi sesuatu yang penting karena hal ini dapat 

menunjang percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang 

mempunyai kompetensi tinggi sangat diperlukan untuk kelancaran aktivitas 

ekonomi dan pembangunan. Dengan kredibilitas yang dimiliki oleh tenaga kerja, 

maka akan dapat menunjang kelancaran pertumbuhan ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses kenaikan output per 

kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang melatarbelakangi, yaitu: 

proses, output per kapita, dan jangka panjang. Aspek yang pertama, 

pertumbuhan adalah suatu “proses”. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi 

bukan hanya gambaran pada suatu saat, tapi perkembangan atau perubahan 

perekonomian suatu negara/wilayah dari waktu ke waktu. Aspek yang kedua, 

yaitu “output per kapita” yang mempunyai dua sisi penting, yaitu sisi output total 

atau Gross Domestic Product (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Berdasarkan 

pada dua hal tersebut, maka proses kenaikan out put per kapita harus dianalisis 

dengan jalan mengamati perubahan atau pergerakan output totalnya dan dari 

jumlah penduduknya, sehingga dari penjelasan perkembangan dua aspek 

tersebut dapat menggambarkan bagaimana perkembangan output per kapita 

yang terjadi. 

Aspek yang ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi juga mengandung 

perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami 

pertumbuhan apabila dalam jangka waktu yang cukup lama mengalami kenaikan 

output per kapita. Dapat dikatakan telah terjadi pertumbuhan ekonomi apabila 
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selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita 

menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk meningkat (Boediono, 2009). 

c. Teori Pertumbuhan Harrod Domar (Post Keynesian) 

Teori Harrod Domar menekankan pentingnya peranan investasi (I). 

Mereka berpendapat bahwa investasi (I) mempunyai pengaruh terhadap 

permintaan agregat (Z) melalui proses multiplier, dan mempunyai pengaruh 

terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas 

produksi. Investasi (I) dapat diartikan sebagai tambahan stok kapital (D K). Jadi I 

= DK. 

Hubungan antara stok kapital (K) dan output total potensial (QP) dapat 

dirumuskan sebagai: QP = hK (1). Dimana h menunjukkan berapa unit output 

yang dapat dihasilkan dari setiap unit kapital. Koefisien ini disebut output-capital 

ratio, dan kebalikannya 1/h adalah capital-output ratio. Hubungan antara K dan 

QP tersebut bersifat proporsional. Oleh karenanya, K/QP = DK/DQP = 1/h . 

DK/DQP disebut incremental capital-output ratio (ICOR). 

Dari hubungan ini, selanjutnya dapat dikatakan bahwa penambahan 

kapasitas tersebut akan meningkatkan output potensial sebesar, DQP = h DK = h 

I. Besarnya nilai h tergantung pada keadaan masing-masing negara, tetapi 

secara umum berkisar antara 0,25-0,50. Peningkatan investasi (I) juga 

berpengaruh terhadap permintaan agregat (Z) melalui proses multiplier. Syarat 

yang harus dipenuhi agar perekonomian suatu negara selalu menggunakan 

kapasitas pabrik-pabriknya (stok kapital) secara penuh ketika Z = QP adalah 

output potensial dan permintaan agregat harus tumbuh dengan laju yang sama, 

yaitu sebesar s dikalikan h atau marginal propendity to save (MPS) dikalikan 

output-capital ratio. Laju pertumbuhan yang menjamin keseimbangan antara 

output potensial dan permintaan agregat ini (keseimbangan di pasar barang), 

yaitu gw, disebut warranted rate of growth. 
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Output total potensial tidak hanya dihasilkan oleh stok kapital saja, 

melainkan juga oleh faktor-faktor yang lain, misalnya tenaga kerja. Dalam hal ini, 

output total potensial (QP) dilihat dari sisi jumlah tenaga kerja yang tersedia. 

Dalam model Harrod-Domar tingkat output potensial (diberi simbol, Qn) dianggap 

mempunyai hubungan proporsional sederhana dengan jumlah tenaga kerja yang 

tersedia (N). Atau dapat di tulis : Qn = nN dimana n adalah output-labor ratio. N 

disini adalah tenaga kerja yang dikaitkan dengan produktivitas. Jadi, bukan 

jumlah orang semata tetapi termasuk keahliannya atau kualitasnya. Oleh karena 

itu, di sini peranan kemajuan teknologi masuk dalam analisis. Dengan demikian 

laju pertumbuhan tenaga kerja (N) dan juga laju pertumbuhan Qn dapat ditulis 

sebagai : gn = DN/N = DQn /Qn = p + t, di mana p = laju pertumbuhan penduduk 

dan t = laju pertumbuhan teknologi. Laju pertumbuhan Qn, yaitu gn, disebut 

natural rate of growth. Natural rate of growth dapat diartikan sebagai laju 

pertumbuhan ekonomi yang disyaratkan oleh pasar tenaga kerja agar tidak ada 

tenaga kerja yang menganggur (full employment). Dengan kata lain dapat 

diartikan bahwa pada posisi natural rate of growth, pasar tenaga kerja dalam 

keadaan keseimbangan.  

Dalam jangka panjang, keadaan yang paling ideal adalah apabila 

perekonomian suatu negara tumbuh pada jalur warranted rate of growth dan 

sekaligus juga pada jalur natural rate of growth. Pada posisi ini seluruh stok 

kapital dan juga seluruh tenaga kerja dimanfaatkan secara penuh untuk proses 

produksi. Berarti, baik pasar barang maupun pasar tenaga kerja dalam keadaan 

keseimbangannya. Posisi perekonomian demikian, yang disebut dengan “Zaman 

Keemasan” atau “Golden Age”. Posisi Zaman Keemasan ini merupakan posisi 

keseimbangan jangka panjang, atau posisi keseimbangan umum (general 

equilibrium). Dalam teori pertumbuhan, posisi keseimbangan jangka panjang ini 

disebut dengan istilah steady state growth. Ciri dari steady state growth adalah 
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semua variabel (I,QP, Z,K,N,Qn) tumbuh dengan laju yang sama, yaitu dengan 

laju gn = gw. Sedangkan ciri dari stationary state (Klasik), gn = gw = 0. Ini berarti, 

semua variabel (stok kapital, jumlah penduduk, dan output potensial) tidak 

mengalami pertumbuhan lagi. 

d. Teori Pertumbuhan Endogen  

Teori pertumbuhan endogen dipelopori oleh Romer (1986, 1987, 1990) 

dengan mendapat kontribusi dari Lucas (1988), Aghion dan Howitt (1992), serta 

Grossman dan Helpman (1991). Lucas (1988) berpendapat bahwa selain modal 

fisik, akumulasi modal manusia sangat menentukan dalam pertumbuhan 

ekonomi. Bidang kajian yang menarik perhatian Romer adalah pertumbuhan 

ekonomi memiliki perspektif yang lebih lebih luas dengan memasukan komponen 

teknologi endogen hasil dari penelitian dan pengembangan (research & 

development) dan ilmu pengetahunan ke dalam model pertumbuhan ekonomi. 

Teori ini menganalisis faktor-faktor pertumbuhan ekonomi berasal dari 

dalam (endogenous) sistem ekonomi itu sendiri. Kemajuan teknologi dianggap 

hal yang bersifat endogen, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari 

keputusan para pelaku ekonomi berinvestasi dalam bidang ilmu pengetahuan. 

Pengertian modal dalam teori ini bersifat lebih luas, bukan hanya sekedar modal 

fisik tetapi juga mencakup modal insani (human capital) (Arsyad, 2010). Selain 

itu, teori ini menjelaskan tentang bagaimana akumulasi modal tidak mengalami 

diminishing returns, namun justru akan mengalami increasing returns dengan 

adanya investasi dibidang SDM dengan ilmu pengetahuan. Romer 

mengasumsikan teori pertumbuhan endogen mempunyai tiga elemen dasar, 

yaitu (Arsyad, 2010): 

1. Adanya perubahan yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi 

pengetahuan; 
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2. Adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari 

mekanisme luberan pengetahuan (knowledge spillover); 

3. Produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu 

pengetahuan akan tumbuh tanpa batas. 

Dalam hal ini Romer yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi 

dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pertumbuhan teknologi, memiliki 

fungsi produksi agregat yaitu:  

 

Dimana :  

A  : Perkembangan teknologi  

K  : Modal fisik  

H  : Sumberdaya manusia, akumulasi dari pendidikan dan pelatihan 

L  : Tenaga kerja. 

 

Model pertumbuhan endogen menurut Romer menjelaskan bahwa tingkat 

pertumbuhan pendapatan per kapita dalam perekonomian adalah :  

 

Dimana :  

g  : Tingkat pertumbuhan output 

n  : Tingkat pertumbuhan populasi  

β  : Perubahan teknologi  

α  : Elastisitas output terhadap modal.  

Seperti dalam model Solow dengan skala hasil konstan β = 0, maka 

pertumbuhan pendapatan per kapita akan menjadi nol (tanpa adanya kemajuan 

teknologi). 

Namun Romer juga mengasumsikan bahwa dengan mengumpulkan 

ketiga faktor produksi termasuk eksternalitas modal, maka β > 0 sehingga g – n > 

Y = f (A, K, L, H) 

g – n = β / [1- α + β], 
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0 dan Y/L (pendapatan per kapita) akan mengalami pertumbuhan. Hal yang 

menarik dalam model Romer adalah adanya imbasan investasi atau teknologi 

yang semakin meningkat, sehingga menghilangkan asumsi hasil yang semakin 

menurun (diminishing marginal product of capital). 

Dalam model Solow, kapital hanya mencakup persediaan pabrik dan 

peralatan perekonomian, sehingga wajar jika mengasumsikan pengembalian 

modal yang kian menurun. Investasi dalam modal fisik dan tenaga kerja tidak 

dapat dilaksanakan sendiri (internalize) secara penuh oleh investor. Dalam teori 

pertumbuhan endogen adanya eksternalitas dapat menciptakan increasing return 

to scale, sehingga memperbaiki asumsi constant return to scale yang digunakan 

oleh model neo-klasik. 

Kembali pada pendapat Solow dalam Mankiw (2006) dimana 

diungkapkan bahwa perekonomian dianggap tumbuh bila seluruh balas jasa riil 

terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada 

tahun sebelumnya. Dalam hal ini untuk mengukur pertumbuhan ekonomi 

digunakan indikator tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Alasan 

penggunaan PDB sebagai pengukuran pertumbuhan ekonomi tersebut adalah: 

1) PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas 

produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDB juga 

mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang 

digunakan dalam aktivitas produksi tersebut; 

2) PDB dihitung atas dasar konsep aliran (flow concept).  

Artinya perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada 

suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang 

dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran guna 

menghitung PDB, memungkinkan para peneliti untuk membandingkan 

jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya; 
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3) Batas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian domestik). 

Hal ini memungkinkan para peneliti untuk mengukur sejauh mana kebijakan-

kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas 

perekonomian domestik. 

Dengan kata lain, dari sudut tinjauan ekonomi pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) merefleksikan pertumbuhan ekonomi. Variabel ini sering 

digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu negara apakah sudah 

dikelola dengan benar. Mankiw (2006) menambahkan bahwa PDB dapat 

dipandang dalam dua hal, yaitu total pendapatan yang diterima oleh setiap orang 

dalam perekonomian dan total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam 

ekonomi. 

Data PDB yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan 

ekonomi adalah data PDB atas dasar harga konstan (PDB ADHK). Hal ini 

dikarenakan dengan menggunakan data ADHK angka pertumbuhan PDB 

semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan 

perekonomian pada periode tertentu. Sebab dengan menggunakan data PDB 

ADHK pengaruh perubahan harga terhadap nilai PDB (atas dasar harga berlaku) 

telah dihilangkan. Selain itu, apabila tujuan perhitungan pertumbuhan ekonomi 

adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

maka pertumbuhan ekonomi seharusnya dihitung dengan data PDB per kapita 

atas dasar harga konstan. Karena pertumbuhan PDB dapat saja terjadi tanpa 

memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat tingkat 

pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan PDB 

(Solow dalam Mankiw 2006). 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari pertumbuhan 

ekonomi regional, dimana pertumbuhan ekonomi regional adalah pertumbuhan 

ekonomi yang mencakup unsur lokasi/wilayah. Dalam pembahasannya 
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pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat 

yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added 

value) yang terjadi. Jika indikator pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara 

yang lazim dipakai adalah Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, maka 

indikator pertumbuhan ekonomi daerah atau regional dari suatu negara adalah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai cermin dari pendapatan 

regional. 

PDRB dihitung menggunakan 2 metode, yaitu atas dasar harga berlaku 

dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah 

pendekatan yang menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi 

oleh seluruh unit ekonomi pada satu wilayah pada tahun tertentu, dihitung 

berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas 

dasar harga konstan adalah pendekatan yang menghitung besaran nilai tambah 

barang dan jasa yang diproduksi seluruh unit ekonomi pada tahun tertentu 

dengan menggunakan harga pada tahun yang dijadikan sebagai tahun dasar. 

Dalam penelitian ini, digunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tujuan 

untuk menghilangkan pengaruh inflasi yang terjadi di suatu daerah. 

e. Peranan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 

Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau 

mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta, seperti 

yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2 

dan 3. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu 

negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya 

termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Menurut Musgrave, terdapat tiga 

peran pemerintah dalam perekonomian modern, yaitu: 
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(1) Alokasi.  

Usaha untuk memanfaatkan segala barang dan jasa dalam masyarakat 

dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

sehingga terhindar dari segala macam pemborosan termasuk pengangguran 

dan idle capacity. Kegagalan dari sistem pasar menyebabkan pengalokasian 

sumber daya ekonomi menjadi kurang optimal, sehingga memerlukan peran 

pemerintah. 

(2) Distribusi.  

Pemerintah mengusahakan agar distribusi pendapatan masyarakat menjadi 

rata. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam distribusi pendapatan 

adalah kepemilikan faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor 

produksi, yang tergantung dari tingkat kepuasan teknologi, sistem warisan, 

kemampuan memperoleh pendapatan yang tergantung dari pendidikan, 

bakat, serta kemampuan. 

(3) Stabilisasi.  

Peran pemerintah untuk menyelaraskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

ada. Sebab kebijakan pemerintah seringkali saling berbenturan akibat 

kondisi yang kompleks. 

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah 

daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk 

menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pekembangan kegiatan 

ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad,1999). Pada saat ini tidak ada 

satupun teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara 

komprehensif, namun beberapa teori secara parsial dapat membantu untuk 

memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah dan teori-teori yang 

membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi 

daerah. 
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Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari 

waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan 

pembangunan suatu negara (Todaro, 2004). Peran pemerintah bisa jadi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Namun, menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi Neoklasik dari Solow dan 

Swan (1956) tidak terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap pertumbuhan 

baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak (Kneller et al., 1999). 

Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok kapital, tenaga kerja dan 

teknologi yang bersifat eksogen. Pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan 

populasi yang akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja namun tidak 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

Konsep kebijakan fiskal yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, 

dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Barro 

dalam Sumedi, dkk (2013). Dalam konsep ini Barro menjelaskan keterkaitan 

antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, investasi swasta 

serta penarikan pajak dalam kondisi balance budget, dengan menggunakan 

pendekatan teori endogeneous growth model. Model ini menekankan pada 

pilihan kebijakan pemerintah terkait dengan hubungan antara size of 

government, tingkat tabungan, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ukuran 

pemerintah didasarkan pada besaran pengeluaran pemerintah terhadap produksi 

nasional, memiliki dampak dua arah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan tingkat pajak akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebaliknya 

peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Dampak akhir dari perubahan pada tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah 

pada kondisi balance budget, tergantung pada pengaruh mana yang lebih 

dominan. Pada ukuran pemerintah kecil maka dampak pengeluaran pemerintah 

akan lebih besar dibandingkan dengan kontraksi akibat peningkatan pajak, 
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sebaliknya pada tingkat peranan pemerintah yang relatif besar terhadap 

ekonomi, dampak peningkatan pertumbuhan akibat peningkatan pengeluaran 

pemerintah relatif kecil dari pada kontraksi akibat peningkatan pajak. 

Dalam pengembangan konsepnya, Barro membedakan pengeluaran 

pemerintah menjadi pengeluaran untuk konsumsi pemerintah dan pengeluaran 

produktif (pembangunan). Pengeluaran produktif akan mempengaruhi fungsi 

produksi sementara pengeluaran konsumsi, tidak mempengaruhi produksi 

secara langsung. Konsep ini mempunyai implikasi terhadap hubungan antara 

pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

pembentukan modal (saving rate). Peningkatan share pengeluaran konsumsi 

pemerintah pada tingkat pengeluaran pemerintah yang sama, akan menurunkan 

saving rate dan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi pemerintah tidak berdampak 

langsung terhadap produktivitas sektor swasta, tetapi mendorong peningkatan 

pajak, yang memberikan disinsentif terhadap investasi sehingga pertumbuhan 

ekonomi melambat. 

Namun, peran pemerintah dalam perekonomian tidak hanya pada pajak 

dan pembelanjaan pendapatan. Peran pemerintah dalam mengatur institusi 

merupakan hal yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Perlindungan 

terhadap hak milik, perlindungan polisi, sistem judisial untuk mengelola keadilan, 

pertahanan nasional, dan regulasi bank merupakan aktivitas pemerintahan yang 

bermanfaat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengambil tindakan 

dalam aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena 

pada dasarnya sistem pasar tidak dapat berfungsi tanpa peran pemerintah. 

Peran pemerintah telah dijabarkan dalam teori Adam Smith, yang 

menyatakan bahwa peran pemerintah dalam mengatur institusinya sangat 

penting untuk mewujudkan pasar yang efisien. Keputusan investasi, inovasi, dan 

penelitian yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi tidak akan optimal 
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tanpa adanya keamanan nasional. Smith menjabarkan peran pemerintah secara 

umum adalah : 

1. Berperan dalam melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi dari 

masyarakat independen lainnya; 

2. Berperan dalam melindungi masyarakat dari ketidakadilan; 

3. Berperan dalam membangun dan mengelola karya publik serta institusi publik 

yang tidak akan diminati oleh perorangan atau kelompok perorangan               

(Berg, 2001). 

Karya publik (public works) yang dimaksud adalah barang publik (public 

goods) berupa barang berbentuk maupun jasa yang bersifat nonrival dan 

nonexcludable. Barang publik tersebut seperti lampu penerangan jalan yang 

disediakan oleh pemerintah di seluruh penjuru kota, dimana seluruh warga dapat 

menikmatinya secara cuma-cuma dan tidak dikecualikan atau diistimewakan 

untuk masyarakat tertentu. Jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah seperti 

pertahanan nasional, seperti perlindungan polisi, pemadam kebakaran, dan 

layanan informasi cuaca (Berg, 2001).  

Penyediaan barang publik atau fasilitas publik juga dapat disediakan oleh 

investor swasta. Melalui kebijakan pemerintah, investor swasta yang bergerak di 

bidang swasta dapat membantu dalam penyediaan fasilitas publik seperti jalan 

dan fasilitas pelabuhan. Smith berpendapat bahwa institusi publik dibutuhkan 

untuk mengatur serta mengawasi pihak swasta dalam aktivitas ekonomi. 

Pemerintah harus membatasi aktivitas swasta agar bersedia menyediakan 

fasilitas publik yang tidak hanya memberi keuntungan pada dirinya tapi untuk 

mendukung aktivitas masyarakat. 

Suatu kebijakan dan penyediaan barang publik dapat memunculkan efek 

yang disebut dengan eksternalitas. Eksternalitas merupakan efek suatu aktivitas 

maupun transaksi ekonomi yang dapat berupa dampak positif (Positive 



 

90 
 

 

 

Externalities) dan dampak negatif (Negative Externalities). Mekanisme pasar 

tidak dapat mencerminkan secara tepat biaya marjinal maupun marjinal utilitas 

dari barang dan jasa. Harga pasar tidak dapat mencerminkan biaya eksternalitas 

maupun manfaat. Hal ini yang menjadi alasan untuk adanya intervensi 

pemerintah untuk meningkatkan eksternalitas positif atau mengatur eksternalitas 

negatif. Eksternalitas positif dapat dicontohkan seperti penyediaan pendidikan 

dan riset medis yang dibiayai publik. Keduanya memiliki nilai sosial lebih besar 

dibanding nilai sosial atau manfaat secara pribadi. Penyediaan sarana 

pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah merupakan  bentuk internalisasi 

eksternalitas demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Pemerintah mengambil 

peran swasta dalam penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan agar seluruh 

kalangan masyarakat dapat terlayani tanpa terkecuali. Pemerintah menerapkan 

kebijakan pajak dan subsidi untuk penyediaan layanan publik tersebut. 

Eksternalitas negatif merupakan dampak yang merugikan dari suatu aktivitas 

ekonomi yang dilakukan oleh produsen terhadap pihak lain tanpa adanya 

kompensasi. Hal ini dapat dicontohkan seperti polusi dari aktivitas industri (Berg, 

2001). 

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah 

juga memiliki tantangan dalam mengatasi aktivitas-aktivitas penghambat, seperti 

adanya monopoli dan kondisi sosial masyarakat. Aktivitas monopoli merupakan 

mekanisme persaingan tidak sempurna, dimana hanya ada satu produsen yang 

memproduksi barang dengan nilai penting dan tidak ada produsen lain yang 

dapat memproduksinya. Kondisi ini mengakibatkan tingginya harga barang, 

sehingga dapat menurunkan kemampuan konsumen untuk mendapatkan dengan 

jumlah banyak. Aktivitas ini menimbulkan kegagalan pasar dan sangat 

menghambat terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Potret sosial masyarakat 

memiliki tradisi serta kepercayaan yang beragam. Perbedaan ini rentan 
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menimbulkan konflik antar golongan sosial masyarakat tersebut. Hal ini dapat 

memunculkan diskriminasi wanita, kelompok minoritas, dan kesenjangan sosial. 

Konflik sosial ini dapat menghambat kalangan sosial masyarakat tertentu untuk 

mencapai penghasilan yang tinggi, kemudian muncullah inefisiensi ekonomi. 

Dalam jangka panjang kondisi ini dapat mengancam kesejahteraan ekonomi 

serta ketahanan nasional. Peran pemerintah dalam hal ini adalah melalui hukum 

dan regulasi melawan diskriminasi demi meningkatkan performa ekonomi. 

Pemerintah juga banyak melakukan tindakan-tindakan yang ditujukan 

untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi negaranya dan mengatasi kegagalan 

pasar. Seperti melalui kebijakan pajak, subsidi, peraturan, serta pendistribusian 

pendapatan secara langsung dari satu kelompok ke kelompok yang lain. 

Pemerintah juga tidak selalu melakukan tugasnya dengan baik. Tidak jarang 

pemerintah didorong oleh kekuatan kepentingan tertentu untuk mempengaruhi 

keputusan politik dan membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pihak 

tertentu saja. Pemerintah juga dapat mengalami kegagalan dalam 

perekonomian. 

Kegagalan pemerintah muncul dapat digambarkan dengan adanya 

kegagalan pasar, karena mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana yang 

seharusnya. Prinsip dari kegagalan pemerintah adalah kurangnya informasi dan 

kekuasaan pemerintah menimbulkan kesejahteraan yang tidak merata. 

Kegagalan pertama terjadi karena pemerintah tidak memiliki cukup 

informasi untuk membuat pilihan terbaik. Jika pemerintah tidak dapat membuat 

keputusan yang terbaik, maka dapat memunculkan kesenjangan kesejahteraan. 

Kondisi ini bahkan dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan membuat 

pihak lain semakin terpuruk. Pemerintah bersifat mengejar keuntungan pribadi.  

Pemerintah dapat memberikan keuntungan atau keistimewaan pada 

perusahaan atau  pribadi tertentu untuk melaksanakan proyek pembangunan 
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fasilitas publik seperti jalan. Kondisi ini juga disebut sebagai aktivitas Rent-

Seeking. Rent-Seeking adalah aktivitas yang memiliki kebebasan atau 

keistimewaan dalam aktivitas ekonomi yang didapatkan dari pemberi keputusan. 

Rent-Seeking biasa dilakukan oleh perusahaan dengan menyuap pemerintah 

atau pejabat sektor publik agar mereka memberikan hak untuk mengoperasikan 

layanan. Rent-Seeking biasa mengarah pada sumber daya langka. Rent-Seeking 

yang bersifat monopoli inilah yang menyebabkan kegagalan pemerintah, karena 

kecenderungan mencari keuntungan pribadi melalui pengalokasian proyek 

pemerintah atas dasar preferensi politik. Kegagalan pemerintah dalam pelayanan 

publik juga disebabkan kurangnya penggunaan teknologi yang efisien dan 

kualitas pelayanan yang rendah.  

Tindakan pejabat publik yang lebih mengarah pada keuntungan pribadi ini 

juga dapat menimbulkan tindakan korupsi. Korupsi merupakan aktivitas 

penyelewengan kebijakan atau dana publik yang seharusnya ditujukan untuk 

kepentingan umum, namun dialihgunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi 

menjadi bentuk kegagalan pemerintah yang paling buruk, karena aktivitas ini 

dapat mengganggu keseimbangan perekonomian publik dengan 

menyelewengkan dana publik. Tujuan layanan publik untuk kesejahteraan tidak 

tercapai dan bahkan biaya yang dibutuhkan justru beralihguna. Banyak negara 

dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki perekonomian yang 

buruk. Kondisi ini banyak terjadi pada negara miskin dan berkembang.  

Korupsi tidak hanya berupa penyelewengan dana tapi juga 

penyelewengan kebijakan. Seperti halnya aktivitas Rent-Seeking juga termasuk 

dalam korupsi. Korupsi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, yaitu 

melalui regulasi, perijinan, perpajakan, subsidi, pengeluaran pemerintah, represi 

keuangan, dan memprivatisasi aset pemerintah. Kekuatan politik yang 

berpengaruh pada pembuatan kebijakan publik sangat bersifat subyektif, 
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sehingga memungkinkan munculnya kesewenang-wenangan pejabat publik. 

Sistem birokrasi dan manajemen pelayanan publik yang buruk juga 

memperparah dampak korupsi dalam perekonomian. Kondisi ini menyebabkan 

kesejahteraan ekonomi tidak merata. Aktivitas korupsi dapat dicegah atau diatasi 

melalui (Berg, 2001): 

1. Memiliki aparat pemerintahan dan birokrasi berkualitas tinggi; 

2. Upah sektor publik yang kompetitif; 

3. Hukuman untuk koruptor; 

4. Kontrol institusi; 

5. Pemberian contoh kepemimpinan; 

6. Menghapus peraturan yang ambigu dan birokrasi yang rumit. 

Aparat pemerintah berkualitas tidak hanya individu yang memiliki keahlian 

tapi juga memiliki mental yang baik dalam memberikan layanan publik demi 

kepentingan publik. Upah kompetitif pada sektor publik dapat meminimalisir 

terjadinya praktik penggunaan uang publik untuk kepentingan individu. Hukuman 

bagi koruptor harus dipertegas juga melalui aturan-aturan yang dapat membatasi 

aktivitas korupsi dan hukuman berat bagi pelaku. Kontrol intitusi dilakukan tidak 

hanya pada saat pelaksanaan program, tapi juga dilakukan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga akhir program dengan cara evaluasi. Perlu 

adanya contoh kepemimpinan yang mampu memberikan teladan dan menjadi 

ikon layanan publik yang baik. Peraturan dan birokrasi yang rumit perlu diganti 

dengan peraturan yang lebih realistis dan lebih mudah untuk dijalankan dalam 

masyarakat. Dengan adanya kemudahan birokrasi dapat menekan biaya dalam 

aktivitas ekonomi. 

Paolo Mauro mengemukakan pendapatnya tentang dampak dari korupsi 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Berg, 2001). Penelitiannya menunjukkan bahwa 

korupsi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Korupsi 
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berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat korupsi yang tinggi 

menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Korupsi menyebabkan 

kegagalan pasar dan meyebabkan penurunan total output dalam perekonomian. 

Distribusi sumberdaya yang tidak merata menyebabkan lambannya pertumbuhan 

income perkapita. Pemerintahan yang korup cenderung lamban dalam 

penggunaan teknologi yang efisien, sehingga terjadi inefisiensi dalam 

perekonomian. 

Kegagalan pemerintah menyebabkan munculnya respon pasar yang tidak 

terduga. Pihak-pihak yang tidak mampu mendapatkan kemudahan birokrasi dan 

pemenuhan standar yang ditentukan pemerintah akhirnya melakukan aktivitas 

ekonomi yang bersifat informal. Aktivitas informal ini dilakukan pada sektor-

sektor informal dengan tanpa legalitas, tenaga kerja yang tidak bersertifikasi, dan 

barang yang dihasilkan adalah barang tidak berlisensi. Aktivitas informal ini 

muncul akibat banyaknya tenaga kerja yang tidak mampu memenuhi standar 

untuk bekerja di sektor formal, dan kebutuhan konsumen terhadap barang 

dengan harga di bawah standar. Sektor informal mampu menciptakan barang 

ataupun jasa yang sama atau identik dengan sektor formal.  

Rent seeking merupakan aktivitas untuk mempengaruhi kebijakan dan 

institusi yang menguntungkan satu pihak. Sedangkan aktivitas informal 

sebaliknya, yaitu melakukan aktivitas ekonomi walaupun aturan dan instansi 

membatasi mereka. Aktivitas informal dapat disebut juga sebagai Rent Eveding. 

Pada sektor formal dengan jumlah produsen terbatas dan biaya konstan per unit 

output dapat membebankan harga monopoli pada konsumen, sehingga kuantitas 

barang terbatas. Sedangkan pada sektor informal yang memproduksi barang 

tanpa lisensi dan aturan mampu menjual dengan harga di bawah sektor formal, 

sehingga kuantitas yang dihasilkan lebih banyak. Konsumen akan mendapatkan 

barang dari sektor informal yang identik dengan barang sektor formal tetapi 
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dengan harga yang lebih rendah. Hal ini yang menyebabkan sektor informal 

banyak berkembang dalam aktivitas perekonomian khususnya di negara miskin 

dan berkembang. Hadirnya sektor informal dalam aktivitas ekonomi mampu 

meningkatkan total ouput per kapita dan kesejahteraan.  

2.6. Investasi 

Model pertumbuhan Harrod-Domar (Harrod-Domar growth model) 

menjelaskan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perlu 

mengandalkan investasi dalam mekanisme perekonomian. Setiap perekonomian 

pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari 

pendapatan nasional untuk menambah atau mengganti barang-barang modal 

yang telah mengalami penyusutan (depresiasi) atau rusak. Namun untuk 

memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan 

tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock).  

Todaro (2003) berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang 

dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau 

pendapatan di masa mendatang. Menurut Lipsey (1995) menyebutkan investasi 

adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Jadi seseorang melakukan investasi 

untuk memperoleh penghasilan selama suatu jangka waktu tertentu menambah 

nilai modal yang ditempatkan dan menjaga terhadap inflasi. Namun itu semua 

dilakukan dengan tingkat resiko yang dapat ditolerir. Menurut Sukirno (2003) 

kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan 

pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan 

ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) Investasi 

merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan 



 

96 
 

 

 

investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta 

kesempatan kerja; (2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan 

menambah kapasitas produksi; (3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan 

teknologi. 

Investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseluruhan 

permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah 

kepada akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan 

mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samoelson dan 

Nordhaus, 2002). Tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai 

hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena 

di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti 

semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi 

yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan 

fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu 

negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa 

dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi dari investasi 

(Todaro, 2003). 

Dalam teori makro ekonomi, investasi ini dapat digolongkan dalam tiga 

jenis pengeluaran investasi (Dornbusch, Fisher, dan Startz, 2008; Mankiw, 

2007). 

1. Investasi Tetap Perusahaan (Business Fixed Invesment) yaitu pengeluaran 

perusahaan atas mesin tahan lama, perlengkapan, dan bangunan-bangunan, 

seperti: pendirian pabrik baru, fasilitas pabrik dan perlengkapan mesin 

lainnya; 

2. Investasi untuk pendirian perumahan baru (Residential Investment), yakni : 

investasi dalam perumahan terdiri dari bangunan keluarga tunggal dan 

kediaman banyak keluarga. Teori investasi perumahan dimulai dengan 
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memperhatikan permintaan untuk stock rumah yang ada. Permintaan stock 

rumah tergantung pada pengembalian riil netto yang diperoleh dari memiliki 

rumah; 

3. Investasi dalam persediaan (Inventory Investment) yaitu: persediaan yang 

terdiri dari bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi yang disimpan 

oleh perusahaan untuk kemudian dijual. 

Di Indonesia dalam hal jenis penanaman modal swasta dibagi menjadi 

dua macam yakni Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN). Penggairahan iklim investasi di Indonesia dijamin 

keberadaannya sejak dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing (PMA) dan UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN). Kedua undang-undang ini kemudian dilengkapi dan 

disempurnakan, dimana UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA disempurnakan 

dengan UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN 

disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1970.  

Jika merujuk pada UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 

khususnya pasal 25 ayat (4), dengan jelas disebutkan bahwa ijin berusaha 

(berinvestasi) dapat dikeluarkan oleh instansi pemerintah (termasuk daerah) 

yang diberikan kewenangan untuk itu. Hal ini berarti, ijin berusaha yang 

dikeluarkan oleh BKPM dan berjenjang sampai dengan tingkat Perangkat 

Daerah. Penanaman Modal di provinsi/kabupaten/kota, yang telah diatur 

kewenangannya berupa surat persetujuan PMDN/PMA, hanya merupakan 

bagian dari berbagai bentuk ijin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah 

berwenang, dan itupun dikaitkan adanya pemberian fasilitas fiskal, terutama 

keringanan bea masuk dan pengenaan PPN. Ijin usaha lainnya yang tidak 

memerlukan fasilitas fiskal, tidak ada keharusan untuk mendapatkan Surat 

Persetujuan PMDN/PMA cukup menyelesaikan ijin lainnya, seperti: SIUP, IMB 
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dan Ijin Lokasi. Ketiga bentuk perijinan tersebut dan lainnya, umum disebutkan 

sebagai investasi non PMDN/PMA (non fasilitas), dimana merujuk pasal 22 ayat 

(2) PERKA BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan 

dan Non Perijinan, disebutkan bahwa ijin berusaha (investasi) yang nilainya 

diatas Rp 500 juta sudah seharusnya dicatat sebagai investasi di daerah.  

 

2.7. Angkatan Kerja 

Di Indonesia, pengertian tenaga kerja atau man power adalah mencakup 

penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang sedang 

melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga 

golongan terakhir, yakni: pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga, 

walapun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu bekerja dan 

dapat sewaktu-waktu bekerja (Simanjuntak, 2001). 

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, menganggur, dan mencari 

pekerjaan. Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, 

mengurus rumah tangga dan golongan lain yang menerima pendapatan. Ketiga 

golongan tersebut sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja, 

oleh sebab itu kelompok ini sering disebut sebagai potensial labor force. 

Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang 

mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang 

termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah 

tangga, menerima pendapatan akan tetapi bukan dari imbalan langsung atas 

kerjanya. 

Todaro dan Smith (2006) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk 

dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu 

faktor positif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga 
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kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, 

sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan 

ukuran pasar domestiknya. Namun demikian, pertumbuhan angkatan kerja di 

satu sisi dapat berdampak positif, namun disisi lain dapat berdampak negatif 

pada pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan 

tersebut tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan 

dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja 

tersebut. 

Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga 

produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan 

meningkatkan produksi. Menurut Nicholson (2002) bahwa: Suatu fungsi produksi 

pada suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah q = f (K,L) dimana K merupakan 

modal dan L adalah tenaga kerja memperlihatkan jumlah maksimum sebuah 

barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif 

antara K dan L, maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan 

dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran 

yang dapat diproduksi (produk fisik marginal). 

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya 

pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. 

Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa 

bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan 

dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja 

mengandung elastisitas yang tinggi, meningkatnya permintaan atas tenaga kerja 

(dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. 

Dengan demikian salah satu faktor positif yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja (Todaro dan Smith, 2006). 
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2.8. Pengaruh Antar Variabel Penelitian 

Bagian ini merupakan review pengaruh antar variabel independen, 

mediasi serta keterkaitannya terhadap variabel dependen yang dibuat pada 

model penelitian ini. Review pengaruh antar variabel ini merupakan hasil telaah 

baik dari studi literatur maupun empiris. Dalam model penelitian ini terdapat 3 

faktor yang diduga kuat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dimana 2 

faktor tersebut berasal dari kondisi keuangan daerah seperti faktor belanja 

daerah yang digunakan sebagai faktor model intervening dan faktor pendapatan 

daerah. Serta 1 faktor berasal dari kondisi non keuangan daerah seperti faktor 

investasi swasta dan faktor tenaga kerja yang diproksikan melalui angkatan 

kerja. 

 

2.8.1. Pengaruh Faktor Pendapatan Daerah, Belanja Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap 

perkembangan perekonomian. Salah satu yang menjadi alasannya adalah 

ketidakefisienan pasar dalam mengalokasikan berbagai sumber ekonomi. Oleh 

karena itu kemudian pemerintah perlu melakukan campur tangan. Peran aktif 

pemerintah ditandai dengan penyediaan berbagai barang dan jasa di berbagai 

sektor. Pengeluaran pemerintah dalam sebuah perekonomian mencerminkan 

adanya sebuah kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut 

digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, sehingga terdapat 

hubungan antara besarnya pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah 

dalam sebuah pemerintahan (Suparmoko, 2002). Hanum (2004) yang 

menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) antara lain menemukan 

bahwa untuk variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif 



 

101 
 

 

 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam.  

Peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi yang paling konkrit 

adalah campur tangan dalam membuat keputusan atau kebijakan anggaran 

terkait penyediaan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat 

yang dituangkan dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah 

merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau 

keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang 

publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah 

merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-

masing tingkatan pemerintahan (pusat/provinsi/daerah) (Rustiono, 2008). 

Belanja pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 

daerah tidak terlepas dari berbagai teori mengenai pengeluaran pemerintah. 

Menurut Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto (2010), pemerintah 

akan selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat 

tidak suka membayar pajak yang semakin membesar. Masyarakat mempunyai 

toleransi pajak yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menaikkan 

pemungutan pajak. Dengan tarif yang tetap, pajak dapat meningkat karena 

adanya pertumbuhan ekonomi, yang kemudian meningkatkan pengeluaran 

pemerintah. Dalam kondisi normal, maka PDB akan meningkat dan penerimaan 

pemerintah juga meningkat dan pengeluaran pemerintah juga meningkat. 

Penerapan otonomi daerah/desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat 

Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam 

pengelolaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak 

lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah 

daerah berupa Dana Perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah 

daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan daerah dalam 
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APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara 

mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah daerah juga 

dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran 

belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk 

belanja rutin dibandingkan belanja modal (Abimanyu, 2005). Belanja Modal yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan 

sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati 

manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik 

diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, 

produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya 

terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.  

Hakim dan Wijayanti (2016) mengemukakan bahwa peningkatan belanja 

modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya 

memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang berbeda 

ditunjukkan oleh variabel belanja infrastruktur, dimana belanja modal gedung dan 

bangunan serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak berdampak 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya kontrak 

pembangunan yang bersifat multiyears serta pencairan belanja infrastruktur yang 

mendekati akhir tahun, sehingga terdapat kelambanan pengaruh belanja 

infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dengan catatan di dalam penelitian 

ini tidak memperhitungkan hal tersebut. Devarajan, Swaroop dan Zou (1996) 

mengemukakan bahwa di 43 negara berkembang selama 20 tahun menunjukkan 

peningkatan pengeluaran rutin dan mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pengeluaran 

pembangunan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 
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Disamping belanja modal, pendapatan juga memiliki arti penting dalam 

pertumbuhan ekonomi. Tanpa optimalisasi pendapatan, maka pengeluaran 

pemerintah akan sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan. Di Indonesia, 

kebijakan perpajakan semakin mendesak untuk dilakukan mengingat kinerja 

perpajakan di Indonesia sampai sekarang masih belum menunjukkan hasil yang 

maksimal (Ismail, 2005). Lebih lanjut sebagai contoh Ismail (2006) 

mengemukakan hasil penelitiannya bahwa tidak seluruh Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan (KP PBB), institusi yang berperan dalam pengumpulan 

pendapatan daerah menunjukkan kondisi yang efisien. Hal ini disebabkan secara 

umum pemanfaatan input sulit untuk dikontrol, terutama terkait dengan biaya 

operasional yang membengkak di seluruh KP PBB (air, listrik dan telepon). Hal 

tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan penggunaan fasilitas dalam 

institusi pemerintahan. Solusi yang dapat dilakukan dari hal tersebut adalah 

dengan memperbaiki penggunaan input, dalam hal ini fasilitas dalam institusi 

pemerintahan. 

Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah 

daerah diikuti dengan pengalihan masalah pembiayaan. Berdasarkan              

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu asal pendapatan daerah adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang bersumber 

dan dipungut daerah didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku. Tujuan 

daripada PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah 

daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi 

daerah masing-masing.  

Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak dan 

retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan 

sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan ekses/nilai tambah 
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dari lebih optimalnya sektor industri ini (Kadjatmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002). 

Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk 

mengestimasi besarnya PAD (pajak dan restribusi) yang akan diterima. Helmi 

(2009) menyimpulkan bahwa pendapatan dari sektor pajak dan Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, 

dimana PAD dari sektor pertambangan, pertanian dan pariwisata berpengaruh 

positif terhadap pembentukan PDRB. 

Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal 

pendanaan kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya kesenjangan 

fiskal antar daerah. Sebagai upaya menghadapi kesenjangan fiskal tersebut, 

pemerintah daerah dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari 

APBN untuk pendanaan kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan 

desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber pendapatan dari 

Pemerintah Pusat yang dialokasikan sebagai bentuk pemerataan serta keadilan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan (Putro, 2011). Berdasarkan UU No. 33 

Tahun 2004, Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai sumber pendapatan 

yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan 

alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga 

daerahnya.   

Penelitian yang dilakukan oleh Solikin (2007) menunjukkan bahwa 

terdapatnya hubungan positif serta signifikan PAD terhadap belanja modal. 

Berbeda dengan Solikin, penelitian yang dilakukan oleh Paujiah (2012) di Kota 

Tasikmalaya menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh PAD terhadap 

belanja modal.  Tuasikal (2008) yang melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di 

Indonesia memperoleh hasil dimana terdapat pengaruh positif DAU terhadap 

belanja modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & 

Siswantoro (2012) memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh DAU 
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terhadap belanja modal. Kondisi demikian disebabkan DAU yang diterima oleh 

daerah hanya diperuntukkan membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja 

pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal. 

Yasser (2015) menunjukkan hasil bahwa PAD, DAU, DAK dan SiLPA 

berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal secara simultan. Secara 

parsial, PAD dan DAK berpengaruh positif dan siginifikan terhadap alokasi 

belanja modal sedangkan DAU dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap 

alokasi belanja modal. Variabel moderasi mampu untuk memoderasi PAD dan 

DAK, namun tidak dapat memoderasi DAU dan SiLPA terhadap alokasi belanja 

modal. Hasil penelitian Sugiarthi dan Supadmi (2014) menunjukan Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan pada 

belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011. 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu 

memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah pada 

belanja modal namun dengan arah yang negatif. 

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan ekses dari pertumbuhan 

ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif 

mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini 

seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan potensi 

kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada 

sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun 

retribusi.  

Muis (2012)  dalam penelitiannya di Provinsi Sumatera Utara 

mengemukakan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh langsung 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus 
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berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.  

Studi Gunantara dan Dwirandra (2014) pada penelitiannya di Bali 

menunjukkan hasil bahwa uji simultan menunjukan bahwa PAD, DAU, dan 

Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, 

hasil uji parsial menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil uji 

moderasi menunjukan bahwa Belanja Modal memperlemah pengaruh PAD 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal sebagai variabel 

pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi.  

Hasil berbanding terbalik berada pada penelitian Paseki (2014) dimana 

untuk studi kasus di Manado pada tahun 2001-2012 menunjukkan hasil bahwa 

secara serempak DAU dan Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Hasil sebanding tersebut juga dialami 

oleh Ramadhani (2015) di dalam studi penelitiannya untuk seluruh provinsi               

di Pulau Sumatera menghasilkan temuan bahwa secara parsial DAK, DBH dan 

PAD signifikan negatif terhadap PDRB. Selain itu juga penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa variabel Dana Penyesuaian (DP) sebagai moderating 

variabel tidak memperkuat dan memperlemah hubungan antara varaibel DAU, 

DAK, DBH, dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Widmalm (2001) 

mengemukakan bahwa struktur pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Secara khusus, proporsi penerimaan pajak yang meningkat dengan mengenakan 

pajak penghasilan pribadi memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan 

ekonomi. Hasil ini kuat untuk analisis sensitivitas yang ketat, dengan 

mengendalikan faktor penentu pertumbuhan lainnya yang masuk akal secara 
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sistematis. Selain itu, ada beberapa bukti empiris bahwa progresivitas pajak yang 

diukur dari elastisitas pendapatan pajak jangka panjang, dikaitkan dengan 

rendahnya pertumbuhan ekonomi. 

2.8.2. Pengaruh Faktor Non-Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang 

dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi, untuk keperluan kegiatan-kegiatan 

tersebut perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung-gedung perkantoran, mesin-mesin 

dan alat-alat produksi, lembaga penelitian dan pengembangan, alat-alat 

transportasi dan komunikasi dan masih banyak lagi. Untuk pengadaan semua itu 

maka diperlukan dana untuk membiayainya yang disebut dana investasi. 

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan 

timbal balik tersebut terjadi karena di satu pihak semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa 

ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam 

kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, 

semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan 

merupakan fungsi dari investasi, Todaro (2003).  

Disisi lain teori pertumbuhan ekonomi memasukkan unsur ketersediaan 

tenaga kerja yang menjadikan salah satu faktor terpenting di dalam pertumbuhan 

ekonomi. Tenaga kerja merupakan suatu input dari proses produksi yang akan 

memberikan kontribusi yang positif terhadap output agregat suatu wilayah baik 

dari sudut pandang pengeluaran maupun produksi, sehingga terdapat hubungan 

yang positif antara jumlah ketersediaan tenaga kerja atau angkatan kerja 
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terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini peningkatan angkatan kerja akan 

menambah input produksi, sehingga produktivitas agregat akan ikut bertambah 

yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah. 

Atmaja (2001) di dalam penelitian tentang faktor yang mempengaruhi 

perekonomian kabupaten dan kota di Bali, menunjukkan bahwa investasi swasta 

memegang peranan yang sangat dominan di Provinsi Bali. Hanum (2004) 

dengan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, penelitian ini 

bertujuan untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) selama kurun 

waktu tahun 1981-2001. Analisis secara parsial menunjukkan hanya variabel 

pengeluaran daerah dan investasi yang memberi pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi NAD. Laili (2007) dalam penelitiannya tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), ekspor, 

pariwisata, dan jumlah perusahaan di sektor industri terhadap pertumbuhan 

ekonomi di DIY tahun 1990-2004. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), ekspor, pariwisata, jumlah 

perusahaan di sektor industri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Khan (1996) dalam penelitiannya menggunakan sampel 95 negara berkembang 

pada tahun 1970-1990 menghasilkan bahwa pengaruh investasi swasta memiliki 

dampak yang jauh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daripada 

investasi publik. 

 Sodik dan Nuryadin (2005) menggunakan data panel 26 provinsi di 

Indonesia tahun 1998-2003 menunjukkan hasil  bahwa PMA, angkatan kerja, dan 

ekspor netto daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 
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PMDN dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sodik 

(2007), menganalisis pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi 

regional (studi kasus data panel di Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi regional periode 1993-2003 dipengaruhi oleh 

investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, angkatan kerja dan tingkat 

keterbukaan ekonomi regional. Sedangkan investasi swasta tidak memberikan 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. 

Bachtiar (2005) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Pasuruan, penelitian ini menganalisis tentang pertumbuhan 

ekonomi di Kota Pasuruan selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 

2004. Pengaruh alokasi tenaga kerja pada tiap sektor ekonomi terhadap jumlah 

nilai Produk Domestik Regional Bruto sektor-sektor ekonomi di Kota Pasuruan 

adalah signifikan. Mubaroq et al (2013) menggunakan data panel 

Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2007-2010. Hasil menunjukkan investasi 

pemerintah, jumlah tenaga kerja dan desentralisasi fiskal yang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

2.9. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Muis (2012) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal 

sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAK, belanja modal, DAU 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode dan alat analisis penelitian ini 

menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi 

Umum berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi 

Khusus berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal. 
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Dana Alokasi Khusus berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

dan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal. 

 Kemudian penelitian dari Palic et al (2017) dalam judul The long-run 

impact of personal income taxation on economic development: Evidence from 

Croatia. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak pajak 

penghasilan pribadi pada kondisi ekonomi di Kroasia dalam jangka panjang 

dengan metode dan Alat Analisis Kointegrasi Johnsen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pajak penghasilan pribadi di Kroasia memiliki dampak 

negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, 

yang sejalan dengan teori ekonomi dan penelitian empiris yang relevan. 

 Selanjutnya penelitian dari Rahayu (2004) dengan judul Peranan Sektor 

Publik Lokal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Wilayah Surakarta 

(1987-2000). Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan peran sektor publik 

lokal dalam pertumbuhan ekonomi regional di 7 Kabupaten/Kota Karesidenan 

Surakarta. Metode dan alat analisis menggunakan analisis regresi panel. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa pajak daerah dan pendapatan lokal memiliki 

dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 

setempat, sementara investasi pemerintah daerah memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Di sisi lain, konsumsi 

pemerintah daerah dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi regional. 

 Penelitian dari Kalas et al (2017) dengan judul The Impact of Tax Forms 

on Economic Growth - Evidence from Serbia. Penelitian ini bertujuan untuk 

menunjukkan hubungan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Serbia selama 

periode 2006-2015. Metode dan alat analisis menggunakan analisis regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara variabel yang diamati dan 

dampak positif dari pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan perusahaan 
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dan pajak pertambahan nilai terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya 

dampak dari pajak pertambahan nilai yang signifikan secara statistik. 

 Kemudian penelitian dari Kalas et al (2017) yang berjudul Estimating The 

Impact Of Taxes On The Economic Growth In The United States, memiliki tujuan 

penelitian yaitu mengeksplorasi bagaimana pajak mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Metode dan alat analisis menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian 

menunjukkan pengaruh pajak penghasilan pribadi dan pajak penghasilan 

perusahaan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan produk 

domestik bruto. 

 Penelitian dari Madsen (2002) dengan judul The Causality Between 

Investment and Economic Growth, memiliki tujuan penelitian untuk menguji 

kausalitas antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Metode dan alat analisis 

menggunakan kausalitas granger. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah sebagian besar disebabkan oleh investasi dalam 

mesin dan peralatan, sedangkan investasi di non perumahan bangunan dan 

struktur sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi.  

 Selanjutnya, penelitian dari Adam (2009) dengan judul Foreign Direct 

Investment, domestic investment, and economic growth in Sub-Saharan Africa. 

Studi ini bertujuan menganalisis dampak investasi asing langsung (FDI) dan 

investasi domestik (DI) terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika Sub-Sahara 

untuk periode 1990-2003. Metode dan alat analisis menggunakan regresi panel. 

Hasil studi ini menunjukkan bahwa investasi domestik dan asing memiliki 

hubungan positif dan secara signifikan berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi 

dalam perkiraan efek tetap (panel). 

 Penelitian berikutnya dari Pradhan et al (2013) dengan judul Transport 

Instructure, Foreign Direct Investment and Economic Growth Interactions in 

India: The ARDL Bounds Testing Approach. Tujuan dari penelitian ini untuk 
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mengetahui hubungan jangka panjang antara instruktur transportasi (TRA), 

investasi langsung asing (FDI) dan pertumbuhan ekonomi (PDB) di India. Metode 

dan alat analisis yang digunakan adalah autoregressive distributed lag (ARDL) 

dan model koreksi kesalahan vektor (VECM). Penelitian ini memiliki hasil bahwa 

infrastruktur transportasi terkointegrasi dengan investasi langsung asing dan 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka 

panjang di antara variabel. 

 Kemudian penelitian dari Azis (2016) dengan judul Pengaruh Dana Bagi 

Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Malinau. Tujuan penelitian menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah 

secara simultan dan parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Malinau. Metode dan alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya 

Alam, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan 

berpengaruh signifikan serta secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah yang 

berpengaruh signifikan dan dominan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten Malinau. 

 Penelitian dari Bose et al (2007) dalam judul Public Expenditure and 

Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek jangka panjang pengeluaran 

pemerintah dengan menggunakan panel dari 30 negara untuk periode 1970-

1980. Metode dan alat analisis yang digunakan adalah regresi panel. Hasil dari 

penelitian ini menemukan bahwa bagian belanja modal pemerintah dalam PDB 

secara positif dan signifikan berkolerasi dengan PDB. Selain itu, studi ini 

menemukan bahwa baik investasi pemerintah pada pendidikan dan total 
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pengeluaran dalam pendidikan secara signifikan terkait dengan pertumbuhan 

ekonomi ketika memperhitungkan kendala anggaran dan variabel yang 

dihilangkan.  

 Penelitian dari Alsharani dan Alsadiq (2014) dengan judul Economic 

Growth and Government Spending in Saudi Arabia: An Emirical Investigation. 

Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu meneliti efek dari berbagai jenis 

pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data 

seri waktu tahunan untuk periode 1969-2010. Metode dan alat analisis 

menggunakan model koreksi kesalahan vektor (VECM). Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa baik investasi swasta dan pemerintah serta pengeluaran 

pemerintah dalam perawatan kesehatan mengejar pertumbuhan dalam jangka 

panjang sementara keterbukaan perdagangan dan pengeluaran di sektor 

perumahan menstimulasi pertumbuhan dalam jangka pendek. 

 Selanjutnya penelitian dari Rustiono (2008) dengan judul Analisis 

Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Studi ini memiliki tujuan yaitu 

mengetahui PMA, PMDN, angkatan kerja, dan Pengeluaran Pemda terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Metode dan alat analisis yang digunakan yaitu OLS. 

Hasil dari studi ini yaitu PMA, PMDN, Angkatan Kerja, dan Pengeluaran Pemda 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Penelitian dari Engen dan Skinner (1992) dengan judul Fiscal Policy and 

Economic Growth. Studi ini memiliki tujuan yaitu meneliti hubungan pengeluaran 

pemerintah dan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi. Metode dan 

alat analisis yang digunakan menggunakan regresi panel. Hasil studi ini 

menjelaskan bahwa penerimaan anggaran berimbang, dengan meningkatkan 

pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak telah mengurangi pertumbuhan 

ekonomi. 
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Tabel 2.3.  
Penelitian Terdahulu 

 

No 
 

Judul dan Nama Peneliti 
 

Tujuan Penelitian Variabel Peneltiian 
Metode 
dan Alat 
Analisis 

Kesimpulan 

1 Pengaruh Dana Alokasi 
Umum dan Dana Alokasi 
Khusus terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi  
dan Belanja Modal 
sebagai Variabel 
Intervening pada 
Kabupaten/ Kota  
di Provinsi Sumatera 
Utara (Muis, 2012) 

Ingin mengetahui 
pengaruh DAK, belanja 
modal, DAU terhadap 
pertumbuhan ekonomi 

• DAU 
• DAK 
• Belanja modal 
• Pertumbuhan 

ekonomi 

Analisis 
jalur  
 

Dana Alokasi Umum berpengaruh langsung 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Dana 
Alokasi Khusus berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja 
Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh 
langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
dan berpengaruh terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi melalui Belanja Modal.  
 

2 The long-run impact of 
personal income taxation 
on economic 
development: Evidence 
from Croatia, Palic et al, 
2017 

Tujuannya adalah untuk 
menganalisis dampak 
pajak penghasilan pribadi 
pada kondisi ekonomi di 
Kroasia dalam jangka 
panjang 

• Pajak   
penghasilan 
pribadi 

• Pertumbuhan 
ekonomi 

kointegrasi 
Johansen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak 
penghasilan pribadi di Kroasia memiliki 
dampak negatif yang signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi dalam jangka 
panjang, yang sejalan dengan teori ekonomi 
dan penelitian empiris yang relevan. 

3 Peranan Sektor Publik 
Lokal Dalam 
Pertumbuhan Ekonomi 
Regional Di Wilayah 
Surakarta (1987-2000) 
(Rahayu, 2004) 

Untuk  menjelaskan 
peran sektor publik lokal 
dalam pertumbuhan 
ekonomi regional di 7 
Kab/Kota Karesidenan 
Surakarta 

• Angkatan Kerja 
• Penerimaan 

pemda berupa 
pajak lokal 

• Pengeluaran 
konsumsi pemda 

Regresi 
Panel 

Pajak daerah dan pendapatan lokal 
berpengaruh negatif signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, sementara investasi 
pemerintah daerah memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Di sisi lain, konsumsi pemerintah daerah dan 
tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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No 
 

Judul dan Nama Peneliti 
 

Tujuan Penelitian Variabel Peneltiian 
Metode 
dan Alat 
Analisis 

Kesimpulan 

4 The Impact of Tax Forms 
on Economic Growth - 
Evidence from Serbia, 
Kalas et al, 2017 

Untuk menunjukkan 
hubungan  pajak dan 
pertumbuhan ekonomi di 
Serbia selama periode 
2006-2015 

• PPh Pribadi 
• PPh perusahaan 
• PPN 
• Pertumbuhan 

ekonomi 

Analisis 
Regresi 

Hasil menunjukkan hubungan positif antara 
variabel yang diamati dan dampak positif dari 
pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan 
perusahaan dan pajak pertambahan nilai 
terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi 
hanya dampak dari pajak pertambahan nilai 
yang signifikan secara statistik. 

5 Estimating The Impact Of 
Taxes On The Economic 
Growth In The United 
States, Kalas et al, 2017 

Tujuannya adalah untuk 
mengeksplorasi 
bagaimana pajak 
mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi 

• PPh pribadi 
• Kontribusi 

jaminan sosial 
• Pertumbuhan 

produk domestik 
bruto 

Analisis 
Regresi 

Hasil menunjukkan pengaruh pajak 
penghasilan pribadi dan pajak penghasilan 
perusahaan tidak memiliki dampak yang 
signifikan terhadap pertumbuhan produk 
domestik bruto. 

6 The Causality Between 
Investment And Economic 
Growth (Madsen, 2002) 

Tujuan makalah ini 
menguji kausalitas antara 
investasi dan 
pertumbuhan ekonomi 

• Investasi 
• Pertumbuhan 

ekonomi 

Granger 
Causality 

Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi adalah sebagian besar disebabkan 
oleh investasi dalam mesin dan peralatan, 
sedangkan investasi di non-perumahan 
bangunan dan struktur sebagian besar 
disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. 

7 Foreign Direct investment, 
domestic investment, and 
economic growth in Sub-
Saharan Africa (Adam, 
2009) 

Studi ini menganalisis 
dampak investasi asing 
langsung (FDI) dan 
investasi domestik (DI) 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Afrika Sub-
Sahara untuk periode 
1990-2003 

• investasi asing 
• investasi 

domestik 
• pertumbuhan 

ekonomi 

Regresi 
Panel 

Hasilnya menunjukkan bahwa investasi 
domestik dan asing memiliki hubungan  
positif dan secara signifikan berkorelasi 
dengan pertumbuhan ekonomi dalam 
perkiraan efek tetap (panel). 
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No 
 

Judul dan Nama Peneliti 
 

Tujuan Penelitian Variabel Peneltiian 
Metode 
dan Alat 
Analisis 

Kesimpulan 

8 Transport Infrastructure, 
Foreign Direct Investment 
and 
Economic Growth 
Interactions in India: The 
ARDL Bounds 
Testing Approach 
(Pradhan et al,2013) 

Makalah ini untuk 
mengetahui hubungan 
jangka panjang antara 
infrastruktur transportasi 
(TRA), investasi 
langsung asing (FD) dan 
pertumbuhan ekonomi 
(PDB) di India 

• infrastruktur 
transportasi 

• investasi 
langsung asing 

• pertumbuhan 
ekonomi 

autoregress
ive 
distributed 
lag (ARDL) 
dan model 
koreksi 
kesalahan 
vektor 
(VECM) 

Hasil menemukan bahwa infrastruktur 
transportasi terkointegrasi dengan investasi 
langsung asing dan pertumbuhan ekonomi, 
menunjukkan adanya hubungan 
keseimbangan jangka panjang di antara 
variabel 

9 Pengaruh Dana Bagi 
Hasil Bukan 
Pajak/Sumber Daya 
Alam, Dana Alokasi 
Umum (DAU) Dan 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di 
Kabupaten Malinau (Azis, 
2016) 

Untuk menganalisis 
Pengaruh Dana Bagi 
Hasil Bukan 
Pajak/Sumber Daya 
Alam, Dana Alokasi 
Umum dan Pendapatan 
Asli Daerah secara 
simultan dan parsial 
terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi di Kabupaten 
Malinau. 

• Dana bagi hasil 
• Dana alokasi 

umum 
• PAD 
• Pertumbuhan 

ekonomi 

Regresi 
linier 
berganda 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana 
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, 
Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli 
Daerah secara simultan berpengaruh 
signifikan, serta Secara parsial hanya 
Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh 
signifikan dan dominan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 
Malinau 

10 Public Expenditure and 
Economic Growth: A 
Disaggregated Analysis 
for Developing Countries 
(Bose et al. 2007) 

Menguji efek jangka 
panjang pengeluaran 
pemerintah dengan 
menggunakan panel dari 
30 negara untuk periode 
1970-1980 

• PDB 
• Belanja modal 

pendidikan 

Regresi 
panel 

Belanja modal dalam PDB secara positif dan 
signifikan berkorelasi dengan PDB. Studi ini 
juga menemukan bahwa baik investasi 
pemerintah pada pendidikan dan total 
pengeluaran dalam Pendidikan secara 
signifikan terkait dengan pertumbuhan 
ekonomi ketika memperhitungkan kendala 
anggaran dan variabel yang dihilangkan. 
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No 
 

Judul dan Nama Peneliti 
 

Tujuan Penelitian Variabel Peneltiian 
Metode 
dan Alat 
Analisis 

Kesimpulan 

11 Economic Growth and 
Government Spending in 
Saudi Arabia: An 
Empirical Investigation 
(Alsharani dan Alsadiq, 
2014) 

Meneliti efek dari 
berbagai jenis 
pengeluaran pemerintah 
pada pertumbuhan 
ekonomi dengan 
menggunakan data seri 
waktu tahunan untuk 
periode 1969-2010 

• PDB perkapita 
• Investasi swasta 
• Investasi 

pemerintah 
• Belanja modal 
• Belanja 

pendidikan 
• Belanja 

kesehatan 
• Belanja 

pertahanan 
• Belanja 

perumahan  

model 
koreksi 
kesalahan 
vektor 
(VECM) 

Penelitian ini menemukan bahwa baik 
investasi swasta dan pemerintah serta 
pemerintah pengeluaran dalam perawatan 
kesehatan mengejar pertumbuhan dalam 
jangka panjang sementara keterbukaan 
perdagangan dan pengeluaran di sektor 
perumahan menstimulasi pertumbuhan 
dalam jangka pendek. 

12 Analisis Pengaruh 
Investasi, 
Tenaga Kerja, Dan 
Pengeluaran Pemerintah 
Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Di Propinsi Jawa 
Tengah (Rustiono, 2008) 

Mengetahui pengaruh 
PMA, PMDN, angkatan 
kerja, dan Pengeluaran 
PEMDA terhadap 
pertumbuhan ekonomi 

• Realisasi PMA, 
• Realisasi PMDN, 
• Angkatan kerja, 
• Realisasi 

pengeluaran 
pemerintah 
Daerah 

OLS PMA, PMDN, Angkatan Kerja, & 
Pengeluaran Pemda berpengaruh positif 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
 

13 Fiscal Policy and 
Economic Growth (Engen 
dan Skinner, 1992) 

Meneliti hubungan 
pengeluaran pemerintah 
dan penerimaan pajak 
dengan pertumbuhan 
ekonomi 

• Pengeluaran 
pemerintah 

• Pajak 
• Pertumbuhan 

ekonomi 

Regresi 
panel 

Bahwa penerapan anggaran berimbang, 
dengan meningkatkan pengeluaran 
pemerintah dan 
penerimaan pajak, telah mengurangi 
pertumbuhan ekonomi. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

Kebijakan desentralisasi fiskal yang didahului oleh penerapan otonomi 

daerah di Indonesia bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan fiskal vertikal dan 

kesenjangan fiskal horisontal, mengoptimalkan pengeluaran belanja modal 

pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti yang 

terkandung dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, desentralisasi 

fiskal juga ditujukan untuk lebih memandirikan daerah, khususnya pada level 

Kabupaten/Kota. Kebijakan sebelumnya yang bersifat sentralistik terbukti telah 

menimbulkan ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat, serta 

menghambat kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di daerah. Oleh sebab itu, pemberian keleluasaan pengelolan 

keuangan kepada daerah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan 

di daerah terutama pada sektor publik sangat diperlukan agar pembangunan 

daerah dapat lebih tepat sasaran, yang pada gilirannya dapat berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Menurut Mardiasmo (2004) terdapat tiga misi utama yang mendasar 

dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) 

meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 

daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat 

(publik) untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pada dasarnya, 

desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi alokasi karena pemerintah 

daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya, baik kebutuhan sosial 
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maupun fisik dan secara dinamis akan mendorong pembangunan ekonomi lokal 

(Oates, 1993; Martinez-Vazquez dan McNab, 1997). 

Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan dapat mempunyai 

keputusan akhir atau proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal 

pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih 

tinggi (Lee Robert, Jr and Ronald W. Johnson, 1998). Oleh karena itu dalam 

memahami berbagai pengaturan pendanaan dari pemerintah pusat, maka  

daerah harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankan kepadanya. 

Adapun fungsi tersebut diantaranya:  

(1) Fungsi penyediaan, pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan 

kemasyarakatan;  

(2) Fungsi pengaturan, yakni merumuskan dan menegakkan pusat perundangan;  

(3) Fungsi pembangunan, keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam 

bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana;  

(4) Fungsi perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang 

tanggung jawab eksekutif;  

(5) Fungsi koordinasi, yakni melaksanakan koordinasi dan perencanaan 

investasi dan tata guna tanah regional (daerah).  

Sebagaimana dikemukakan pada latar belakang, pengelolaan anggaran 

pemerintah daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran, dimana 

pengelolaan anggaran tersebut terkait dengan alokasi pengeluaran pemerintah 

(redistribusi pendapatan) dalam penyediaan barang dan jasa publik sesuai 

dengan pendapatan yang diterima (Hyman, 2010). 

Pengeluaran/belanja pemerintah berkaitan erat dengan pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan peningkatan belanja pemerintah, terutama 

yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan publik, diharapkan akan dapat 
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menimbulkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada 

perekonomian daerah. Pengaruh ini akan menjadi nyata apabila pengeluaran 

pemerintah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkualitas. 

Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari 

kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur 

jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka 

menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu 

pertumbuhan ekonomi. Peran aktif pemerintah ditandai dengan penyediaan 

berbagai barang dan jasa di berbagai sektor. Pengeluaran pemerintah tersebut 

digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan, sehingga terdapat hubungan antara besarnya pengeluaran 

pemerintah dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam sebuah sistem 

pemerintahan.  

Pendapatan daerah merupakan tulang punggung yang digunakan untuk 

membiayai belanja daerah. Penelitian Ogujiuba dan Abraham (2012) di negara 

Nigeria menunjukkan hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat 

berkorelasi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liliana et al. (2011) juga 

memperoleh hasil bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat kuat 

berkorelasi dengan pengeluaran pemerintah. Di sisi lain, Darwanto dan 

Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan belanja modal memiliki hubungan yang positif, dimana 

semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan 
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pemerintah daerah juga semakin meningkat. Harapannya, bertambahnya 

penerimaan PAD mampu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah 

daerah sehingga berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan publik. Namun 

dari hasil penelitian lain didapatkan pula bahwa peningkatan PAD tidak selalu 

diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, karena PAD banyak 

terserap untuk membiayai belanja lainnya terutama yang bersifat rutin. Hal 

tersebut diperkuat oleh penelitian Pradita (2013) dan Paujiah (2012) yang 

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja 

modal. Penyebabnya tidak lain karena PAD yang diperoleh pemerintah daerah 

lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya, seperti belanja 

pegawai dan keseharian pemerintah daerah. 

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat digambarkan 

kerangka pikir sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3.1. 

Gambar 3.1  
Kerangka Konseptual Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAPATAN DAERAH 

• Pajak Daerah Kabupaten/Kota 
• Dana Bagi Hasil Pajak 

Provinsi 
• Dana Bagi Hasil Pajak Pusat 
• Dana Alokasi Umum (DAU) 

 

BELANJA DAERAH 

• Belanja Barang/Jasa dan Modal 
• Belanja Pegawai 
 

 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

Faktor Non-
Keuangan Daerah 

(kontrol) 

• Investasi 
• Angkatan Kerja 
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Seperti terlihat dalam Gambar 3.1, di samping mempertimbangkan 

pengaruh penerimaan dan belanja daerah, penelitian ini juga memasukkan 

variabel investasi dan tenaga kerja sebagi variabel yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Alasan memasukan dua variabel baru tersebut mengacu 

pada teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang pertumbuhan ekonomi. 

Secara teori, hampir semua teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa 

investasi dan tenaga kerja merupakan variabel kunci untuk menjelaskan 

pertumbuhan. Tidak hanya teori, hasil-hasil peneltian juga membuktikan bahwa 

investasi dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh 

karena itu, agar diperoleh hasil estimasi yang baik, investasi dan tenaga kerja 

dimasukkan dalam penelitian ini dan keduanya diposisikan sebagai variabel 

kontrol. 

3.2. Kerangka Model Penelitian 

Berdasarkan kerangka konsep penelitian yang dibangun dari teori dan 

penelitian terdahulu, maka variabel utama yang diteliti adalah penerimaan 

pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah, serta pertumbuhan 

ekonomi, dan terdapat faktor non-keuangan daerah sebagai variabel kontrol yaitu 

investasi dan angkatan kerja. 

A. Pendapatan Daerah 

UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah 

bersumber dari kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Pemerintah pusat melakukan transfer kepada pemerintah daerah agar 

terdapat standar pelayanan minimum di seluruh daerah. Hal ini dilakukan karena 
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konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. 

Selain itu, transfer bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan horisontal 

antar-daerah, mengurangi kesenjangan keuangan vertikal pusat-daerah, 

mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan untuk 

menciptakan stabilitas aktivitas perekonomiaan di daerah. Bentuk transfer yang 

diatur dalam undang-undang adalah berupa DAU, DAK, dan Bagi Hasil (Abdullah 

dan Halim, 2003). Gunantara dan Dwirandra (2014) pada penelitiannya di Bali 

menunjukkan hasil bahwa uji simultan menunjukan bahwa PAD, DAU, dan 

Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, 

hasil uji parsial menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2001) adalah penerimaan 

yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Menurut Bratakusumah & Solihin (2002) pengertian 

PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan 

guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. PAD menjadi salah satu 

sumber pendapatan yang terus dipacu peningkatannya agar dapat dimanfaatkan 

secara optimal mungkin untuk kepentingan pemerintah daerah. 

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa 

pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut 

Khusaini (2018) pajak daerah merupakan iuran wajib oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai 
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penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan 

UU No. 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada 

umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber 

pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pendahuluan, faktor 

pendapatan daerah yang akan diteliti sebagai variabel penelitian (Gambar 3.2) 

lebih banyak dititikberatkan pada penerimaan yang terkait dengan pajak yaitu 

pajak daerah, DBH Pajak Provinsi, dan DBH Pajak Pusat dimana DBH Pajak 

tersebut berfungsi untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal. Kemudian 

penerimaan daerah lainnya yang akan diteliti adalah Dana Perimbangan yang 

berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dimana Dana Alokasi Umum ini berfungsi 

untuk mengurangi kesenjangan fiskal horisontal.   

 
Gambar 3.2  

Variabel Pendapatan Daerah 
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B. Belanja Daerah 

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya 

kepada masyarakat dan pemerintahan di atasnya (Pemerintah Provinsi dan/atau 

Pemerintah Pusat). Pemerintah pusat dan daerah mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konkrit berupa penggunaan barang-

barang dan jasa atau sumber daya ekonomi. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 

disebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Menurut Khusaini (2018) belanja daerah merupakan kewajiban 

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan memperoleh 

pembayarannya kembali oleh daerah. 

Belanja pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 

daerah tidak terlepas dari berbagai teori mengenai pengeluaran pemerintah. 

Menurut Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto (2010), pemerintah 

akan selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat 

tidak suka membayar pajak yang semakin membesar. Masyarakat mempunyai 

toleransi pajak yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menaikkan 

pemungutan pajak. Dengan tarif yang tetap, pajak dapat meningkat karena 

adanya pertumbuhan ekonomi, yang kemudian meningkatkan pengeluaran 

pemerintah. Dalam kondisi normal, jika PDB meningkat, maka penerimaan 

pemerintah juga meningkat, dan pengeluaran pemerintah juga meningkat. 

Penelitian Hanum (2004) yang menggunakan metode OLS (Ordinary Least 

Square), antara lain menemukan bahwa untuk variabel pengeluaran pemerintah 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
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Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya faktor belanja daerah 

yang akan diteliti sebagai variabel penelitian dibagi menjadi dua bagian (Gambar 

3.3) yaitu belanja pegawai serta belanja barang/jasa yang dijumlahkan dengan 

belanja modal. Belanja pegawai merupakan penjumlahan dari belanja pegawai 

dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja pegawai dari kelompok belanja 

langsung. Sedangkan belanja barang/jasa maupun belanja modal berasal dari 

kelompok belanja langsung. 

Gambar 3.3 
Variabel Belanja Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

C. Faktor Non-Keuangan Daerah (Kontrol) 

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan 

timbal balik tersebut terjadi karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa 

ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam 

kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, 

semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan 

merupakan fungsi dari investasi (Todaro, 2003). Hasil penelitian Atmaja (2001) 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian kabupaten dan kota di 
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Bali, menunjukkan bahwa investasi swasta memegang peranan yang sangat 

dominan di Provinsi Bali. 

Disisi lain teori pertumbuhan ekonomi memasukkan unsur angkatan kerja 

yang menjadikan salah satu faktor terpenting di dalam pertumbuhan ekonomi. 

Tenaga kerja merupakan suatu input dari proses produksi yang akan 

memberikan kontribusi yang positif terhadap output agregat suatu wilayah baik 

dari sudut pandang pengeluaran maupun produksi, sehingga terdapat hubungan 

yang positif antara jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dimana peningkatan angkatan kerja akan menambah input produksi sehingga 

produktivitas agregat akan ikut bertambah yang pada akhirnya akan berdampak 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Bachtiar (2005) 

dalam penelitian yang berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pasuruan, 

penelitian ini menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan 

selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2004. Pengaruh alokasi tenaga 

kerja pada tiap sektor ekonomi terhadap jumlah nilai Produk Domestik Regional 

Bruto sektor-sektor ekonomi di Kota Pasuruan adalah signifikan. 

 

D. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam 

masyarakat bertambah (Sukirno, 2008). Chaudhuri (1989) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam konsep yang nyata dari output 

barang dan jasa yang bertahan selama periode waktu yang panjang, diukur 

dalam konsep nilai tambah. Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan 

proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat (Djojohadikusumo, 1994). Dalam Samuelson dan Nordhaus (2001) 

dikemukakan empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni 



 

128 

 

 

 

sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi. 

Namun demikian, sumber daya alam tidak menjadi keharusan bagi keberhasilan 

ekonomi dunia modern. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi neoklasik yang 

menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja, serta perubahan teknologi 

sebagai sebuah unsur baru. 

Penelitian ini mengungkap bagaimana pengaruh komponen penerimaan 

pendapatan daerah Kabupaten/Kota (Pajak, DBH Pajak Pusat, DBH Pajak 

Provinsi dan DAU), pengeluaran belanja daerah Kabupaten/Kota (Belanja 

Pegawai serta Belanja Barang/Jasa dan Modal), serta pengaruhnya komponen 

non-keuangan daerah seperti investasi dan angkatan kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui variabel intervening (mediasi). 

Pengaruh secara langsung dilihat dari pengukuran komponen penerimaan 

pendapatan daerah Kabupaten/Kota terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten/Kota dan pengeluaran belanja daerah Kabupaten/Kota serta investasi 

dan angkatan kerja pada masing-masing Kabupaten/Kota terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten/Kota. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya dilihat dari 

pengukuran komponen penerimaan pendapatan daerah Kabupaten/Kota 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota melalui pengeluaran belanja 

daerah Kabupaten/Kota. 

Dasar pemikiran yang digunakan dalam merumuskan hipotesis penelitian 

ini berkaitan dengan teori pertumbuhan ekonomi dan public finance. Pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota mempunyai berbagai sumber penerimaan yang 

mencakup penerimaan dari pajak daerah, penerimaaan bagi hasil pajak dari 

Pemerintah Provinsi, penerimaan bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat, dan 

Dana Alokasi Umum (DAU). Adanya berbagai sumber penerimaan daerah 

Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut mengakibatkan adanya tuntutan pada 
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optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai belanja 

daerah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan 

ekonomi daerah Kabupaten/Kota masing-masing. 

 

3.3. Hipotesis 

Perumusan hipotesis penelitian didasarkan pada berbagai teori dan hasil 

kajian penelitian-penelitian terdahulu serta kerangka pikir yang telah diuraikan. 

Terkait dengan pengaruh penerimaan pendapatan daerah Kabupaten/Kota 

terhadap pengeluaran belanja daerah Kabupaten/Kota dan pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten/Kota, hipotesis yang diajukan adalah sebagaimana berikut. 

Sesuai dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian, serta 

mengacu pada hasil penelitian lainnya, diduga komponen pendapatan daerah 

Kabupaten/Kota yang terkait dengan pajak dan pendapatan daerah 

Kabupaten/Kota dari sektor DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dugaan ini 

didasarkan pada hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007); Tuasikal 

(2008); Jaya dan Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Lebih 

lanjut, Ogujiuba dan Abraham (2012) juga menguatkan dengan keterkaitan 

antara pendapatan dan pengeluaran yang memiliki korelasi kuat. Disamping itu, 

Liliana et al. (2011) juga mengemukakan hal yang hampir sama, dimana 

pertumbuhan pendapatan pemerintah memiliki korelasi sangat kuat dengan 

pengeluaran pemerintah.  

Dugaan kedua, belanja daerah Kabupaten/Kota memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur. Dugaan ini dikuatkan dengan hasil penelitian Hakim dan Wijayanti (2016), 

yang menyatakan bahwa peningkatan belanja modal tanah, belanja modal 
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peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya memberikan dampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dugaan ini juga mendukung implementasi UU 

No. 33 Tahun 2004 terkait pengalokasian Dana Perimbangan kepada belanja-

belanja produktif yang dimaksudkan untuk memberdayakan dan meningkatkan 

perekonomian daerah. 

Dugaan ketiga, menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

komponen pendapatan daerah (dari sektor pajak) Kabupaten/Kota terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur melalui belanja 

daerah Kabupaten/Kota. Hipotesis ini diperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Devarajan, Swaroop, dan Zou (1996) yang menyatakan bahwa 

peningkatan pengeluaran publik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu, Todaro, M.P, (2003) juga mendukung hasil penelitian 

Devarajan, Swaroop, dan Zou (1996) yang menyatakan bahwa peningkatan 

belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, 

Hidayah (2011) juga mendukung hasil penelitian sebelumnya, yang menyatakan 

bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan belanja 

pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Secara parsial 

variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan belanja pegawai secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, 

Rekanaharto (2014) menyatakan bahwa belanja pegawai dan belanja modal 

secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Belanja 

pegawai mempunyai pengaruh negatif terhadap PDRB dan belanja modal 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). 

Dari uraian tersebut di atas serta sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah ditetapkan, maka hipotesis penelitian disusun sebagai berikut:  
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Hipotesis 1 (sesuai rumusan masalah pertama): 

a) H1a  : Pajak Daerah berpengaruh secara langsung terhadap Belanja 

Barang/Jasa dan Modal; 

b) H1b  : Pajak Daerah berpengaruh secara langsung terhadap Belanja 

Pegawai; 

c) H1c  : DBH Pajak Provinsi berpengaruh secara langsung terhadap Belanja 

Barang/Jasa dan Modal;  

d) H1d  : DBH Pajak Provinsi berpengaruh secara langsung terhadap Belanja 

Pegawai; 

e) H1e  : DBH Pajak Pusat berpengaruh secara langsung terhadap Belanja 

Barang/Jasa dan Modal;  

f) H1f  : DBH Pajak Pusat berpengaruh secara langsung terhadap Belanja 

Pegawai; 

g) H1g  : Dana Alokasi Umum berpengaruh secara langsung terhadap Belanja 

Barang/Jasa dan Modal;  

h) H1h  : Dana Alokasi Umum berpengaruh secara langsung terhadap Belanja 

Pegawai; 

 

Hipotesis 2 (sesuai rumusan masalah kedua): 

a) H2a  : Pajak Daerah berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi; 

b)  H2b  : DBH Pajak Provinsi berpengaruh secara langsung terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi; 

c) H2c  : DBH Pajak Pusat berpengaruh secara langsung terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi; 

d) H2d  : Dana Alokasi Umum berpengaruh secara langsung terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi; 
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Hipotesis 3 (sesuai rumusan masalah ketiga): 

a) H3a  : Belanja Barang/Jasa dan Modal berpengaruh secara langsung 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi; 

b) H3b  : Belanja Pegawai berpengaruh secara langsung terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi; 

 

Hipotesis 4 (sesuai rumusan masalah keempat): 

a) H4a  : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui 

Belanja Barang/Jasa dan Modal; 

b) H4b  : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui 

Belanja Pegawai; 

c) H4c  : DBH Pajak Provinsi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui Belanja Barang/Jasa dan Modal;  

d) H4d  : DBH Pajak Provinsi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui Belanja Pegawai; 

e) H4e  : DBH Pajak Pusat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui Belanja Barang/Jasa dan Modal;  

f) H4f  : DBH Pajak Pusat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui Belanja Pegawai; 

g) H4g  : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui Belanja Barang/Jasa dan Modal;  

h) H4h  : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui Belanja Pegawai; 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif deskriptif dimana pendekatannya menitikberatkan pada pengujian 

hipotesis dan dimaksudkan untuk memahami pengaruh faktor penerimaan 

pendapatan daerah Kabupaten/Kota (Pajak Daerah, DBH Pajak Pusat/Provinsi, 

DAU), faktor belanja daerah Kabupaten/Kota (Belanja Barang/Jasa dan Modal, 

serta Belanja Pegawai) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota secara 

terukur, serta faktor non-keuangan daerah (Investasi dan Angkatan Kerja) 

sebagai variabel kontrol. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan kesimpulan 

yang dapat digeneralisasikan. 

4.2. Obyek Penelitian dan Unit Analisis 

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat 3 macam anggaran pemerintah 

sesuai dengan level masing-masing pemerintahan, yaitu Anggaran  Pendapatan 

dan Belanja Nasional (APBN) pada level Pemerintah Pusat, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi pada level Pemerintah 

Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  

Kabupaten/Kota pada level Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun obyek 

penelitian ini dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten/Kota, dengan unit analisis data pada APBD 38 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk 

Kode Wilayah, Provinsi Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota dengan 

rincian 29 Kabupaten dan 9 Kota (LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2014). 
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Kabupaten dan Kota yang menjadi unit analisis penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Unit Analisis Penelitian 

Kabupaten Kota 

1. Pacitan 11. Bondowoso 21. Ngawi 30. Kediri 

2. Ponorogo 12. Situbondo 22. Bojonegoro 31. Blitar 

3. Trenggalek 13. Probolinggo 23. Tuban 32. Malang 

4. Tulungagung 14. Pasuruan 24. Lamongan 33. Probolinggo 

5. Blitar 15. Sidoarjo 25. Gresik 34. Pasuruan 

6. Kediri 16. Mojokerto 26. Bangkalan 35. Mojokerto 

7. Malang 17. Jombang 27. Sampang 36. Madiun 

8. Lumajang 18. Nganjuk 28. Pamekasan 37. Surabaya 

9. Jember 19. Madiun 29. Sumenep 38. Batu 

10. Banyuwangi 20. Magetan 

 

Periode penelitian yang digunakan untuk analisis data sekunder pada 

penelitian ini yaitu pada APBD periode Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 

Tahun Anggaran 2016. 

4.3. Metode Pengumpulan Data 

4.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan 

bersifat data panel, yaitu data yang merupakan gabungan antara data time series 

dan cross section. Penelitian ini memadukan data time series selama kurun 

waktu lima tahun yaitu mulai Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun 

Anggaran 2016, dan pengamatan cross section pada 38 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. Penggunaan data panel dengan pertimbangan bahwa data 

ini akan memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih bebas dan lebih efisien. 
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Dengan demikian, data panel dapat memperkaya analisis empiris yang mana hal 

ini tidak mungkin bisa dilakukan jika menggunakan data time series saja atau 

data cross section saja. 

Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau instansi yang terpercaya dalam 

bentuk tabel atau diagram. Sumber data untuk penelitian ini diambil dari 

beberapa instansi yaitu Laporan Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 

Jawa Timur, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dan Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur serta instansi lain atau 

sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. 

 

4.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumenter, yakni 

melakukan observasi, pengumpulan, pencatatan, penggabungan, dan 

penjumlahan data nominal yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran 

pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, dan laporan atau statistik 

perekonomian daerah yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Bank 

Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

4.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Definisi operasional ditujukan untuk menghindari perbedaan yang terjadi 

dalam pengertian antar variabel. Selain itu juga memberi batasan yang jelas dan 

tegas pada variabel-variabel dalam penelitian. Adapun definisi operasional setiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 
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1. Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota 

a. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota(PD) 

Penerimaan pemungutan pajak daerah yang dipungut sendiri 

(menjadi wewenang) Pemerintah Kabupaten/Kota (Rupiah). 

b. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH Prov) 

Penerimaan bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi yang 

dipungut oleh Pemerintah Provinsi lalu dibagihasilkan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota (Rupiah) dengan imbangan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH Pst) 

Penerimaan bagian Dana Bagi Hasil Pajak Pusat yang dipungut oleh 

Pemerintah Pusat lalu dibagihasilkan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota (Rupiah) dengan imbangan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

d. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah baik daerah Provinsi maupun daerah 

Kabupaten/Kota (dalam hal ini DAU yang ditranfer dari Rekening Kas 

Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota) dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi (Rupiah). 

2. Belanja Daerah 

a. Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal (BBJ BM) 

• Belanja Barang/Jasa: pengeluaran yang digunakan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai 

manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian 
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jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan 

daerah Kabupaten/Kota (Rupiah). 

• Belanja Modal: pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam rangka pembelian/pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat 

lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan daerah, seperti dalam bentuk 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi 

dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Rupiah). 

• Dalam hal ini dilakukan penjumlahan belanja barang/jasa dan 

belanja modal. 

b. Belanja Pegawai (BP) 

Pengeluaran belanja kompensasi kepada pegawai, dalam bentuk gaji 

dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Non PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku (Rupiah) baik dari kelompok 

belanja tidak langsung maupun dari kelompok belanja langsung.  

3. Pertumbuhan Ekonomi (PE) 

Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tertentu (PDRB Harga Konstan) 

(Persen). 

4. Non-Keuangan Daerah (kontrol) 

a. Investasi (Inv) 

Jumlah total data realisasi investasi swasta (PMDN dan PMA) pada 

masing-masing Kabupaten/Kota (Rupiah). 
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b. Angkatan Kerja (AK) 

Merupakan data jumlah ketersediaan tenaga kerja pada masing-

masing Kabupaten/Kota (Jiwa). 

4.5. Teknik Analisis Data 

Salah satu indikator penelitian yang baik adalah kemampuannya untuk 

menjelaskan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu 

dibutuhkan ketepatan teknik analisis yang digunakan. Untuk menganalisis 

pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja 

daerah, maka digunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Diagram jalur 

sangat membantu dalam menggambarkan pola pengaruh antara sejumlah 

peubah. Analisis jalur ini juga memiliki daya guna untuk mencetak atau menguji 

kausal yang diteorikan dan bukan untuk menurunkan teori kausal tersebut 

(Riduwan dan Kuncoro, 2008). 

Dalam path analysis terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung. 

Pengaruh langsung artinya arah hubungan antara dua variabel langsung tanpa 

variabel lain, sementara pengaruh tidak langsung harus melewati variabel lain. 

Untuk melihat besarnya pengaruh langsung antar variabel dengan menggunakan 

koefisien beta atau koefisien regresi yang distandarisasi, adapun besarnya 

pengaruh tidak langsung dalam path analysis adalah dengan cara mengalikan 

koefisien path pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel antara dan 

koefisien path pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa bentuk pengaruh/persamaan yang 

akan diuji, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh masing-masing komponen pendapatan daerah Kabupaten/Kota 

(Pajak Daerah, DBH Pajak Pusat/Provinsi, DAU) terhadap masing-masing 
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komponen belanja daerah Kabupaten/Kota (Belanja Barang/Jasa dan 

Modal serta Belanja Pegawai). 

a. Pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Belanja Barang/Jasa 

dan Modal; 

b. Pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Belanja Pegawai; 

c. Pengaruh penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi terhadap 

Belanja Barang/Jasa dan Modal; 

d. Pengaruh penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi terhadap 

Belanja Pegawai; 

e. Pengaruh penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat terhadap Belanja 

Barang/Jasa dan Modal; 

f. Pengaruh penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat terhadap Belanja 

Pegawai; 

g. Pengaruh penerimaan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja 

Barang/Jasa dan Modal; 

h. Pengaruh penerimaan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai. 

2. Pengaruh masing-masing komponen pendapatan daerah Kabupaten/Kota 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota. 

a. Pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota; 

b. Pengaruh penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota; 

c. Pengaruh penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota; 

d. Pengaruh penerimaan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten/Kota. 
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3. Pengaruh masing-masing komponen belanja daerah Kabupaten/Kota 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota. 

a. Pengaruh Belanja Barang/Jasa dan Modal terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten/Kota; 

b. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota. 

4. Pengaruh masing-masing komponen pendapatan daerah Kabupaten/Kota 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota melalui belanja daerah 

Kabupaten/Kota. 

a. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui 

Belanja Barang/Jasa dan Modal; 

b. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui 

Belanja Pegawai;  

c. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi melalui Belanja Barang/Jasa dan Modal; 

d. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi melalui Belanja Pegawai; 

e. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Pusat terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi melalui Belanja Barang/Jasa dan Modal; 

f. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Pusat terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi melalui Belanja Pegawai; 

g. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui Belanja Barang/Jasa dan Modal;  

h. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui Belanja Pegawai. 
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Selanjutnya, tahapan yang dijalankan dalam path analysis diantaranya: 

a. Pengembangan Model Berbasis Konsep dan Teori 

Langkah awal yang dilakukan dalam mengembangkan model adalah 

merancang/membuat model hipotetik berdasarkan konsep atau teori. Penelitian 

ini hanya memfokuskan bagaimana faktor keuangan daerah (pendapatan daerah 

dan belanja daerah) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini 

variabel investasi dan angkatan kerja sebatas digunakan sebagai variabel kontrol 

pada model persamaan ataupun jalur. Selanjutnya, mengkonstruksikan ke dalam 

diagram jalur dan mengkonversikan dalam model hipotetik sebagai berikut. 

Gambar 4.1  
Kerangka Model Analisis 
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 Persamaan jalur di atas dianalisis melalui 3 bentuk variabel endogen, 

yakni BBJM, BP, dan PE serta terdapat 6 variabel eksogen, yakni PD, DBH Prov, 

DBH Pst, DAU, Inv, dan AK. Selain itu pada model jalur di atas juga terdapat dua 

variabel mediasi atau intervening, yakni BBJM dan BP. Dimana persamaan untuk 

model jalur di atas dibentuk melalui 3 persamaan, yakni sebagai berikut: 

BBJM =  ρ1PD + ρ2 DBH Prov + ρ3DBH Pst+ρ4 DAU +e₁................................  4.1 

BP  =  ρ5PD + ρ6 DBH Prov + ρ7DBH Pst+ρ8 DAU +e₂................................  4.2 

PE  =  ρ9PD + ρ10 DBH Prov + ρ11DBH Pst+ρ12 DAU ++ρ13 AK +ρ14 Inv + 

ρ15BBJM +ρ16 BP +e₃........................................................................  4.3 

Dimana: 

PD : Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

DBH Prov  : Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

DBH Pst : Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat 

DAU  : Penerimaan Dana Alokasi Umum 

BBJM : Pengeluaran Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal 

BP : Pengeluaran Belanja Pegawai 

PE : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota 

Inv : Investasi 

AK : Angkatan Kerja 

ρ :  koefisien jalur 

e       :  residual 

Adapun untuk menguji adanya pengaruh jalur mediasi seperti BBJM dan 

BP, maka dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel 

(1982) atau yang dikenal dengan Uji Sobel, yakni uji yang dilakukan untuk 

menguji kekuatan pengaruh tidak langsung antara variabel eksogen terhadap 

variabel endogen jika melewati faktor mediasi seperti variabel BBJM dan BP. 
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Dalam perhitungan uji tersebut, tahap pertama dengan cara mengkalikan 

koefisien jalur antara masing-masing variabel eksogen (ρa) terhadap variabel 

mediasi atau intervening dengan koefisien jalur variabel mediasi atau intervening 

(ρb) terhadap variabel endogen tersebut. Selanjutnya hasil tahap pertama 

dilakukan pencarian standar error dari koefisien indirect effect (Sρaρb) tersebut 

atau dikenal dengan rumus Uji Sobel yang persamaannya sebagai berikut: 

���� = �(��)²	(��)� + (��)�(��)� + (��)�(��)².......................................4.4 

Dimana: 

Sρaρb  =  standard error koefisien Indirect Effect; 

Sρa = standard error pengaruh variabel eksogen terhadap variabel yang 

dijadikan mediasi atau intervening; 

Sρb = standard error pengaruh variabel mediasi atau intervening terhadap 

variabel endogen. 

Pada tahap akhir, selanjutnya untuk menguji signifikansi pengaruh tidak 

langsung tersebut, maka perlu menghitung nilai t dari koefisien ab (ρaρb) dengan 

rumus sebagai berikut: 

� = ����
�����

..............................................................................................................4.5 

Nilai t hitung dari persamaan 4.5 di atas dibandingkan dengan nilai t tabel, 

jika nilai t hitung > nilai t tabel, maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi. 

 

b. Pengintegrasian dengan asumsi yang melandasi 

Asumsi yang melandasi path analysis menurut Riduwan dan Kuncoro 

(2008) adalah sebagai berikut: 

1) Di dalam model analisis path, hubungan antar variabel adalah linier dan 

aditif. 
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2) Hanya model rekursif yang dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem 

aliran kausal ke satu arah. Sedangkan pada model yang mengandung 

kausal bolak-balik / dua arah tidak dapat dilakukan path analysis.  

3) Data variabel endogen minimal dalam skala interval. 

4) Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid 

dan reliabel). 

5) Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. 

 

c. Pendugaan parameter (perhitugan koefisien jalur) 

Terdapat tiga metode dalam tahap pendugaan parameter diantaranya: 

1) Pendekatan matriks korelasi; bila model tidak berjenjang (p = Rx-1 Ry). 

2) Koefisien regresi dilanjutkan dengan suatu perhitungan matematik {pi = bi 

(Sxi / Sy)}. 

3) Koefisien regresi standardize. 

Dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah metode yang terakhir, 

yaitu regresi standardize, mengingat metode ini yang dipandang paling 

sederhana. Di samping itu, perhitungan goodness of fit berupa Koefisien 

Determinasi Total dapat dilakukan secara sederhana, dan pelaksanaan 

Theory Triming dapat dilakukan dengan mudah. Perhitungan regresi data 

standardize dilakukan secara parsial pada masing-masing persamaan. 

Mengingat model berbentuk rekursif, maka metode yang digunakan adalah 

OLS, yaitu metode kuadrat terkecil biasa. 
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d. Pengujian validitas model 

Uji validasi koefisien path pada setiap jalur untuk pengaruh langsung 

sama dengan pengujian pada regresi, menggunakan nilai p dari uji t, yaitu 

pengujian koefisien regresi variabel dilakukan secara parsial. Berdasarkan teori 

triming, maka jalur-jalur yang nonsignifikan dibuang, sehingga diperoleh model 

yang didukung (konfirmasi) oleh data empirik. Selain itu digunakan pula uji F 

untuk menguji hipotesis yang simultan (bersama-sama). 

 

e. Interpretasi Model 

Langkah terakhir di dalam path analisys adalah melakukan interpretasi 

terhadap hasil analisis. Dimulai dengan memperhatikan hasil validitas model, 

untuk selanjutnya menghitung pengaruh total dari setiap variabel yang 

mempunyai pengaruh terhadap variabel endogen.  

 

f. Pengujian Hipotesis 

Pendekatan yang dilakukan dalam pengujian variabel-variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen adalah dengan uji signifikansi. Uji signifikansi 

secara umum merupakan suatu prosedur untuk memeriksa benar atau tidaknya 

suatu hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini baik untuk 

direct effect maupun indirect effect adalah menggunakan uji F. Uji F yang 

digunakan mengikuti distribusi F-Snedecor dengan derajat bebas v1 = k dan v2 = 

n – k – 1. Kriteria penolakannya: H0 ditolak bila Fhitung> Ft. 

Jika uji F signifikan, maka selanjutnya masing-masing koefisien jalur diuji 

dengan Teori Trimming untuk menguji keberartiannya. Dasar pengambilan 

keputusannya berdasarkan kriteria dari uji keberartian koefisien jalur, yaitu jika 

nilai Sig.(p-value) < α maka koefisien jalur berarti, jika sebaliknya maka koefisien 

jalur tidak berarti. 



 

 

 

146 
 

BAB V 

DESKRIPSI DAN HASIL UJI PENELITIAN 

5.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian  

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang 

terletak pada koordinat 111,0º hingga 114,4º Bujur Timur dan 7,12º hingga 8,48º 

Lintang Selatan. Batas daerah di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di 

sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, di sebelah selatan berbatasan 

dengan Samudera Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa 

Tengah. Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 2 bagian 

besar, yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura beserta gugusan 

kepulauannya.  

Ibu Kota Provinsi Jawa Timur terletak di Kota Surabaya, dimana kota ini 

juga merupakan pusat pertumbuhan ekonomi bagi Jawa Timur, selain itu daerah-

daerah di sekitar Kota Surabaya juga merupakan penopang pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Timur, dimana daerah tersebut dikenal dengan sebutan 

Kawasan Gerbang Kertosusila. Luas wilayah Jawa Timur daratan hampir 

mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan 

luas Pulau Madura hanya sekitar 10%. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang 

mencapai 47.995 km² habis terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, dengan rincian 

29 Kabupaten dan 9 Kota.  

Adapun 29 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pacitan, Kabupaten 

Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, 

Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, 

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, 

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten 

Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, 
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Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten 

Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, 

Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. 

Selanjutnya selain daerah kabupaten, maka terdapat 9 kota yaitu Kota Kediri, 

Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota 

Madiun, Kota Batu, dan Kota Surabaya. Pada umumnya wilayah kabupaten lebih 

luas daripada wilayah kota, dimana daerah yang memiliki wilayah terluas adalah 

Kabupaten Banyuwangi (3591 km²), Kabupaten Malang (3456 km²), dan 

Kabupaten Jember (3316 km²), sedangkan daerah yang memiliki wilayah terkecil 

adalah Kota Mojokerto (20 km²), Kota Blitar (33 km²), dan Kota Madiun (34 km²). 

5.1.1. Gambaran Umum Kondisi Pertumbuhan Ekonomi 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami 

pergerakan yang dinamis, yang mana pertumbuhan ekonomi memiliki tren 

menurun sejak tahun 2012 hingga 2015 dan mulai meningkat pada tahun 2016 

(lihat Gambar 5.1).  

Gambar 5.1. 
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016 (Persen) 

 

 
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka (2017) 
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Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar 6,21%, dan 

menurun hingga tahun 2015 yang menjadi sebesar 5,31% serta kembali 

mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 5,64%. Berdasarkan data Jawa 

Timur Dalam Angka, pertumbuhan ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota 

mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan sangat dinamis. Pada tahun 2012, 

Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten 

Sumenep dengan pertumbuhan sebesar 9,96%. Sedangkan terendah adalah 

Kabupaten Bangkalan yang memiliki pertumbuhan sebesar -1,42%. Selanjutnya 

pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Bangkalan 

yang memiliki pertumbuhan sebesar 7,19%, sedangkan pertumbuhan terendah 

adalah Kabupaten Sampang dengan pertumbuhan sebesar 0,08%. Adapun 

untuk tahun 2016, terdapat perubahan posisi Kabupaten/Kota yang memiliki 

pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni Kabupaten Bojonegoro dengan 

pertumbuhan sebesar 21,95% yang didominasi dari perkembangan sektor migas 

sebagai penopang utama. Sedangkan posisi Kabupaten/Kota dengan 

pertumbuhan ekonomi terendah tetap pada Kabupaten Bangkalan yang memiliki 

pertumbuhan sebesar 0,66%.  

5.1.2. Gambaran Umum Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kondisi penerimaan rata-rata pendapatan daerah Kabupaten/Kota sejak 

tahun 2012-2016 mengalami tren yang meningkat dimana penerimaan terbesar 

masih bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini secara administratif 

menandakan bahwasannya kondisi keuangan untuk sektor penerimaan daerah 

masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan khususnya sektor DAU. 

Selanjutnya penerimaan tertinggi lainnya bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) khususnya pajak daerah. Adapun pergerakan penerimaan yang 
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memiliki kecenderungan rendah dari Dana Perimbangan adalah pada sektor 

Dana Bagi Hasil Pajak dari pusat (DBH Pajak Pusat). 

Adapun alokasi rata-rata belanja daerah tiap tahunnya di setiap 

Kabupaten/Kota seperti Belanja Pegawai memiliki kecenderungan tingkat yang 

tinggi jika dibandingkan dengan Belanja Barang/Jasa (BBJ) dan Belanja Modal 

(BM). Dapat diamati antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dimana  tren 

jumlah Belanja Pegawai merupakan pengeluaran yang tertinggi jika dibandingkan 

Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Selanjutnya secara umum untuk tahun 

2016, pada setiap APBD Kabupaten/Kota memiliki kecenderungan total 

akumulasi Belanja Barang/Jasa ditambah Belanja Modal hampir sama dan/atau 

lebih tinggi jika dibandingkan belanja pegawai.  

Gambar 5.2. 
Rata-rata Pendapatan Dan Alokasi Belanja Seluruh Kabupaten/Kota Di 
Provinsi Jawa Timur Menurut Jenis Sumber Dan Alokasinya, 2012-2016 

(Milyar Rupiah) 
 

 
Sumber: BPKAD dan Bapenda Prov. Jatim, 2017 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) masih 

memiliki kecenderungan menjadi sumber terbesar penerimaan daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk setiap tahun anggaran. Dapat 

dilihat, pada tahun 2012 DAU rata-rata Kabupaten/Kota sebesar 723,1 milyar 

Rupiah dan pergerakannya terus meningkat sampai tahun 2016 yang menjadi 

sebesar 964,2 milyar Rupiah. Selanjutnya penerimaan tertinggi kedua dari 

sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yakni sektor pajak daerah, yang 

mana pada tahun 2012 hingga 2016 juga terus mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2012 rata-rata penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota mendapatkan 

hasil sebesar 131,39 milyar Rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2016 yang 

menghasilkan penerimaan pajak daerah sebesar 405,6 milyar Rupiah. 

Sedangkan penerimaan daerah yang memiliki kecenderungan terendah untuk 

rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berada pada sektor Dana Bagi 

Hasil Pajak dari pusat (DBH Pajak Pusat). Pada tahun 2012 hingga 2016 nilai 

Dana Bagi Hasil Pajak dari pusat ini memiliki tren yang dinamis. Pada tahun 

2012 nilai Dana Bagi Hasil Pajak dari pusat sebesar 75,8 milyar Rupiah dan di 

tahun 2016 turun menjadi 75,5 milyar Rupiah. Tingkat penerimaan daerah yang 

cenderung rendah selanjutnya adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi (DBH 

Pajak Provinsi). Adapun untuk sumber penerimaan daerah ini mengalami tren 

yang meningkat setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2012, penerimaan rata-rata 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 70,8 milyar Rupiah dan 

pada tahun 2016 penerimaan daerah dari sektor tersebut menjadi 130,1 milyar 

Rupiah. 

Selanjutnya pada sektor alokasi belanja daerah rata-rata pada setiap 

Kabupaten/Kota, maka Belanja Pegawai (BP) memiliki nilai lebih tinggi jika 

dibandingkan Belanja Barang/Jasa (BBJ) dan Belanja Modal (BM) untuk tahun 

2012 hingga 2015. Sedangkan pada tahun 2016 Belanja Barang/Jasa dan 
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Belanja Modal memiliki alokasi yang lebih tinggi jika dibandingkan Belanja 

Pegawai. Dimana pada tahun 2012, alokasi belanja pegawai sebesar 739,38 

milyar Rupiah dan terus meningkat sampai tahun 2016 menjadi sebesar 939 

milyar Rupiah. Adapun untuk total alokasi Belanja Barang/Jasa ditambah Belanja 

Modal pada tahun 2012 sebesar 437,25 milyar Rupiah dan terus meningkat 

hingga tahun 2016 menjadi 940,69 milyar Rupiah.  

5.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Pembahasan variabel penelitian dijelaskan melalui statistik deskriptif yang 

dicirikan berdasarkan pada masing-masing variabel. Ada sembilan variabel yang 

dideskripsikan, yaitu: variabel Pajak Daerah, variabel Dana Bagi Hasil Pajak 

Provinsi, variabel Dana Bagi Hasil Pajak Pusat, variabel Dana Alokasi Umum, 

variabel Belanja Barang/Jasa dan Modal (jumlah BBJ dan BM), variabel Belanja 

Pegawai, dan variabel Pertumbuhan Ekonomi, serta variabel kontrol yaitu 

variabel Investasi dan variabel Angkatan Kerja.   

Pajak daerah memberikan gambaran tentang mayoritas penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah suatu Kabupaten/Kota. Nilai penerimaan dari pajak 

daerah yang tertinggi adalah Kota Surabaya sekitar 4,09 trilyun Rupiah, 

Kabupaten Sidoarjo sekitar 1,33 trilyun Rupiah, dan Kabupaten Gresik sekitar 

715 milyar Rupiah. Sedangkan daerah dengan penerimaan Pajak Daerah yang 

terendah yakni Kota Batu sekitar 109 milyar Rupiah, Kota Blitar sekitar 131 milyar 

Rupiah, dan Kabupaten Sampang sekitar 135 milyar Rupiah. Berdasarkan Tabel 

5.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi data 

penerimaan pajak daerah sebesar 0,406 dan 0,652 trilyun Rupiah. Ini 

memberikan arti bahwa ada beberapa daerah yang memiliki tingkat penerimaan 

pajak daerah yang sangat tinggi dibandingkan daerah lainnya. Berdasarkan data 

yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 
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Jawa Timur mengenai penerimaan total pajak daerah dari 38 Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur bahwa Kota Surabaya (27%), Kabupaten Sidoarjo (9%), dan 

Kabupaten Gresik (5%) merupakan daerah yang mendominasi penerimaan pajak 

daerah dengan persentase penerimaan pajak daerah tertinggi. Sedangkan 41% 

sisanya diperoleh dari 35 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur.       

 
Tabel 5.1.  

Hasil Deskriptif Variabel Penelitian 
 

Variabel Mean Minimum Maximum StDev 

Pajak Daerah (Trilyun Rupiah) 0.406 0.110 4.09 0.652 

DBH Pajak Provinsi (Milyar Rupiah) 130.11 58.60 786.70 121.77 

DBH Pajak Pusat (Milyar Rupiah) 75.50 31.12 393.91 67.13 

DAU (Trilyun Rupiah) 0.964 0.397 1.710 0.310 

BBJM (Trilyun Rupiah) 0.941 0.373 4.376 0.650 

BP (Trilyun Rupiah) 0.939 0.271 2.54 0.417 

Investasi (Trilyun Rupiah) 10.164 0.807 95.167 16.271 

Angkatan Kerja (Jiwa) 503,015 62,972 1,347,332 307,224 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.64 0.66 21.95 2.88 

   Sumber: Hasil Analisis, 2018 

Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi (DBH Pajak Provinsi) memberikan 

gambaran bahwa adanya sejumlah dana yang ditransfer oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur kepada daerah Kabupaten/Kota di bawahnya yakni melalui 

rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase 

tertentu sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 yang didasarkan atas faktor 

potensi daerah penghasil dan pemerataan untuk mendanai kebutuhan APBD 

Kabupaten/Kota. Daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi 

yang tertinggi adalah Kota Surabaya (786 milyar Rupiah), dan Kabupaten 

Sidoarjo (337 milyar Hasil Pajak dari provinsi yang tertinggi adalah Kota 

Surabaya (786 milyar Rupiah). Sedangkan, yang terendah adalah Kabupaten 

Magetan (58 milyar Rupiah), Kota Blitar (60 milyar Rupiah), serta Kota Pasuruan 
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dan Kota Mojokerto (sekitar 61 milyar Rupiah). Adapun berdasarkan Tabel 5.1 

menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang diberikan 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

adalah sebesar 130 milyar Rupiah dengan standar deviasi sebesar 121 milyar 

Rupiah sehingga terdapat perbedaan yang cukup jauh nilai yang diperoleh oleh 

beberapa daerah dari pada daerah-daerah lainnya. Dari total Dana Bagi Hasil 

Pajak yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 

sekitar 4 trilyun Rupiah, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo merupakan 

daerah penerima tertinggi yakni sekitar 15,91% dan 6,82%. Sedangkan 77,26% 

sisanya diterima oleh 36 kabupaten/kota lainnya.  

Dana Bagi Hasil Pajak Pusat (DBH Pajak Pusat) merupakan dana yang 

bersumber dari pendapatan pajak pada APBN yang dialokasikan langsung 

kepada daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mengurangi kesenjangan 

fiskal vertikal berdasarkan imbangan angka persentase tertentu sesuai UU No. 

33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 untuk mendanai kebutuhan daerah 

Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memperoleh Dana Bagi Hasil 

Pajak Pusat tertinggi adalah Kota Surabaya (393 milyar Rupiah), Kabupaten 

Bojonegoro (245 milyar Rupiah), Kabupaten Sidoarjo (136 milyar Rupiah), dan 

Kabupaten Gresik (134 milyar Rupiah). Sedangkan yang terendah adalah 

Kabupaten Situbondo (31 milyar Rupiah), Kota Batu dan Kota Pasuruan (sekitar 

32 milyar Rupiah), serta Kabupaten Pamekasan (33 milyar Rupiah).  

Berdasarkan Tabel 5.1 rata-rata Dana Bagi Hasil Pajak Pusat yang disalurkan 

adalah sebesar 75,50 milyar Rupiah dengan tingkat standar deviasi sebesar 

67,13 milyar Rupiah, sehingga terdapat perbedaan yang cukup jauh nilai yang 

diperoleh oleh beberapa daerah dari pada daerah lainnya. Dari total Dana Bagi 

Hasil Pajak yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2016 sekitar 2,86 
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trilyun Rupiah, Kota Surabaya dan Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah 

penerima tertinggi yakni sekitar 13,72% dan 8,56%. Sedangkan 77,70% sisanya 

diterima oleh 36 Kabupaten/Kota lainnya. 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan Dana Perimbangan yang 

bersumber dari pendapatan negara pada APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah atau mengurangi kesenjangan 

fiskal horisontal antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota berdasarkan rumusan/formulasi perhitungan tertentu sesuai UU 

No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005  dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Daerah yang memiliki alokasi DAU tertinggi adalah Kabupaten 

Jember (1,78 trilyun Rupiah), Kabupaten Malang (1,69 trilyun Rupiah), dan 

Kabupaten Banyuwangi (1,4 trilyun Rupiah). Sedangkan yang terendah yakni 

Kota Mojokerto (397 milyar Rupiah), Kota Blitar (428 milyar Rupiah), dan Kota 

Pasuruan (432 milyar Rupiah). Adapun nilai rata-rata dana alokasi umum yang 

disalurkan oleh pusat sebesar 964 milyar Rupiah dengan tingkat standar deviaasi 

sebesar 310 milyar Rupiah. Dari total dana alokasi umum yang disalurkan oleh 

Pemerintah Pusat pada tahun 2016 sekitar 36,64 trilyun Rupiah, Kabupaten 

Jember, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah 

penerima tertinggi yakni sekitar 4,66%, 4,62%, dan 3,82%. Sedangkan 86,88% 

sisanya diterima oleh 35 Kabupaten/Kota lainnya. 

Belanja Barang/Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan 

dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintahan daerah. Sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset 

tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 
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akumulasi jumlah Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal tertinggi adalah Kota 

Surabaya (4,37 trilyun Rupiah), Kabupaten Sidoarjo (1,51 trilyun Rupiah), dan 

Kabupaten Banyuwangi (1,47 trilyun Rupiah). Sedangkan yang terendah adalah 

Kota Batu (373 milyar Rupiah), Kota Pasuruan (406 milyar Rupiah), dan Kota 

Probolinggo (457 milyar Rupiah). Berdasarkan Tabel 5.1 menunjukkan bahwa 

rata-rata akumulasi jumlah Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal yang 

dikeluarkan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sekitar 940 milyar Rupiah 

dengan  standar deviasi sekitar 650 milyar Rupiah. Besaran nilai standar deviasi 

menggambarkan bahwa terdapat perbedaan cukup jauh anggaran Belanja 

Barang/Jasa dan Belanja Modal yang dilakukan oleh beberapa daerah tertentu 

dibanding daerah-daerah lainnya. Hal ini tentu salah satunya juga dikarenakan 

penerimaan daerah yang dihimpun oleh setiap Kabupaten/Kota juga berbeda 

nilainya. Dari total Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal yang dikeluarkan 

pada tahun 2016, yakni sebesar 35 trilyun Rupiah, maka Kota Surabaya, 

Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang memiliki 

persentase tertinggi untuk pengeluaran belanja tersebut, yakni sebesar 12,74%, 

4,56%, dan 4,24%. Sedangkan 78% sisanya merupakan Belanja Barang/Jasa 

dan Belanja Modal yang dikeluarkan 35 daerah Kabupaten/Kota lainnya. 

Adapun alokasi anggaran belanja barang dan jasa pada APBD 

Kabupaten/Kota diantaranya digunakan untuk membiayai: bahan habis pakai; 

bahan material; jasa kantor; premi asuransi; perawatan kendaraan bermotor; 

cetak/penggandaan; sewa tanah/bangunan; sewa sarana mobilitas; sewa alat 

berat; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan dan minuman; pakaian 

dinas dan atributnya; pakaian khusus/hari-hari tertentu; perjalanan dinas (lokal, 

nasional, internasional); beasiswa pendidikan PNS; kursus pelatihan, sosialisasi, 

bimtek PNS dan Non PNS; perjalanan pindah tugas; jasa konsultansi; 

transportasi/akomodasi; pemeliharaan kesehatan; hibah uang/barang kepada 
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masyarakat/pihak ketiga; barang yang akan dijual kepada masyarakat atau pihak 

ketiga; penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah; peralatan atau 

perlengkapan kantor; peralatan/perlengkapan rumah tangga KDH/WKDH; 

peralatan kerja lapangan; alat studio; jasa administrasi perkantoran; pelayanan 

kesehatan; jasa pihak ketiga; penanggulangan bencana; barang/jasa BLUD; jasa 

pagelaran bercorak seni/budaya; pengobatan masyarakat miskin Non BPJS/JKN; 

barang/jasa BOS dan BOPDA; perawatan/pengobatan KDH/WKDH; sewa 

peralatan pertanian/perkebunan; sewa sarana prasarana kantor; barang modal 

non kapitalisasi/inventaris non aset; jasa fasilitasi; barang/jasa pendidikan/ujian 

nasional; jasa hiburan/hadiah; upah tenaga kerja; perawatan kendaraan tidak 

bermotor; jasa pensertifikatan; honorarium kegiatan/lembur PNS dan Non PNS; 

tenaga ahli/narasumber; serta jasa publikasi/dokumentasi. Selanjutnya alokasi 

anggaran belanja modal pada APBD Kabupaten/Kota diantaranya digunakan 

untuk membeli atau pengadaan: tanah dan bangunan/gedung; mesin dan 

peralatan; serta kapitalisasi jalan/jembatan, irigasi dan jaringan. 

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan 

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil 

Negara baik PNS maupun Non PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki 

Belanja Pegawai tertinggi adalah Kota Surabaya (2,54 trilyun Rupiah), 

Kabupaten Malang (1,62 trilyun Rupiah), Kabupaten Jember (1,55 trilyun 

Rupiah), Kabupaten Sidoarjo (1,4 trilyun Rupiah), dan Kabupaten Banyuwangi 

(1,31 trilyun Rupiah). Sedangkan daerah yang memiliki pengeluaran terendah 

untuk Belanja Pegawai adalah Kota Mojokerto (271 milyar Rupiah), Kota Batu 

(308 milyar Rupiah), Kota Blitar (333 milyar Rupiah), dan Kota Pasuruan (336 

milyar Rupiah). Berdasarkan Tabel 5.1 menunjukkan bahwa rata-rata Belanja 

Pegawai yang dikeluarkan adalah sekitar 939 milyar Rupiah dengan  standar 
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deviasi sekitar 416 milyar Rupiah. Besaran nilai standar deviasi menggambarkan 

bahwa terdapat perbedaan cukup jauh antara pengeluaran anggaran Belanja 

Pegawai yang dilakukan oleh beberapa daerah dibandingkan daerah-daerah 

lainnya. Dari total Belanja Pegawai yang dikeluarkan pada tahun 2016, yakni 

sekitar 35 trilyun Rupiah, maka Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten 

Jember, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah 

yang memiliki persentase tertinggi untuk pengeluaran belanja tersebut, yakni 

berturut-turut sebesar 7,12%, 4,57%, 4,35%, 3,95%, dan 3,68%. Sedangkan 

76% sisanya merupakan Belanja Pegawai yang dikeluarkan oleh 33 daerah 

Kabupaten/Kota lainnya. 

Investasi sebagai variabel kontrol pada penelitian ini dilihat melalui 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan pengeluaran untuk 

barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan 

merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan 

bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan 

peralatan. Daerah yang memiliki nilai investasi tertinggi adalah Kota Surabaya 

(95 trilyun Rupiah), Kabupaten Sidoarjo (38 trilyun Rupiah), dan Kabupaten 

Pasuruan (30 trilyun Rupiah). Sedangkan yang terendah adalah Kota Blitar (807 

trilyun Rupiah), Kota Pasuruan (1,06 trilyun Rupiah), dan Kota Probolinggo (1,31 

trilyun Rupiah). Tabel 5.1 menunjukkan bahwa rata-rata investasi adalah sekitar 

10 trilyun Rupiah dengan  standar deviasi sekitar 16 trilyun Rupiah. Besaran nilai 

standar deviasi menggambarkan bahwa terdapat perbedaan cukup jauh investasi 

yang dimiliki oleh beberapa daerah dibanding daerah-daerah lainnya. Dari total 

investasi yang dimiliki pada tahun 2016, yakni sekitar 386 trilyun Rupiah, maka 

pada umumnya daerah yang memiliki kantong-kantong kawasan industri seperti 

Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan merupakan 

daerah yang memiliki persentase tertinggi untuk investasi tersebut, yakni sebesar 
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24,63%, 9,87%, dan 7,85%. Sedangkan 57% sisanya merupakan investasi yang 

dimiliki 35 daerah Kabupaten/Kota lainnya. 

Angkatan Kerja yang juga sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini 

adalah ketersediaan tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang 

mempunyai pekerjaan, dan sedang mencari pekerjaan. Jumlah tenaga kerja 

yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif. Daerah yang 

memiliki jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud yang tertinggi adalah Kota 

Surabaya (1,3 Juta Jiwa), Kabupaten Malang (1,2 Juta Jiwa), Kabupaten Jember 

(1,1 Juta Jiwa), dan Kabupaten Sidoarjo (1 Juta Jiwa). Sedangkan daerah yang 

terendah adalah Kota Mojokerto (62 Ribu Jiwa), Kota Blitar (71 Ribu Jiwa), dan 

Kota Madiun (84 Ribu Jiwa). Tabel 5.1 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah 

tenaga kerja tersebut adalah sebesar 503.015 jiwa dengan standar deviasi 

sekitar 307.224 jiwa. Besaran nilai standar deviasi menggambarkan bahwa 

terdapat cukup jauh jumlah ketersediaan tenaga kerja yang dimiliki oleh 

beberapa daerah dibanding daerah-daerah lainnya. Dari total ketersediaan 

tenaga kerja yang dimiliki pada tahun 2016, yakni sekitar 19 juta jiwa, maka Kota 

Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Sidoarjo 

merupakan daerah yang memiliki persentase tertinggi untuk ketersediaan tenaga 

kerja tersebut, yakni sebesar 7,04%, 6,34%, 5,76%, dan 5,24%. Sedangkan 75% 

sisanya merupakan tenaga kerja yang dimiliki 34 daerah Kabupaten/Kota 

lainnya. 

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah peningkatan kapasitas ekonomi 

untuk memproduksi barang dan/atau jasa dari periode waktu tertentu ke periode 

waktu berikutnya secara berkelanjutan. Daerah yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi tertinggi pada tahun 2016 adalah Kabupaten Bojonegoro (21,95%). 

Sedangkan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah adalah 

Kabupaten Bangkalan (0,66%). Berdasarkan Tabel 5.1 bahwa rata-rata 
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pertumbuhan ekonomi tahun 2016 adalah 5,64% dengan standar deviasi sebesar 

2,88%. Terdapat perbedaan signifikan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten 

Bojonegoro dengan 37 Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini tidak lain dikarenakan 

daerah tersebut merupakan penghasil migas terbesar di Provinsi Jawa Timur, 

dimana hasil eksploitasi sumur-sumur migas di Bojonegoro menjadi salah satu 

penopang utama kebutuhan migas nasional. 

5.3. Evaluasi Model Analisis Jalur  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor 

keuangan daerah sebagai faktor utama dan faktor-faktor non-keuangan daerah 

sebagai faktor kontrol terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang digunakan 

sebagai salah satu ukuran keberhasilan dinamika perekonomian di suatu daerah 

Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode analisis jalur, sehingga pada 

penelitian ini akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan 

dua jenis faktor tersebut. 

5.3.1. Uji Kesesuaian Model 

Analisis jalur (Path Analysis) mensyaratkan data berdistribusi normal dan 

tidak mengandung outlier untuk menghindari terjadinya bias dalam interpretasi 

data yang dapat mempengaruhi data lainnya. Pengukuran normalitas dan outlier 

data dilakukan bersamaan dengan uji kesesuaian model melalui perhitungan 

komputasi dengan menggunakan aplikasi/software AMOS.  

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa data 

belum mengikuti syarat berdistribusi normal yakni dengan ketentuan nilai c.r 

(critical ratio) sebesar -2,58 < c.r < 2,58. Ghozali (2005) di dalam bukunya 

mengatakan bahwa data dapat dikatakan berdistribusi normal jika mempunyai 
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nilai critical ratio (c.r) berada pada kisaran ± 2,58 baik secara univariate dan 

multivariate. 

Tabel 5.2.  
Hasil Uji Normalitas: Assessment of Normality 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

PD 10,589 12,612 1,155 6,501 2,359 6,638 

DBH_Prov 9,937 11,896 ,677 3,807 2,209 6,215 

DBH_Pst 10,133 11,595 ,651 3,662 ,583 1,639 

DAU 11,490 12,233 -,742 -4,173 ,158 ,443 

BBJM 11,130 12,641 ,592 3,332 1,133 3,188 

BP 11,353 12,405 -,673 -3,787 ,562 1,580 

PE ,790 9,560 -,849 -4,776 6,070 17,078 

Inv 11,827 13,978 ,517 2,907 ,186 ,523 

AK 4,779 6,145 -,982 -5,523 ,147 ,413 

Multivariate      37,218 18,229 

       Sumber: Hasil Analisis 

Dapat dilihat dari hasil uji normalitas pada Tabel 5.2 di atas bahwa nilai 

critical ratio dari uji secara parsial terdapat nilai lebih dari 2,58. Hal yang sama 

seperti hasil uji outlier data yakni berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5.3 

yang menunjukkan bahwa data mengalami outlier. Data dengan probabilitas (p) 

yaitu p1 atau p2 yang nilainya lebih kecil (<) dari 0,05 maka data tersebut 

mengalami outlier (Ghozali, 2005). Adapun untuk penilaian uji fit model seperti 

nilai probabilitas > 0,05 (Joreskog, 1996), nilai root mean square error of 

approximation (RMSEA) menyatakan bahwa nilai RMSEA kurang dari 0,05 

mengindikasikan adanya model fit (Byrne, 1998), sedangkan menurut MacCallum 

et.al (1996) menyatakan bahwa nilai antara 0,08 sampai dengan 0,1 memiliki 

model fit. Selanjutnya untuk goodness fit of index (GFI) dan adjusted goodness fit 

of index (AGFI), Diamantopaulus dan Sigauw (2000) mengatakan bahwa model 

dikatakan fit jika berada diantara 0,9 – 1. Adapun untuk nilai comparative fit index 

(CFI), Bentler (1992) menyakatakan bahwa jika nilai CFI lebih besar dari 0,9 

maka model dapat dikatakan fit.           
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Gambar 5.3  

Model Awal Jalur Penelitian 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Hasil Analisis 
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Tabel 5.3. Hasil Uji Outlier: Obeservations Farthest From The Centorid (Mahalanobis Distance) 

 
 
 
 
 
 

Observation 
number 

Mahalanobis 
d-squared 

p1 p2 Observation 
number 

Mahalanobis 
d-squared 

p1 p2 Observation 
number 

Mahalanobis 
d-squared 

p1 p2 

132 60,519 ,000 ,000 110 16,406 ,059 ,001 87 10,758 ,293 ,949 
150 34,068 ,000 ,000 190 16,009 ,067 ,002 138 10,685 ,298 ,948 
149 33,785 ,000 ,000 135 15,357 ,082 ,012 158 10,671 ,299 ,931 
152 29,960 ,000 ,000 43 14,940 ,093 ,029 65 10,528 ,309 ,949 
51 27,904 ,001 ,000 57 14,926 ,093 ,018 82 10,258 ,330 ,981 
52 26,377 ,002 ,000 189 14,342 ,111 ,071 77 10,184 ,336 ,981 

132 60,519 ,000 ,000 61 14,228 ,114 ,066 85 10,117 ,341 ,981 
155 26,090 ,002 ,000 184 14,191 ,116 ,049 156 9,974 ,353 ,987 
153 25,488 ,002 ,000 32 14,077 ,120 ,046 76 9,928 ,356 ,985 
60 24,065 ,004 ,000 56 13,903 ,126 ,053 81 9,851 ,363 ,986 

148 23,695 ,005 ,000 126 13,885 ,126 ,036 130 9,845 ,363 ,980 
146 23,673 ,005 ,000 188 13,477 ,142 ,092 183 9,804 ,367 ,977 
154 22,613 ,007 ,000 129 12,746 ,174 ,390 109 9,706 ,375 ,981 
151 21,903 ,009 ,000 70 12,244 ,200 ,668 186 9,419 ,400 ,996 
59 21,878 ,009 ,000 41 12,117 ,207 ,687 74 9,372 ,404 ,995 
53 21,430 ,011 ,000 128 11,982 ,214 ,712 127 9,326 ,408 ,994 

147 20,945 ,013 ,000 42 11,958 ,216 ,664 108 9,255 ,414 ,995 
133 19,627 ,020 ,000 182 11,760 ,227 ,734 5 9,183 ,421 ,995 
131 19,160 ,024 ,000 185 11,614 ,236 ,768 83 9,017 ,436 ,998 
55 18,770 ,027 ,000 46 11,527 ,241 ,768 160 8,845 ,452 ,999 

134 18,641 ,028 ,000 140 11,371 ,251 ,807 26 8,765 ,459 ,999 
54 18,546 ,029 ,000 64 11,065 ,271 ,907 4 8,625 ,473 1,000 
58 17,658 ,039 ,000 84 10,763 ,292 ,963 31 8,595 ,475 1,000 
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Observation 
number 

Mahalanobis  
d-squared 

p1 p2 
Observation 

number 
Mahalanobis  

d-squared 
p1 p2 

Observation 
number 

Mahalanobis  
d-squared 

p1 p2 

157 8,592 ,476 ,999 62 7,732 ,561 1,000 92 6,915 ,646 1,000 
139 8,423 ,492 1,000 159 7,731 ,561 1,000 107 6,851 ,653 1,000 

1 8,342 ,500 1,000 105 7,682 ,566 1,000 13 6,776 ,660 1,000 
164 8,297 ,505 1,000 94 7,675 ,567 1,000 2 6,755 ,663 1,000 
45 8,232 ,511 1,000 144 7,542 ,581 1,000 11 6,575 ,681 1,000 

136 8,218 ,512 1,000 93 7,457 ,590 1,000 165 6,503 ,689 1,000 
181 7,967 ,538 1,000 95 7,454 ,590 1,000 96 6,472 ,692 1,000 
104 7,961 ,538 1,000 20 7,436 ,592 1,000 166 6,368 ,703 1,000 
91 7,857 ,549 1,000 75 7,340 ,602 1,000    - - - - 

187 7,830 ,551 1,000 137 7,330 ,603 1,000 - - - - 
3 7,825 ,552 1,000 103 7,162 ,620 1,000 - - - - 

71 7,777 ,557 1,000 63 6,952 ,642 1,000 - - - - 
Sumber: Hasil Analisis 
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Selain itu, jika melihat pada variable summary hasil pengolahan data 

model penelitian ini seperti dapat diamati pada Gambar 5.3, dapat diketahui 

bahwa observed exogenous variables terdiri atas Pajak Daerah (PD), Dana Bagi 

Hasil Pajak dari Provinsi (DBH_Prov), Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat 

(DBH_Pst), Dana Alokasi Umum (DAU), Investasi (Inv), dan Angkatan Kerja 

(AK). Sedangkan endogenous variables dalam model ini yakni: Pertumbuhan 

Ekonomi (PE), Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM), serta Belanja Pegawai 

(BP). Adapun unobserved variables terdiri dari error 1 (e1), error 2 (e2), dan error 

3 (e3). 

Setelah model awal diproses, maka ditemukan hasil uji kesesuaian model 

yang menunjukkan bahwa model yang direncanakan masih belum fit. Nilai Chi-

square, Probabilitas, Chi-square per degree of freedom (CMIIN/DF), goodness of 

fit index (GFI), root mean square error of approximation (RMSEA), adjusted 

goodeness of fit index (AGFI), Tucker Lewis index (TLI) dan comparative fit index 

(CFI) yang dihasilkan masih belum memenuhi kriteria Goodness of Fit atau nilai 

acuan persamaan model yang ditetapkan. 

Tabel 5.4.  
Hasil Goodness of Fit Model 

Result (Default Model) 

Chi-square = 36,849                                Probability level = ,000 
Degrees of freedom = 5 

Model 
Result 

(Default Model) 
Ketentuan 

Keterangan 
Hasil 

CMIIN/DF 7,370 < 2,00 Tidak Sesuai 

GFI 0,961 >0,9-1 Baik 

RMSEA 0,184 <0,05 < 0,1 Tidak Sesuai 

AGFI 0,653 >0,9-1 Tidak Sesuai 

TLI 0,903 >0,9 Baik 

CFI 0,987 >0,9 Baik 

Sumber: Hasil Analisis  
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Dari hasil uji Goodness of Fit Tabel 5.4 di atas, bahwa model konstruksi 

seperti halnya pada Gambar 5.3 ternyata ditemukan beberapa acuan yang tidak 

sesuai seperti nilai CMIIN/DF, RMSEA, dan AGFI. Dalam hal ini maka diperlukan 

modifikasi model yang disesuaikan oleh Modification Indices yang dihasilkan 

melalui perhitungan Amos seperti pada Tabel 5.5.  

 
Tabel 5.5.  

Modification Indices 
 

  
 

 

 

         Sumber: Hasil Analisis  

 
Berdasaarkan tabel tersebut di atas, maka terdapat modifikasi yang  

diperlukan yaitu keadaan bebas dari kovarian variabel endogen BBJM (e1) 

kepada error pada variabel BP (e2). 

 
5.3.2. Uji Kesesuaian Model Setelah Modifikasi 

Setelah dilakukan pembersihan beberapa data yang dianggap belum 

terbebas dari outlier, maka berdasarkan uji normalitas terbaru dapat dikatakan 

bahwa data telah mengikuti syarat berdistribusi normal yakni dengan ketentuan 

nilai c.r (critical ratio) sebesar -2,58 < c.r < 2,58.  Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil uji normalitas pada Tabel 5.6 bahwa nilai critical ratio dari uji secara 

bersamaan (Multivariate) sebesar 1,873 dan secara parsial variabel berada 

diantara -1,373 sampai 2,019.  

 
 
 
 
 

Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
e1 <--> e2 30,094 -,002 
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Tabel 5.6.  

Hasil Uji Normalitas Setelah Perbaikan 
 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
PD 10,627 12,126 ,437 2,285 ,002 ,005 
DBH_Prov 10,437 11,539 ,116 ,606 -,302 -,790 
DBH_Pst 10,223 11,211 ,317 1,655 -,418 -1,094 
DAU 11,490 12,229 -,826 -4,321 ,384 1,003 
BBJM 11,176 12,240 ,005 ,027 -,391 -1,023 
BP 11,353 12,212 -1,065 -5,570 ,772 2,019 
PE 4,130 7,682 ,225 1,179 -,182 -,475 
AK 4,779 6,099 -1,239 -6,480 ,764 1,997 
Inv 11,827 13,581 ,238 1,242 -,525 -1,373 
Multivariate      4,116 1,873 

 Sumber: Hasil Analisis 

 
Hal yang sama seperti hasil uji outlier data yakni berdasarkan hasil 

perhitungan pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa data bebas mengalami outlier. 

Data dengan probabilitas (p) yaitu p1 atau p2 yang nilainya lebih kecil (<) dari 

0,05 maka data tersebut mengalami outlier. Data yang bebas dari outlier harus 

memiliki p1 atau p2 > 0,05, sehingga hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara data dengan kelompok data. 

Setelah data dinyatakan normal dan bebas outlier, maka model akan diuji 

kesesuaiannya dengan melihat nilai Goodness of Fit dengan kriteria yang 

menjadi nilai acuannya adalah Chi Square, Probabilitas, CMIIN/DF, GFI, 

RMSEA, AGFI, TLI dan CFI yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

167 
 

 

 

 

Gambar 5.4.  
Model Penelitian Setelah Modifikasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Hasil Analisis  
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Tabel 5.7. Hasil Uji Outlier 2: Obeservations Farthest From The Centorid (Mahalanobis Distance) 

  

Observation 
number 

Mahalanobis 
d-squared 

p1 p2 Observation 
number 

Mahalanobis 
d-squared 

p1 p2 Observation 
number 

Mahalanobis 
d-squared 

p1 p2 

163 23,564 ,005 ,564 81 14,692 ,100 ,022 107 10,790 ,290 ,435 
162 21,949 ,009 ,437 160 14,539 ,104 ,021 61 10,636 ,301 ,491 
115 20,709 ,014 ,404 118 14,071 ,120 ,054 2 10,613 ,303 ,443 
32 20,639 ,014 ,211 75 13,371 ,147 ,218 99 10,594 ,305 ,392 
43 20,112 ,017 ,155 1 13,321 ,149 ,181 26 10,498 ,312 ,404 

161 18,837 ,027 ,273 71 13,198 ,154 ,177 105 10,248 ,331 ,546 
156 18,682 ,028 ,179 53 13,108 ,158 ,161 66 10,220 ,333 ,503 
116 18,678 ,028 ,092 98 12,996 ,163 ,155 4 10,165 ,337 ,485 
164 18,247 ,032 ,087 154 12,879 ,168 ,152 97 10,057 ,346 ,511 
84 17,733 ,038 ,102 157 12,574 ,183 ,236 130 10,052 ,346 ,451 

159 17,531 ,041 ,076 45 12,470 ,188 ,230 52 10,042 ,347 ,395 
85 16,838 ,051 ,139 74 12,103 ,208 ,383 20 9,939 ,355 ,419 

117 16,800 ,052 ,086 73 12,029 ,212 ,360 127 9,552 ,388 ,690 
60 16,116 ,065 ,174 132 11,945 ,216 ,346 44 9,515 ,391 ,663 

158 15,751 ,072 ,208 119 11,887 ,220 ,316 5 9,276 ,412 ,790 
42 15,732 ,073 ,142 153 11,796 ,225 ,309 13 9,242 ,415 ,766 
77 15,598 ,076 ,117 55 11,756 ,227 ,272 129 9,232 ,416 ,723 
83 15,457 ,079 ,099 125 11,751 ,228 ,218 86 9,231 ,416 ,668 
31 15,392 ,081 ,071 46 11,575 ,238 ,263 64 9,123 ,426 ,702 
41 15,193 ,086 ,070 122 11,506 ,243 ,247 128 9,071 ,431 ,689 
54 15,153 ,087 ,047 155 11,468 ,245 ,215 3 9,069 ,431 ,633 
67 15,018 ,090 ,040 124 11,246 ,259 ,294 6 8,608 ,474 ,902 
72 15,013 ,091 ,024 82 11,129 ,267 ,312 11 8,497 ,485 ,921 
51 14,801 ,097 ,026 33 10,886 ,284 ,427 150 8,478 ,487 ,904 
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Sumber: Hasil Analisis 
 
 

Observation 
number 

Mahalanobis 
d-squared 

p1 p2 Observation 
number 

Mahalanobis 
d-squared 

p1 p2 Observation 
number 

Mahalanobis 
d-squared 

p1 p2 

131 8,411 ,493 ,905 133 7,846 ,550 ,885 141 7,166 ,620 ,929 
120 8,404 ,494 ,880 121 7,800 ,554 ,878 39 7,123 ,624 ,923 
34 8,383 ,496 ,858 135 7,740 ,561 ,879 10 7,052 ,632 ,929 

134 8,360 ,498 ,834 138 7,673 ,567 ,883 50 6,901 ,647 ,958 
62 8,340 ,500 ,807 65 7,431 ,592 ,954 70 6,900 ,648 ,942 

106 8,334 ,501 ,765 139 7,363 ,599 ,957 92 6,809 ,657 ,953 
94 8,150 ,519 ,850 95 7,353 ,600 ,943 18 6,691 ,669 ,968 

131 8,411 ,493 ,905 27 7,328 ,603 ,932 108 6,643 ,674 ,966 
120 8,404 ,494 ,880 96 7,241 ,612 ,942 - - - - 
140 7,849 ,549 ,911 151 7,174 ,619 ,945 - - - - 
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Selanjutnya hasil pengolahan data model setelah adanya modifikasi, maka dapat 

dilihat pada Gambar 5.4, diketahui bahwa observed exogenous variables terdiri 

dari Pajak Daerah (PD), Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH_Prov), Dana 

Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH_Pst), Dana Alokasi Umum (DAU), Investasi 

(Inv), dan Angkatan Kerja (AK). Sedangkan endogenous variables dalam model 

ini yakni: Pertumbuhan Ekonomi (PE), Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM), 

serta Belanja Pegawai (BP). Adapun unobserved variables terdiri dari error 1 

(e1), error 2 (e2), dan error 3 (e3).  

Hasil uji kesesuaian model yang telah dimodifikasi menunjukkan bahwa 

model yang direncanakan telah fit. Nilai Chi Square, Probabilitas, CMIIN/DF, GFI, 

RMSEA, AGFI, TLI dan CFI yang dihasilkan telah memenuhi kriteria Goodness of 

Fit atau nilai acuan persamaan model yang ditetapkan (lihat tabel 5.8).  

Tabel 5.8.  
Hasil Goodness of Fit Model Setelah Modifikasi 

 

Result (Default Model) 

Chi-square = ,511                                         Degrees of freedom = 1  
Probability level = ,474 

Model 
Result 

(Default Model) 
Ketentuan 

Keterangan 
Hasil 

CMIIN/DF O,511 < 2,00 Baik 

GFI 0,999 Mendekati 1 Baik 

RMSEA 0,000 <0,05 < 0,1 Baik 

AGFI 0,969 < 0,08 Baik 

TLI 1,008 Mendekati 1 Baik 

CFI 1,000 Mendekati 1 Baik 

   Sumber: Hasil Analisis 
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5.4. Hasil Estimasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

5.4.1. Hasil Estimasi Pengaruh Langsung 

Berdasarkan hasil estimasi dari model yang telah dimodifikasi, hasil 

pengaruh langsung variabel pendapatan daerah dan variabel belanja daerah 

tersaji dalam Tabel 5.9.  

Tabel 5.9.  
Hasil Estimasi Pengaruh Langsung 

 
Variabel Koef.e S.E. C.R. Prob. Ket 

PD � BBJM ,417 ,087 4,779 ,000*** H1a 
PD � BP ,001 ,039 ,017 ,986 H1b 
DBH_Prov � BBJM ,073 ,115 ,635 ,525 H1c 
DBH_Prov � BP ,042 ,051 ,815 ,415 H1d 
DBH_Pst � BBJM -,079 ,045 -1,768 ,077* H1e 
DBH_Pst � BP ,068 ,020 3,455 ,000*** H1f 
DAU � BBJM ,473 ,071 6,704 ,000*** H1g 
DAU � BP 1,054 ,031 33,802 ,000*** H1h 
PD � PE -,714 ,706 -1,010 ,312 H2a 
DBH_Prov � PE -1,091 ,783 -1,394 ,163 H2b 
DBH_Pst � PE 1,909 ,368 5,191 ,000*** H2c 
DAU � PE -3,676 1,721 -2,136 ,033** H2d 
BBJM � PE -,521 ,576 -,905 ,366 H3a 
BP � PE 5,043 1,383 3,647 ,000*** H3b 
Inv � PE 1,649 ,330 5,001 ,000*** kontrol 

AK � PE -2,482 ,676 -3,670 ,000*** kontrol 

Ket: Tanda *** signifikan pada 1%, ** signifikan pada 5% dan * signifikan pada 10%. 
Sumber: Hasil Analisis 
 

A. Pengaruh Langsung Variabel Pendapatan Daerah Terhadap Variabel 

Belanja Daerah 

Hasil pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa, dari empat variabel 

pendapatan daerah yang dipertimbangkan dalam peneltian ini, ada tiga variabel 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal 

(BBJM), di mana variabel tersebut adalah: Pajak Daerah (PD), Dana Bagi Hasil 

Pajak dari Pusat (DBH Pst), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dilihat dari arah 

pengaruhnya, Pajak Daerah (PD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 
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secara positif terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM), sedangkan 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH Pst) berpengaruh secara negatif 

terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM). 

Positifnya pengaruh Pajak Daerah (PD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 

terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM) merupakan hal wajar karena 

ini sejalan dengan prediksi teori. Maksudnya, sudah seharusnya perubahan 

penerimaan pendapatan daerah akan diikuti secara langsung oleh perubahan 

yang searah dalam belanja barang/jasa dan modal. Namun demikian ada satu 

temuan lain yang cukup unik dan sekaligus menarik untuk dicermati, yaitu 

negatifnya pengaruh variabel Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH Pst) 

terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM). Hal ini dapat dikatakan unik 

karena, ketika ada kenaikan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber 

dari Dana Bagi Hasil Pajak dari pusat (DBH Pst), maka kenaikan tersebut justru 

mengurangi besarnya Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM). Hal ini akan 

mendapat penjelasan lebih lanjut pada Bab Pembahasan Hasil Uji Penelitian. 

Di sisi lain, variabel pendapatan daerah yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Belanja Pegawai (BP) adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH 

Pst) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kedua variabel tersebut sama-sama 

memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Pegawai (BP), sehingga kenaikan 

Dana Alokasi Umum dan DBH Pajak dari Pusat akan diikuti oleh meningkatnya 

Belanja Pegawai. 

Hal-hal lain yang juga menarik adalah, penelitian ini memberikan indikasi 

bahwa penerimaan pendapatan daerah dalam bentuk Pajak Daerah lebih 

condong digunakan untuk membiayai Belanja Barang/Jasa dan Modal daripada 

untuk membiayai Belanja Pegawai. Ini berbeda dengan penerimaan dalam 

bentuk DBH Pajak dari Pusat. Yaitu, DBH Pajak dari Pusat lebih condong 
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digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, daripada Belanja Barang/Jasa 

dan Modal. 

Karakter yang berbeda terjadi untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota, DAU umumnya digunakan untuk membiayai semua 

jenis belanja, baik Belanja pegawai (BP) maupun Belanja Barang/Jasa dan 

Modal (BBJM), walaupun kecenderungannya lebih banyak untuk membiayai 

belanja pegawai. Hal lain yang perlu diulas adalah penerimaan pendapatan 

daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH Prov), dimana 

DBH jenis ini tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap semua jenis 

balanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal-hal yang seperti ini juga 

akan diulas lebih lanjut pada Bab Pembahasan Hasil Uji Penelitian. 

 

B. Pengaruh Langsung Variabel Pendapatan Daerah Terhadap Variabel 

Pertumbuhan Ekonomi 

Secara umum, dari tanda koefisien yang diperoleh, semua jenis 

penerimaan pendapatan daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Ini sesuai dengan prediksi teori. Pendapatan pemerintah 

pada dasarnya adalah beban bagi masyarakat, sehingga cenderung memiliki 

dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demkian ada 

perkecualian untuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH Pst), dimana DBH ini 

justru memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini 

tampaknya perlu penjelasan lebih lanjut pada Bab Pembahasan Hasil Uji 

Penelitian. 

Meskipun sebagaian besar variabel pendapatan daerah berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak semua pengaruhnya adalah 

signifikan. Yang berpengaruh secara signifikan adalah hanya Dana Bagi Hasil 

Pajak dari pusat (DBH Pst) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Pajak 
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Daerah (PD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH Prov) tidak signifikan 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.  

 

C. Pengaruh Langsung Variabel Belanja Daerah Terhadap Variabel 

Pertumbuhan Ekonomi 

Sesuai yang tertera pada Tabel 5.9, dari dua jenis belanja yang diteliti 

dalam penelitian ini, hanya ada satu jenis belanja yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Varaibel tersebut adalah Belanja Pegawai (BP). 

Sedangkan Belanja Barang/Jasa dam Modal (BBJM) yang sebelumnya 

diharapkan memiliki pengaruh yang lebih kuat, justru malah tidak signifikan 

pengaruhnya. Temuan yang agak di luar ekspektasi seperti ini memerlukan 

penjelasan yang lebih detil dalam Bab Pembahasan Hasil Uji Penelitian, yaitu: 

mengapa Belanja Pegawai mampu mempengaruhi pertumbuhan, sedangakan 

Balanja Barang/Jasa dan Modal tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Bahkan ada kecenderungan pengaruh Belanja Barang/Jasa dan Modal adalah 

negatif (tanda koefisien negatif). 

  

D. Pengaruh Langsung Variabel Kontrol Terhadap Variabel Pertumbuhan 

Ekonomi 

 Setelah mendeskripsikan hasil uji pengaruh variabel pendapatan dan 

belanja yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, berikut ini akan 

dideskripsikan pula hasil uji pengaruh langsung variabel kontrol terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sesuai hasil yang tercantun dalam Tabel 5.9, terlihat 

bahwa investasi dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang nyata terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan tingkat keyakinan 

yang sangat tinggi (α<1%). Ini menunjukkan bahwa, di samping variabel-variabel 

pendapatan daerah dan belanja daerah, investasi dan tenaga kerja memiliki 



 

175 
 

 

 

kontribusi yang tidak bisa dipandang remeh dalam pertumbuhan ekonomi daerah 

di Jawa Timur. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa variabel non keuangan 

daerah yang digunakan pada penelitian ini sudah tepat ketika memasukan 

investasi dan tenaga kerja sebagai variabel kontol. 

 Hanya yang menjadi pertanyaan adalah tanda koefisien dari dua variabel 

kontrol tersebut. Variabel investasi memiliki koefisien positif dan sebaliknya 

tenaga kerja memiliki koefisien negatif. Positifnya pengaruh investasi tersebut 

merupakan hal lumrah yang sudah sesuai dengan teori. Teori pertumbuhan 

sendiri menyatakan dengan tegas bahwa investasi merupakan salah satu 

variabel pokok yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan 

peranan tenaga kerja. Teori pertumbuhan juga mengkonfirmasikan bahwa 

tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, sehingga kenaikan tenaga kerja diprediksi akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini menemukan bahwa tenaga kerja 

berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan. Oleh karena itu diperlukan 

penjelasan lebih lanjut terkait temuan ini. 

 

5.4.2. Hasil Estimasi Pengaruh Tidak Langsung 

Di samping melihat pengaruh langsung, penelitian ini juga melihat 

pengaruh tidak langsung variabel pendapatan daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah melalui belanja daerah sebagai mediatornya. Hasil estimasi 

pengaruh tidak langsung yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 5.10. 

Terlihat pada Tabel 5.10 bahwa sebagian besar variabel pendapatan 

daerah tidak berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari 

delapan jalur pengaruh tidak langsung, hanya ada dua jalur yang terbukti 

pengaruh tidak langsungnya. Hal ini terjadi karena tidak semua variabel yang 

diposisikan sebagai mediator memiliki pengaruh langsung yang signifikan 
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terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, 

hanya Belanja Pegawai (BP) saja yang memiliki pengaruh langsung signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel Belanja Barang/Jasa dan 

Modal (BBJM) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Akibatnya semua variabel penerimaan yang dimediatori oleh variabel 

Belanja Barang/Jasa dan Modal, tidak ada satupun yang memiliki pengaruh tidak 

langsung yang signifikan. 

 
Tabel 5.10.  

Hasil Estimasi Pengaruh Tidak Langsung 
 

No Variabel Mediator 
Dampak Tidak 

Langsung (ρa X ρb) 
P-value Ket 

1 PD � PE BBJM -0.217257 0.374 H4a 
2 PD � PE BP 0.005043 0.979 H4b 
3 DBH_Prov � PE BBJM -0.038033 0.603 H4c 
4 DBH_Prov � PE BP 0.211806 0.422 H4d 
5 DBH_Pst � PE BBJM 0.041159 0.421 H4e 
6 DBH_Pst � PE BP 0.342924 0.012** H4f 
7 DAU � PE BBJM -0.24643 0.370 H4g 
8 DAU � PE BP 5.315322 0.000*** H4h 

Keterangan: Tanda *** signifikan pada 1% dan ** signifikan pada 5%. 
Sumber: Hasil Analisis 

 

Sebab yang kedua mengenai sedikitnya kehadiran pengaruh tidak 

langsung adalah tidak semua variabel pendapatan daerah memiliki pengaruh 

langsung terhadap Belanja Pegawai (BP). Dari empat variabel pendapatan yang 

diperkirakan berpengaruh langsung terhadap Belanja Pegawai (BP), hanya dua 

yang berpengaruh, yaitu variabel Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH Pst) 

dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan variabel lainnya, yaitu Pajak Daerah 

(PD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH Prov), tidak memiliki 

pengaruh terhadap Belanja Pegawai (BP). Oleh karena itu, dua variabel yang 

disebut terakhir tersebut secara statistik tidak pernah memiliki dampak tidak 

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Itulah alasan-alasan tentang 
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mengapa hanya ada dua jalur pengaruh tidak langsung yang berkontribusi 

secara signifikan. 

 

5.5. Hasil Uji Hipotesis 

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab III, penelitian ini memiliki 22 

hipotesis yang terkait dengan 4 rumusan masalah. Distribusi rumusan masalah 

dengan masing-masing hipotesisnya, serta hasil pengujiannya disajikan dalam 

Tabel 5.11. 

Dari sebanyak 22 hipotesis yang diajukan, yang terbukti secara statistik 

sebanyak 10 hipotesis, sedangkan yang tertolak karena tidak terbukti sebanyak 

12 hipotesis. Distribusi lebih detilnya adalah sebagai berikut: 

• Rumusan masalah pertama, berkaitan dengan hipotesis mengenai pengaruh 

langsung pendapatan daerah terhadap belanja daerah, memliki 8 hipotesis, 

yang terbukti 5 hipotesis dan yang tertolak 3 hipotesis. 

• Rumusan masalah kedua, berkaitan dengan hipotesis mengenai pengaruh 

langsung pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, memliki 4 

hipotesis, yang terbukti 2 hipotesis dan yang tertolak 2 hipotesis. 

• Rumusan masalah ketiga, berkaitan dengan hipotesis mengenai pengaruh 

langsung belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, memliki 2 hipotesis, 

yang terbukti 1 hipotesis dan yang tertolak 1 hipotesis. 

• Rumusan masalah keempat, berkaitan dengan hipotesis mengenai pengaruh 

tidak langsung pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

belanja daerah sebagai mediator, memliki 8 hipotesis, yang terbukti 2 

hipotesis dan yang tertolak 6 hipotesis. 
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Tabel 5.11. 
Hasil Pengujian Hipotesis 

Masalah Hipotesis Pernyataan Hasil Uji 

1 

H1a 
Pajak Daerah berpengaruh secara langsung 
terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal H1a diterima 

H1b 
Pajak Daerah berpengaruh secara langsung 
terhadap Belanja Pegawai H1b ditolak 

H1c 
DBH Pajak Provinsi berpengaruh secara langsung 
terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal 

H1c ditolak 

H1d 
DBH Pajak Provinsi berpengaruh secara langsung 
terhadap Belanja Pegawai H1d ditolak 

H1e 
DBH Pajak Pusat berpengaruh secara langsung 
terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal H1e diterima 

H1f 
DBH Pajak Pusat berpengaruh secara langsung 
terhadap Belanja Pegawai H1f diterima 

H1g 
Dana Alokasi Umum berpengaruh secara langsung 
terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal H1g diterima 

H1h 
Dana Alokasi Umum berpengaruh secara 
langsung terhadap Belanja Pegawai 

H1h diterima 

2 

H2a 
Pajak Daerah berpengaruh secara langsung 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi H2a ditolak 

H2b 
DBH Pajak Provinsi berpengaruh secara langsung 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi H2b ditolak 

H2c 
DBH Pajak Pusat berpengaruh secara langsung 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi H2c diterima 

H2d 
Dana Alokasi Umum berpengaruh secara 
langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi H2d diterima 

3 
H3a 

Belanja Barang/Jasa dan Modal berpengaruh 
secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

H3a ditolak 

H3b 
Belanja Pegawai berpengaruh secara langsung 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi H3b diterima 

4 

H4a 
Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi melalui Belanja Barang/Jasa dan Modal H4a ditolak 

H4b 
Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi melalui Belanja Pegawai H4b ditolak 

H4c 
DBH Pajak Provinsi berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja 
Barang/Jasa dan Modal 

H4c ditolak 

H4d 
DBH Pajak Provinsi berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Pegawai H4d ditolak 

H4e 
DBH Pajak Pusat berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja 
Barang/Jasa dan Modal 

H4e ditolak 

H4f 
DBH Pajak Pusat berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Pegawai 

H4f diterima 

H4g 
Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja 
Barang/Jasa dan Modal 

H4g ditolak 

H4h 
Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Pegawai H4h diterima 

     



 

 

 

179 
 

BAB VI 

PEMBAHASAN HASIL UJI PENELITIAN 

 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dampak langsung maupun tidak langsung variabel 

penerimaan pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di semua 

wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil uji hipotesis tentang 

pengaruh langsung dan tidak langsung telah disajikan pada Bab sebelumnya. 

Seperti telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan temuan yang sangat menarik 

mengenai pengaruh langsung pendapatan terhadap belanja, pengaruh langsung 

pendapatan dan belanja terhadap pertumbuhan, serta pengaruh tidak langsung 

pendapatan terhadap pertumbuhan dengan belanja sebagai mediator. Ada 

temuan yang seirama dengan prediksi sebelumnya, namun juga ada temuan lain 

yang tidak sejalan dengan harapan sebelumnya. 

Terhadap semua temuan tersebut perlu dilakukan pembahasan untuk 

menjelaskan mengapa dan bagaimana temuan itu terjadi. Dalam rangka untuk 

membahas hasil penelitian dalam Bab ini, penulis melakukannya dengan dua 

jalan yaitu: (1) membandingkan dan mengkaji kesesuaian (atau ketidaksesuaian) 

antara temuan dalam penelitian ini dengan pernyataan yang bersifat teoritis yang 

mendasari temuan tersebut (yang seharusnya terjadi), atau (2) membandingkan 

temuan penelitian yang dilakukan penulis dengan temuan dan kesimpulan dari 

penelitian terdahulu. 

Dalam bagian ini, urutan pembahasannya disesuaikan dengan urutan 

rumusan masalah yang tercantum dalam Bab I, yaitu, (1) pengaruh pendapatan 

daerah terhadap belanja daerah; (2) pengaruh pendapatan daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi; (3) pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi; dan (4) pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 
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melalui mediator belanja daerah. Pada bagian akhir akan disampaikan 

pembahasan tentang pengaruh variabel kontrol. 

6.1 Pengaruh Variabel Keuangan Daerah 

Pada penelitian ini konsep keuangan daerah direpresentasikan melalui 

penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah, di mana faktor 

penerimaan pendapatan yang dimaksud adalah variabel Pajak Daerah, Dana 

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat dan Dana 

Alokasi Umum. Sedangkan untuk faktor pengeluaran belanja daerah yang 

dimaksud adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. 

 

6.1.1    Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah 

Penerimaan pendapatan dari Pajak Daerah merupakan salah satu 

komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang pada prinsipnya dapat 

dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai semua jenis 

belanja, baik untuk membiayai Belanja Pegawai maupun untuk Belanja 

Barang/Jasa dan Modal. Namun demikian penelitian ini menemukan bahwa, di 

satu sisi, Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Barang/Jasa dan Modal akan tetapi, di sisi lain, Pajak Daerah tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Belanja Pegawai. 

Mencermati temuan ini dapat dikatakan bahwa ada kecenderungan 

penerimaan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih digunakan untuk 

membiayai Belanja Barang/Jasa dan Modal daripada digunakan untuk 

membiayai Belanja Pegawai. Dengan kata lain, bila ada kenaikan pendapatan 

daerah terutama kenaikan Pajak Daerah, maka kenaikan itu oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan Belanja Barang/Jasa 

dan Modal. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD), dalam hal ini adalah pajak daerah, secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Modal (Darwanto, 2007; serta Mahdar dan Munir, 

2016).  

Selanjutnya, pengujian pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

menghasilkan temuan yang berbeda jika dibandingkan dengan pengaruh Pajak 

Daerah (PD) seperti yang telah dijelaskan. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi (DBH Prov) terhadap Belanja Pegawai (BP) maupun terhadap Belanja 

Barang/Jasa dan Modal (BBJM) sama-sama memiliki tanda positif akan tetapi 

tidak signifikan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Marzalita (2014), dimana 

hasil penenlitiannya menunjukkan bahwa perubahan dana bagi hasil tidak 

berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja barang dan jasa untuk kasus 

Pemerintah Daerah di Indonesia. Aqnisa (2016) juga menemukan hasil serupa, 

dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel DBH tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. 

Terkait dengan pertanyaan tentang mengapa Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi tidak berpengaruh terhadap semua jenis belanja daerah, barangkali hal 

ini berkaitan dengan karakteristik dari Pajak Provinsi itu sendiri. Pajak Provinsi 

terdiri atas lima jenis pajak, namun ada tiga komponen yang sangat 

mendominasi dan mencerminkan potensi riil daerah provinsi yaitu Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Obyek pemungutan ketiga 

jenis pajak provinsi tersebut berbeda-beda. 

Dasar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah mengikuti basis wilayah 

administratif  Kabupaten/Kota dimana STNK kendaraan bermotor tersebut 

diterbitkan. Jika STNK kendaraan bermotor tersebut diterbitkan di Kota Surabaya 

misalnya, maka Dana Bagi Hasil PKB akan diterima oleh Pemerintah Kota 
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Surabaya. Jadi meskipun misalnya pemilik dan/atau pemakai yang menguasai 

kendaraan bermotor tersebut adalah penduduk Kota Malang, maka PKB yang 

dibayar oleh penduduk Kota Malang tersebut tetap menjadi potensi bagi hasil 

pajak provinsi yang diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

Di Jawa Timur fenomena seperti tersebut di atas sering dijumpai. Di 

beberapa wilayah Pulau Madura, misalnya, tidak sedikit kendaraan bermotor 

yang sehari-hari digunakan di Pulau Madura secara administratif memiliki STNK 

yang terdaftar di Kota Surabaya, sehingga potensi untuk bagi hasil pajak provinsi 

yang berumber dari PKB/BBNKB tidak diterima oleh Pemerintah Kabupaten di 

wilayah Pulau Madura. Contoh yang hampir serupa juga bisa terjadi di wilayah 

perbatasan antar provinsi, misalnya sepanjang perbatasan dengan Provinsi Jawa 

Tengah atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pertimbangan kemudahan 

atau kedekatan untuk membayar pajak, ada kendaraan bermotor yang terdaftar 

pada wilayah administratif provinsi tetangga (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta), walaupun sehari-hari digunakan dan/atau dikuasai oleh masyarakat 

yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Timur.  

Selanjutnya untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

memiliki basis pemungutan yang berbeda dengan PKB/BBNKB. Pemungutan 

PBBKB mengikuti basis wilayah dimana penyedia/produsen bahan bakar 

menjual produknya, atau di wilayah kabupaten/kota mana para pengguna 

kendaraan bermotor tersebut membeli bahan bakar pada suatu SPBU, maka di 

wilayah kabupaten/kota itulah potensi bagi hasil PBBKB akan diterima. Sebagai 

contoh, jika pada akhir pekan banyak kendaraan bermotor yang STNK-nya 

terdaftar di luar wilayah Malang Raya kemudian memasuki wilayah Malang Raya 

dan membeli bahan bakar di SPBU yang berada di wilayah Malang Raya, maka 

potensi bagi hasil PBBKB dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan diterima 
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oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Malang Raya, dan bukan diterima 

oleh wilayah di mana STNK tersebut terdaftar. 

Temuan unik lain berkaitan dengan pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Pusat. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat  

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pegawai, akan tetapi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Barang/Jasa dan 

Modal. Implikasinya, jika ada kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat, maka 

kenaikan itu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota lebih condong dialokasikan untuk 

memenuhi Belanja Pegawai, bukan untuk meningkatkan Belanja Barang/Jasa 

dan Modal. Fenomena ini sulit untuk dijelaskan. 

Namun demikian alternatif penjelasannya dapat dikemukakan bahwa 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat  didominasi dari potensi penerimaan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri 

(OPDN) yang dipungut oleh pemerintah pusat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Timur melalui instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan. Jika penerimaan PPh Pasal 21 dan OPDN suatu 

Kabupaten/Kota berjumlah besar, maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan akan menerima DBH Pajak dari Pusat dalam jumlah yang besar 

pula. Motif ini yang mungkin bisa menjelaskan mengapa DBH Pajak dari Pusat 

lebih condong digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai. 

Maksudnya, jika DBH Pajak dari Pusat digunakan untuk membiayai 

belanja pegawai, maka rentetannya akan berujung pada tingginya DBH Pajak 

dari Pusat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar belanja pegawai 

merupakan obyek PPh Pasal 21 karyawan. Kenaikan belanja pegawai identik 

dengan kenaikan pendapatan para pegawai. Kenaikan pendapatan pegawai 

akan meningkatkan perolehan PPh Pasal 21 bagi pemerintah pusat, sehingga 

DBH Pajak dari Pusat yang dialokasikan ke daerah yang bersangkutan akan 
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menjadi semakin tinggi. Tetapi sebaliknya, jika DBH Pajak dari Pusat tersebut 

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai Belanja 

Barang/Jasa atau Belanja Modal, dampaknya terhadap penerimaan yang berasal 

dari DBH Pajak dari Pusat menjadi tidak signifikan. Sebab pengeluaran Belanja 

Barang/Jasa atau Belanja Modal relatif tidak berdampak terhadap kenaikan 

pendapatan pegawai. Inilah alternatif penjelasan mengapa DBH Pajak dari Pusat 

lebih condong digunakan untuk memenuhi Belanja Pegawai daripada Belanja 

Barang/Jasa atau Belanja Modal. Tentu saja penjelasan seperti ini masih bersifat 

hipotetis, sehingga untuk menjadi jawaban yang valid masih perlu diuji dengan 

penelitian lanjutan. 

Hasil temuan mengenai dampak DBH Pajak dari Pusat dalam penelitian 

ini senada dengan penelitian Sihite (2009) yang mengemukakan bahwa DBH 

dan DAK berpengaruh terhadap belanja langsung (di mana komponen 

pentingnya adalah belanja pegawai). Pemerintah akan memiliki kemampuan 

untuk menetapkan belanja langsung yang lebih besar apabila anggaran DBH dan 

DAK semakin besar. Begitu pula sebaliknya, bila anggaran DBH dan DAK 

semakin kecil, pemerintah akan memiliki kemampuan dalam menetapkan belanja 

langsung yang juga terbatas. 

Variabel pendapatan daerah yang terakhir dalam penelitian ini adalah 

Dana Alokasi Umum (DAU). Seperti diketahui, DAU merupakan sumber dana 

yang dominan bagi daerah dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat 

sebagaimana tujuan dari desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan, 

disamping tetap mengoptimalkan potensi daerah untuk mengurus dan membiayai 

kebutuhannya. Ditemukan bahwa DAU memiliki pengaruh positif dan signifkan 

terhadap dua jenis variabel belanja daerah, yakni terhadap variabel Belanja 

Barang/Jasa dan Modal serta Belanja Pegawai. 
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Perlu ditegaskan bahwa hasil ini serupa dengan temuan Abdullah & Halim 

(2004) yang menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah dengan kasus Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Hasilnya menunjukan bahwa Dana Alokasi 

Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Prakosa (2004), 

dengan mengambil kasus di Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah, juga menyatakan bahwa secara empiris besarnya 

belanja daerah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diterima dari 

Pemerintah Pusat. Penelitian Haryanto (2013) juga mengkonfirmasi bahwa 

variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Barang dan Jasa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat 

keyakinan 0.05. Selanjutnya Sari (2010) dan Darwanto (2007) mengemukakan 

bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja langsung dalam artian belanja modal. 

Penjelasan dibalik fenomena mengapa DAU memiliki pengaruh positif 

terhadap Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Modal, dapat dikaitkan dengan 

prinsip umum penentuan besarnya DAU bagi suatu daerah. Penentuan DAU 

didasarkan pada dua indikator penting, yaitu Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. 

Komponen alokasi dasar DAU meliputi seluruh gaji PNS Daerah. Semakin besar 

gaji PNS Daerah, semakin besar pula alokasi DAU yang akan diterima oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga tidak mengherankan kalau pada akhirnya 

ditemukan bahwa penerimaan daerah dalam bentuk DAU memiliki pengaruh 

positif terhadap Belanja Pegawai. 

Komponen yang kedua adalah Celah Fiskal. Besarnya Celah Fiskal 

ditentukan oleh dua indikator: Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan 

Fiskal berhubungan dengan tingkat kemajuan suatu daerah, dengan ketentuan: 

semakin terbelakang suatu daerah maka semakin tinggi kebutuhan fiskalnya, hal 
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ini berimplikasi pada semakin besarnya DAU yang akan diterima. Sementara itu, 

Kapasitas Fiskal ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memobilisasi 

pendapatan asli daerah serta potensi penerimaan DBH. Semakin rendah 

kapasitasnya maka semakin tinggi penerimaan DAU. Jadi, komponen Celah 

Fiskal ini sebenarnya mencerminkan kebutuhan dana bagi Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk membiayai seluruh jenis belanjanya. Oleh karena itu, 

disamping mempengaruhi Belanja Pegawai, besarnya DAU yang diterima oleh 

pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal. 

 Sebagai penutup seksi ini, dapat dikatakan bahwa variabel penerimaan 

yang penggunannya condong untuk membiayai Belanja Pegawai adalah Dana 

Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH Pst) dan Dana Alokasi Umum (DAU). 

Sedangkan yang penggunannya condong untuk memenuhi kebutuhan Belanja 

Barang/Jasa dan modal adalah Pajak Daerah (PD) dan Dana Alokasi Umum 

(DAU). Sudah tertutupnya Belanja Pegawai oleh penerimaan DAU, memungkin 

pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membelanjakan Pajak Daerah guna 

memenuhi kebutuhan Belanja Barang/Jasa dan Modal. 

 

6.1.2   Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Seperti telah disebutkan, pendapatan daerah dijabarkan menjadi empat 

variabel yakni: Pajak Daerah (PD), Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH 

Prov), Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH Pst), dan Dana Alokasi Umum 

(DAU). Keempat variabel tersebut, kecuali DBH Pst, memiliki tanda pengaruh 

yang negatif. Negatifnya pengaruh variabel pendapatan daerah secara 

konseptual sudah benar, karena pendapatan bagi pemerintah pada dasarnya 

adalah beban bagi masyarakat dan perekonomian. Meningkatnya beban yang 

harus ditanggung oleh masyarakat tentu saja berimplikasi pada semakin 

rendahnya kekuatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. 
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Namun demikian, tidak semua variabel yang berpengaruh secara negatif 

tersebut signifikan secara statistik. Dari tiga variabel yang berpengaruh secara 

negatif tersebut, hanya DAU yang memiliki pengaruh secara signifikan. 

Sedangkan pengaruh Pajak Daerah dan Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi 

tidak signifikan, sehingga bisa ditegaskan bahwa Pajak Daerah dan Dana Bagi 

hasil Pajak dari Provinsi tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hanya DAU yang memiliki pengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya, semakin tinggi DAU yang 

diterima oleh suatu daerah, semakin lambat pertumbuhan ekonominya. 

Negatifnya pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi bisa 

dijelaskan dari logika persfektif penerimaan. Seperti telah disebutkan, DAU 

adalah bagian dari penerimaan pemerintah pusat (dari Pajak dan PNBP) yang 

dialokasikan untuk membiayai transfer Dana Perimbangan yang akan diterima 

oleh pemerintah daerah. Sudah barang tentu untuk bisa membiayai DAU, 

pemerintah pusat harus mempunyai penerimaan yang memadai dan besar. Perlu 

digaris bawahi, penerimaan pemerintah pusat yang besar tersebut pada 

bersumber dari transfer beban yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi dalam 

perekonomian kepada pemerintah pusat. Jadi, dibalik setiap angka-angka 

besarnya DAU, pada dasarnya tersirat sebesar itulah beban yang harus 

ditanggung oleh mayarakat dan perekonomian di daerah. Kaidah umum sudah 

menjelaskan, semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh masyarakat, 

semakin lemah aktivitas perekonomian yang dapat digerakkan dan, sebagai 

konsekuensinya, semakin rendah pertumbuhan ekonominya. Inilah logika 

mengapa DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Temuan di atas sejalan dengan beberapa penellitian terdahulu. Penelitian 

Hartono (2012) yang mengambil obyek studi di Kabupaten/Kota di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa DAU memiliki hubungan yang 
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negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya hasil serupa 

juga dikemukakan oleh Setyawati dan Hamzah (2007), bahwa terdapat 

hubungan negatif dan signifikan antara DAU dengan Pertumbuhan Ekonomi 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

Satu-satunya variabel pendapatan daerah yang berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH 

Pst). Temuan ini agak sulit dijelaskan, seharusnya Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Pusat memiliki pengaruh yang negatif seperti halnya pengaruh Pajak Daerah dan 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta DAU. Meskipun agak sulit untuk 

dijelaskan, hasil temuan ini masih sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu 

seperti yang dilakukan oleh Hasan (2015), Pujiati (2008), Santosa (2013), Riska, 

dkk. (2014), dan Hendriwiyanto (2015). Perlu digarisbawahi bahwa penelitian 

mereka tidak secara spesifik menyebut pengaruh Dana Bagi hasil Pajak dari 

Pusat atau dari Provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi mereka 

menyebut Dana Bagi Hasil secara keseluruhan. Ditemukan bahwa DBH secara 

keseluruhan (terdiri dari DBH Pajak dan Non Pajak yang bersumber dari SDA 

Migas serta Non Migas) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

6.1.3   Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Dalam penelitian ini, variabel belanja daerah diklasifikasikan dalam dua 

jenis, yakni Belanja Pegawai (BP) dari kelompok belanja langsung dan tidak 

langsung, serta Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM) yang merupakan 

penjumlahan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal dari kelompok belanja 

langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Pegawai (BP) memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi, 

yang berarti kenaikan Belanja Pegawai akan diikuti oleh kenaikan dalam 

pertumbuhan ekonomi. Hasil sebaliknya terjadi untuk Belanja Barang/Jasa dan 
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Modal, yaitu meskipun memiliki pengaruh yang negatif tetapi secara statistik 

pengaruhnya tidak signifikan. Implikasinya adalah, perubahan pada Belanja 

Barang/Jasa dan Modal tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Ringkasnya, pertumbuhan ekonomi tidak merespon perubahan Belanja 

Barang/Jasa dan Modal, tetapi merespon secara positif terhadap perubahan 

Belanja Pegawai. 

Positifnya pengaruh Belanja Pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi 

memang sudah seperti yang diharapkan, karena temuan ini sejalan dengan 

prediksi teori. Kenaikan Belanja Pegawai akan termanifestasikan kedalam 

kenaikan pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan masyarakat itu sendiri 

pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan konsumsi masyarakat, khususnya 

konsumsi para pegawai pemerintah daerah. Seperti yang dijelaskan oleh teori 

ekonomi makro, kenaikan konsumsi masyarakat akan berdampak langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan pendapatan dan output 

perekonomian). Oleh karena itu, Belanja Pegawai memiliki dampak yang positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Rekanaharto (2014) yang 

membuktikan bahwa alokasi anggaran belanja daerah untuk Belanja Pegawai 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nurrahmah 

(2014), memperoleh hasil penelitian bahwa Belanja Pegawai berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan Pendapatan 

Asli Daerah, belanja barang, belanja modal dan jumlah penduduk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Sementara itu, tidak berpengaruhnya Belanja Barang/Jasa dan Modal 

terhadap pertumbuhan ekonomi cukup menjadi tanda tanya dan sekaligus 

sangat disayangkan. Berbeda dengan Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa 

dan Modal adalah belanja yang sifatnya tidak konsumtif. Belanjanya berupa 
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pembelian aset dan barang yang tidak habis pakai dalam waktu yang pendek. 

Oleh karena itu, dampak Belanja Barang/Jasa dan Modal seharusnya 

berlangsung lebih lama. Tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

sifatnya sesaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga kelangsungan 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang lebih panjang. Aset dan barang modal 

yang sudah dibeli saat ini akan meningkatkan kapasitas perekonomian dalam 

periode berikutnya. 

Untuk menjelaskan temuan ini, perlu kiranya terlebih dahulu menelaah 

definisi dan cakupan dari Belanja Barang/Jasa dan Modal. Menurut Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, 

belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset dan/atau 

menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapasitas aset tetap/aset lainnya 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jelas bahwa belanja modal dimaksudkan 

utamanya untuk memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Sedangkan belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang 

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak 

dipasarkan, barang dan jasa yang digunakan untuk riset, pengembangan, dan 

pelatihan. Termasuk dalam belanja barang antara lain meliputi ATK dan operator 

kantor lainnya, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan, dan pengadaan barang 

yang dimaksudkan untuk dijual atau diberikan kepada masyarakat. Fokus utama 

belanja barang adalah untuk membiayai kebutuhan operasional kantor, 

pemeliharaan kantor, dan biaya perjalanan. 

Dari cakupan dan definisi seperti tersebut di atas, tampak jelas bahwa 

belanja barang dan modal memiliki pengertian yang luas dan tidak semata-mata 

untuk memperkuat infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya. 

Dalam prakteknya, pembelian barang modal oleh pemerintah daerah 
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Kabupaten/Kota cenderung lebih banyak digunakan untuk pembelian aset tetap 

dan bukan berupa infrastruktur ekonomi yang dapat meningkatkan kapasitas 

perekonomian daerah. Begitu juga untuk belanja barang dan jasa, prakteknya 

belanja barang dan jasa juga sering digunakan untuk membiayai operasional 

kegiatan yang bersifat internal, seperti biaya perjalanan dinas, jasa kantor, bahan 

pakai habis, makanan dan minuman, pemeliharaan/perawatan aset, 

kursus/pelatihan/bimtek PNS/Non PNS dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Belanja Barang/Jasa dan 

Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Praktek yang terjadi di 

lapangan sering menyimpang jauh dari konsep teoritis yang seharusnya. Bisa 

jadi, belanja yang direalisasikan Belanja Barang/Jasa dan Modal belum dapat 

menambah kapasitas ekonomi secara riil, tetapi justru cenderung menimbulkan 

pemborosan. Inilah penjelasan mengapa Belanja Barang/Jasa dan Modal dalam 

penelitian ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Penelitian terdahulu juga banyak yang menghasilkan temuan yang sama. 

Penelitian yang dilakukan  oleh Sudrajat (2017) dengan studi kasus di Kabupaten 

Ngawi Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil sama, dimana pertumbuhan 

ekonomi tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja 

modal. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Mayasari,dkk (2014), 

Wertianti dan Dwirandra (2013), Mahdar dan Munir (2016), Harianto (2017), 

Setiyawati (2007), Hakim (2014), serta Darwanto dan Yuli (2007) memberikan 

hasil yang menarik, dimana belanja modal memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengindikasikan bahwa untuk konteks 

APBD Kabupaten/Kota, pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan 

apabila dialokasikan lebih banyak kepada Belanja Barang/Jasa dan Modal. 
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6.1.4 Pengaruh Tidak Langsung Pendapatan Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Melalui Mediator Belanja. 

Pembahasan sebelumnya adalah pembahasan yang berkaitan dengan 

pengaruh langsung. Dimana pembahasannya meliputi pengaruh langsung 

pendapatan terhadap belanja dan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta 

pengaruh langsung belanja terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada bagian ini 

akan disampaikan ulasan mengenai pengaruh tidak langsung pendapatan 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah sebagai 

mediator. 

Seperti telah disampaikan pada bab sebelumnya, ada dua temuan pokok 

yang berkaitan dengan dampak tidak langsung, yaitu (1) hanya ada dua variabel 

pendapatan yang memiliki dampak tidak langsung terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Variabel yang dimaksud adalah Dana Bagi Hasil pajak dari Pusat (DBH 

Pst) dan Dana Alokasi Umum (DAU). (2) variabel mediator yang mampu 

menterjemahkan pendapatan menjadi pertumbuhan ekonomi adalah Belanja 

Pegawai (BP). Sementara itu, variabel Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM) 

yang sebelumnya diharapkan menjadi penghubung yang baik justru tidak 

terbukti. 

Temuan ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pegawai memberikan 

peranan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya penerimaan 

pendapatan daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat dan Dana 

Alokasi Umum yang dialokasikan untuk kebutuhan Belanja Pegawai akan dapat 

meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur. Hal ini dimungkinkan karena Belanja Pegawai (yang meliputi gaji, 

tunjangan, honor, dan lain-lain) yang dibayarkan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat langsung 

menigkatkan pendapatan mereka. Pendapatan pegawai lebih besar digunakan 
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untuk menambah kebutuhan konsumsi barang dan/atau jasa yang bersifat 

primer, sekunder maupun tersier di daerah masing-masing. Peningkatan 

konsumsi masyarakat akan berujung pada pertumbuhan ekonomi. 

Pada sisi yang berlawanan, apabila penerimaan pendapatan daerah 

dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat 

dialokasikan untuk Belanja Barang/Jasa dan/atau Belanja Modal justru tidak 

dapat menciptakan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Seperti penjelasan sebelumnya, hal ini dikarenakan pengeluaran untuk 

belanja barang dan modal masih belum direalisasikan untuk mengadakan 

barang-barang dan/atau jasa yang bersifat produktif dalam meningkatkan 

kapasitas perekonomian daerah. Pengeluaran semacam ini kurang berperan 

sebagai salah satu faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Ini 

merupakan tantangan yang harus diseleseikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur. 

 

6.2 Pengaruh Variabel Kontrol 

Investasi sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini tidak mengherankan karena 

investasi menggambarkan terjadinya akumulasi modal yang bisa meningkatkan 

output potensial yang mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi jangka panjang 

(Samoelson dan Nordhaus, 2002). Secara konseptual, tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Di satu 

sisi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar 

bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta 

akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari 

pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan 

semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Dengan 
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demikian, pertumbuhan merupakan fungsi dari investasi (Todaro, 2003). Dalam 

konteks ini, penelitian menggunakan pemikiran bahwa pertumbuhan merupakan 

fungsi dari investasi. 

Pentingnya investasi dalam pertumbuhan sudah banyak diungkapkan 

oleh peneliti terdahulu. Khan (1996) dalam penelitiannya yang menggunakan 

sampel 95 negara berkembang pada tahun 1970-1990 membuktikan bahwa 

pengaruh investasi swasta memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi daripada investasi publik. Kemudian Atmaja (2001) di 

dalam hasil penelitian faktor yang mempengaruhi perekonomian kabupaten dan 

kota di Bali, menunjukkan bahwa investasi swasta memegang peranan yang 

sangat dominan di Provinsi Bali. Selain itu hasil yang sama seperti pada Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penelitiannya Haq (2017) menemukan hasil 

bahwa investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. 

Berbeda dengan investasi, penelitian ini menemukan bahwa tenaga kerja 

memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota 

Jawa Timur. Sungguh pun hasil ini menyimpang dari prediksi teori, temuan ini 

masih sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Rahayu (2004) 

tentang Peranan Sektor Publik Lokal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional Di 

Wilayah Surakarta menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah daerah dan tenaga 

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya  

Mokodampis, dkk (2013) menemukan bahwa variabel tenaga memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Selain itu Haq 

(2017) dalam penelitiannya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

menunjukkan hasil bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Selanjutnya hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Raleva (2014) di Bulgaria selama periode 1991-
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2013 ditemukan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh negatif dan signfikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi untuk periode 2009 dan setelahnya. 

Mengapa tenaga kerja memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

di Jawa Timur. Menurut Todaro dan Smith (2003), pengaruh tenaga kerja 

terhadap pertumbuhan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, tetapi 

juga dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja. Pada penelitian ini terbatas hanya  

mempertimbangkan jumlah tenaga kerja saja, dan tidak mempertimbangkan 

kualitasnya. 

Terlepas dari itu semua, variabel tenaga kerja dalam penelitian ini 

menggunakan data angkatan kerja. Ini dilakukan karena persoalan ketersediaan 

data, dimana data yang tersedia di Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah data 

angkatan kerja. Seperti diketahui, tidak semua mereka yang masuk kategori 

angkatan kerja adalah benar-benar bekerja. Sebagian dari mereka ada yang 

menganggur. Tentu saja angkatan kerja yang menganggur atau tenaga kerja 

dengan upah terbatas akan sulit berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sehingga yang berkontribusi adalah angkatan kerja yang benar-benar bekerja 

dengan upah layak yang dapat mengoptimalkan kebutuhan konsumsinya. Itulah 

alasan yang mungkin menjadi penyebab mengapa tenaga kerja dalam penelitian 

ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  

 

6.3 Temuan Penelitian 

Berangkat dari pembahasan hasil penelitian tentang pengaruh 

pendapatan dan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, 

beberapa hal di bawah dapat dikemukakan sebagai beberapa temuan yang 

penting, yaitu: 

a. Pendapatan daerah dalam bentuk Pajak Daerah (PD) tidak memiliki 

pengaruh terhadap Belanja Pegawai (BP), tetapi mampu mempengaruhi 
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Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM). Ini mengindikasikan bahwa 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur lebih condong menggunakan 

Pajak Daerah untuk membiayai Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM) 

daripada untuk membiayai Belanja Pegawai (BP).  

b. Pendapatan daerah dalam bentuk Dana Perimbangan (DBH Pajak Pusat 

dan DAU) sama-sama berpengaruh terhadap Belanja Pegawai (BP) maupun 

terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM). Pengaruh DAU terhadap 

BP dan BBJM adalah positif, sehingga setiap kenaikan DAU akan 

menyebabkan kenaikan BP dan BBJM. Sementara itu, DBH Pajak dari Pusat 

berpengaruh positif terhadap Belanja Pegawai, tetapi berpengaruh negatif 

terhadap BBJM. Ini mengindikasikan bahwa DBH Pajak dari Pusat 

cenderung digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai (BP) daripada 

untuk membiayai Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM). 

c. Pendapatan dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH Prov) 

merupakan satu-satunya variabel penerimaan yang tidak memiliki peran 

dalam penelitian ini. Variabel DBH Pajak dari Provinsi tidak memiliki 

pengaruh terhadap semua jenis belanja (baik Belanja Pegawai maupun 

Belanja Barang/Jasa dan Modal) serta tidak memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Karakter PKB, BBNKB dan PBBKB yang unik 

diprediksi menjadi sebab tidak berperannya DBH Pajak dari Provinsi. 

d. Tidak semua variabel pendapatan memiliki pengaruh langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Pajak Daerah (PD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi (DBH Prov) keduanya tidak memiliki kontribusi langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini yang memiliki kontribusi langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Dana Alokasi Umum (DAU), 

berpengaruh secara negatif, dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH 

Pst), berpengaruh secara positif. 
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e. Dari dua variabel belanja, hanya variabel Belanja Pegawai (BP) yang 

mempengruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, jenis Belanja 

Barang/Jasa dan Modal (BBJM) tidak mampu mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Ada indikasi bahwa kualitas Belanja Barang/Jasa dan Modal 

(BBJM) masih belum merepresentasikan sebagai belanja yang benar-benar 

bersifat produktif. 

f. Tidak semua variabel pendapatan memiliki dampak tidak langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini yang memiliki dampak tidak langsung 

hanya dua variabel yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH Pst) dan 

Dana Alokasi Umum (DAU), dimana dampak tidak langsungnya positif. 

Itupun dengan catatan apabila variabel mediatornya adalah belanja Pegawai 

(BP). Jika mediatornya adalah Belanja Barang/Jasa dan Modal, maka kedua 

variabel pendapatan tersebut tidak memiliki dampak tidak langsung. 

 

6.4 Kontribusi Penelitian 

Sesuai dengan topik disertasi ini, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji 

kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Operasionalisasi APBD Kabupaten/Kota 

direpresentasikan kedalam dua kelompok variabel besar yaitu variabel 

pendapatan dan variabel belanja. Selanjutnya variabel pendapatan dijabarkan 

menjadi empat variabel yaitu Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat, dan Dana Alokasi Umum. 

Sementara itu, variabel belanja dibedakan menurut jenisnya, yakni Belanja 

Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa yang dijumlahkan dengan Belanja 

Modal. Semua variabel tersebut kemudian diuji pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 
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Operasionalisasi APBD Kabupaten/Kota menjadi beberapa variabel dan 

mengaitkan variabel-variabel tersebut dengan pertumbuhan ekonomi dilakukan 

dengan menggunakan landasan teori maupun hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang terkait. Dengan langkah ini, diharapkan disertasi ini mampu memberikan 

kontribusi dari aspek pengembangan teori. Dari hasil temuan yang diperoleh, 

dapat dikemukakan beberapa konstribusi teoritisnya, yaitu: 

Pertama, penelitian ini memperkuat teori pertumbuhan dari sisi 

permintaan (teori Keynesian) yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki 

peranan yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan 

pemerintah itu direpresentasikan oleh hadirnya variabel belanja pemerintah (G) 

dalam konsep keseimbangan pendapatan nasional, dimana formulanya adalah  

Y = C + I + G + (X – M).  

Sisi kanan dari persamaan tersebut menunjukan permintaan agregat 

(atau pengeluaran agregat), sedangkan sisi kiri menunjukkan besarnya output 

atau pendapatan. Berdasarkan formula tersebut, dapat dinyatakan bahwa jika 

belanja pemerintah (G) mengalami kenaikan, maka kenaikan belanja tersebut 

akan berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan pendapatan nasional, 

yang berarti tercipta pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya apabila 

belanja pemerintah turun, penurunan belanja pemerintah akan menurunkan 

secara langsung pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi negatif). 

Hasil penelitian ini tidak seluruhnya mendukung teori tersebut. Artinya, 

kenaikan belanja pemerintah tidak secara otomatis akan meningkatkan 

pendapatan nasional. Kenaikan belanja pemerintah tersebut akan menciptakan 

pertumbuhan jika belanja itu digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai. 

Namun jika belanja itu digunakan untuk membiayai Belanja Barang dan Jasa 

dan/atau Belanja Modal, maka dampaknya terhadap pertumbuhan tidak dapat 

dirasakan. Jadi kontribusi penelitian ini adalah menjelaskan jenis belanja 
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pemerintah mana yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan jenis 

belanja mana yang tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 

konteks APBD Kabupaten/Kota. 

Kedua, berkaitan penamaan dan cakupan dari Belanja Barang dan Jasa 

dan/atau Belanja Modal. Penamaan belanja sebagai “belanja barang/jasa dan 

modal” tidak sejalan konsep menurut teori. Secara teoritis, belanja modal adalah 

belanja yang digunakan untuk membeli barang modal yang berdampak pada 

bertambahnya kapasitas perekonomian. Namun praktek yang terjadi tidak selalu 

demikian. 

Bahkan ada kemungkinan belanja barang modal itu tidak memiliki aspek 

produktif, sehingga pos anggarannya berbunyi “belanja modal” tetapi prakteknya 

adalah cenderung pemborosan, hal ini dapat menimbulkan kesalahan 

pemahaman. Untuk itu, istilah yang digunakan dalam APBD sebaiknya sejalan 

dengan konsep teoritisnya sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. 

 

6.5 Keterbatasan Penelitian 

Sejauh penelitian ini dilaksanakan, peneliti masih merasa ada beberapa 

keterbatasan atau hambatan yang belum bisa diselesaikan. Keterbatasan 

penelitian ini diperkirakan memiliki pengaruh terhadap ketepatan hasil yang 

diperoleh. Harapan peneliti adalah agar keterbatasan dalam penelitian ini 

nantinya dapat diseleseikan oleh peneliti selanjutnya, sehingga dapat diperoleh 

hasil penelitian yang lebih akurat. Beberapa keterbatasan yang ditemui dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini tidak memperhitungkan belanja pegawai, belanja barang 

dan jasa, serta belanja modal milik Pemerintah Pusat yang tercantum 

dalam APBN maupun milik Pemerintah Provinsi yang tercatat dalam 

APBD Provinsi yang benar-benar dibelanjakan secara riil di masing-
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masing wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Diyakini bahwa 

besaran belanja milik Pmerintah Pusat maupun Provinsi memiliki dampak 

yang kuat terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

2. Investasi sebagai variabel kontrol pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dikeluarkan 

oleh BPS. Diperkirakan ada perbedaan yang cukup besar antara nilai 

investasi dan nilai PMTB, sehingga penyebutan investasi dalam penelitian 

ini kurang tepat. Keterbatasan ini belum bisa diselesaikan oleh peneliti 

karena persoalan ketersediaan data investasi pada masing-masing 

Kabupaten/Kota. 

3. Data jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam penelitian ini adalah data 

angkatan kerja. Dimana yang seharusnya dipakai adalah data angkatan 

kerja yang sudah bekerja. Di dalam data angkatan kerja masih ada 

tenaga kerja menganggur, sehingga menjadi kurang valid karena 

angkatan kerja yang menganggur tetap diperhitungkan sebagai orang 

yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan ini juga 

belum bisa diselesaikan karena data angkatan kerja yang benar-benar 

bekerja tidak tersedia secara lengkap pada tingkat Kabupaten/Kota. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Berangkat dari rumusan masalah yang telah diajukan serta mengacu 

pada pembahasan atas temuan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, 

beberapa hal di bawah ini dapat dikemukaan sebagai kesimpulan. 

1. Pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), dan Dana Alokasi 

Umum terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja Pegawai 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan satu-satunya penerimaan 

pendapatan daerah yang memiliki pengaruh positif terhadap semua jenis 

belanja, baik Belanja Barang/Jasa dan Modal maupun Belanja Pegawai. 

Temuan ini tidak mengherankan karena besarnya DAU yang diterima oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada dua komponen pokok, yaitu 

Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Besarnya komponen Alokasi Dasar terkait 

langsung dengan besarnya gaji pegawai Pemerintah Daerah dan komponen 

Celah Fiskal terkait dengan tingkat kemajuan daerah. Tentu saja semakin 

banyak gaji pegawai Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan dan 

semakin terbelakang suatu daerah, maka semakin besar pula DAU yang 

akan diterima. Oleh karena itu, DAU memiliki pengaruh langsung yang positif 

terhadap Belanja Pegawai maupun Belanja Barang/Jasa dan Modal bagi 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Berbeda dengan DAU, penerimaan dalam bentuk Pajak Daerah 

berpengaruh positif terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal tetapi tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Pegawai. Seperti telah disebutkan, Belanja 

Pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan bagi pegawai Pemerintah Daerah 
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secara umum sudah dapat tercukupi oleh DAU yang diterima oleh 

Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah tidak terlalu perlu 

mengalokasikan penerimaan dalam Pajak Daerah untuk membiayai Belanja 

Pegawai. Kondisi yang seperti ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk 

menggunakan seluruh Pajak Daerah yang diterima guna membiayai Belanja 

Barang/Jasa dan Modal. Inilah alasan mengapa Pajak Daerah berpengaruh 

positif terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal tetapi tidak berpengaruh 

terhadap Belanja Pegawai. 

Jenis penerimaan pendapatan daerah lainnya adalah Dana Bagi 

Hasil Pajak dari Pusat. Penelitian ini menemukan bahwa DBH Pajak dari 

Pusat memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Pegawai tetapi anehnya, 

memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal. Ini 

pertanda bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur lebih cenderung 

menggunakan DBH Pajak dari Pusat untuk membiayai Belanja Pegawai dari 

pada untuk membiayai Belanja Barang/Jasa dan Modal. Perilaku seperti ini 

diduga berkaitan dengan harapan untuk memperoleh DBH Pajak dari Pusat 

yang tetap besar di kemudian hari. Jika penerimaan dalam bentuk DBH 

Pajak dari Pusat digunakan untuk Belanja Pegawai, maka penerimaan pajak, 

khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemerintah pusat dari daerah 

tersebut tetap tinggi, sehingga daerah yang bersangkutan akan menerima 

DBH Pajak dari Pusat yang besar pula. Hal seperti ini tidak akan terjadi jika 

penerimaan dalam bentuk DBH Pajak dari Pusat digunakan untuk 

membiayai Belanja Barang/Jasa dan Modal. 

Variabel penerimaan pendapatan daerah berikutnya yang 

sekaligus hasilnya cukup mengejutkan adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi (DBH Pajak dari Provinsi). Jenis penerimaan daerah ini tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semua jenis belanja daerah. 
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Diduga hal ini disebabkan oleh karakteristik yang unik dari pajak provinsi. 

Tiga pajak provinsi yang paling dominan (PKB, BBNKB, PBBKB) memiliki 

basis pengenaan pajak yang didasarkan pada wilayah adminstratif dimana 

kendaraan bermotor tersebut didaftarkan atau dimana STNK kendaraan 

bermotor tersebut diterbitkan (untuk PKB dan BBNKB), serta di wilayah 

adminstratif mana para pemakai kendaraan bermotor tersebut membeli 

bahan bakar kendaraan (untuk PBBKB). Sering terjadi kedua wilayah 

adminstratif pengenaan masing-masing jenis pajak provinsi tersebut tidak 

pararel sama dengan wilayah adminstratif dimana pemilik atau pemakai 

kendaran yang sebenarnya berdomisili. 

2. Pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), dan Dana Alokasi 

Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur. 

Semua jenis penerimaan pendapatan daerah, kecuali DBH Pajak 

dari Pusat, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah (memiliki 

koefisien negatif). Ini tidak mengherankan karena penerimaan pemerintah 

daerah pada dasarnya adalah beban bagi perekonomian dan masyarakat di 

daerah, sehingga kenaikan penerimaan daerah akan menghambat 

pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, dari empat variabel 

penerimaan daerah, hanya dua yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu DBH Pajak dari Pusat yang 

berpengaruh secara positif, serta DAU yang berpengaruh secara negatif. 

Positifnya pengaruh DBH Pajak dari Pusat terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sulit untuk dijelaskan dan penelitian ini masih belum mampu 

menjelaskan mengapa dampaknya positif. Barangkali ini menjadi tugas 

penelitian berikutnya. Sementara itu, negatifnya pengaruh DAU tidak sulit 

untuk dijelaskan. DAU yang tercatat dalam APBD bersumber dari beban 
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daerah yang ditarik oleh Pemerintah Pusat yang kemudian dikembalikan 

kepada Pemerintah Daerah. Sampai tahap ini, DAU masih merupakan 

beban karena baru tercatat dalam APBD tetapi belum dibelanjakan oleh 

Pemerintah Daerah. Oleh karena masih menjadi beban, maka DAU yang 

diterima oleh daerah memiliki pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi 

di daerah.  

3. Pengaruh Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja Pegawai terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

Pengeluaran belanja daerah yang berpengaruh langsung dan 

positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah Belanja Pegawai. Sedangkan 

Belanja Barang/Jasa dan Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. Positifnya pengaruh Belanja Pegawai terhadap pertumbuhan 

sesuai dengan prediksi teori. Kenaikan belanja pegawai identik dengan 

kenaikan pendapatan para pegewai daerah, dan kenaikan pendapatan 

pegawai daerah akan diikuti oleh kenaikan konsumsi. Pada akhirnya 

kenaikan konsumi akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan 

permintaan agregat. 

Secara teoritis tidak berpengaruhnya Belanja Barang/Jasa dan 

Modal tidak sesuai dugaan sebelumnya. Diduga hal ini terjadi karena alokasi 

anggaran Belanja Barang/Jasa dan Modal masih memberikan porsi yang 

cukup dominan terhadap pemenuhan barang/jasa dan modal aset di lingkup 

internal Pemerintah Daerah serta cenderung belum terlalu berdampak positif 

terhadap aktivitas dan kapasitas ekonomi daerah. Misalnya alokasi anggaran 

belanja barang/jasa digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, jasa 

kantor, bahan pakai habis, makanan dan minuman, pemeliharaan/perawatan 

aset, kursus/pelatihan/bimtek PNS/Non PNS dan lain sebagainya. Kemudian 

untuk belanja modal, alokasi untuk pembelian tanah, gedung/bangunan, 
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serta peralatan dan mesin juga mengambil porsi yang cukup besar dari total 

anggaran belanja modal dengan agregat rata-rata ± 50% jika dibandingkan 

dengan belanja modal dalam bentuk infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan. 

4. Pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), dan Dana Alokasi 

Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur melalui Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja Pegawai 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

Penerimaan pendapatan daerah yang memiliki pengaruh secara 

tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja sebagai 

mediator hanya ada dua, yaitu DBH Pajak dari Pusat dan Dana Alokasi 

Umum. Hal yang sesuai harapan adalah pengaruh tidak langsung kedua 

pendapatan tersebut semuanya bersifat positif. Namun perlu ditegaskan 

bahwa pengaruh tidak langsung dari kedua pendapatan tersebut hanya akan 

terwujud jika mediatornya adalah Belanja Pegawai. Jika mediatornya adalah 

Belanja Barang/Jasa dan Modal, maka pengaruh tidak langsung kedua 

pendapatan tersebut tidak akan terjadi. Jadi, dalam hal ini, Belanja Pegawai 

mampu berperan sebagai mediator yang baik dalam pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menggambarkan bahwa Belanja 

Barang/Jasa dan Modal masih belum berkualitas seperti yang diharapkan, 

sehingga belum mampu menjadi variabel penghubung antara pendapatan 

daerah dan pertumbuhan ekonomi. 

 

7.2 Saran  

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan hasil 

penelitian antara lain adalah: 

1. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengambil langkah strategis untuk 

melakukan intensifikasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak 
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Daerah dalam rangka untuk meningkatkan Belanja Barang/Jasa dan Modal. 

Sesuai dengan hasil penelitian ini, sebagai penopang utama Pendapatan 

Asli Daerah, Pajak Daerah memiliki peranan yang penting dalam mendukung 

alokasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Ketika Belanja Pegawai 

telah dicukupi dari Dana Alokasi Umum, dan sebagian dari Dana Alokasi 

Umum juga untuk membiayai Belanja Barang/Jasa dan Modal, maka 

penerimaan Pajak Daerah yang tinggi akan memungkinkan Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk mengalokasikannya guna membiayai Belanja 

Barang/Jasa dan Belanja Modal yang lebih besar lagi. 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengambil langkah strategis untuk 

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah unsur Dana Perimbangan 

dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat. Sebagaimana hasil penelitian 

ini, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat memiliki pengaruh positif secara 

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, maupun tidak langsung melalui 

Belanja Pegawai. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini dapat dilakukan 

secara intensif melalui langkah-langkah yang bersifat kerjasama, 

berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Ini 

merupakan langkah penting karena pada dasarnya Dana Bagi Hasil Pajak 

dari Pusat merupakan potensi riil yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota 

itu sendiri. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan 

penyampaian suplai data dan informasi yang bernilai potensial fiskal, dimana 

data/informasi tersebut sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku 

pemungut Pajak Pusat, karena Pajak Penghasilan yang dibagihasilkan 

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat Self Assessment, sehingga 

dibutuhkan informasi pembanding yang memadai bagi petugas Pajak Pusat 

(fiskus) untuk melakukan pemungutan dan pemeriksaan laporan pajak para 

wajib pajak.  



 

207 
 

 

 

3. Berdasarkan hasil penelitian ini, Belanja Barang/Jasa dan Modal masih 

belum mampu memberi pengaruh positif secara langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Belanja Barang/Jasa dan Modal juga belum mampu 

menjadi mediator yang baik bagi pendapatan daerah dalam pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, langkah yang perlu dilakukan 

adalah menyusun perencanaan strategis mengenai anggaran Belanja 

Barang/Jasa dan Belanja Modal melalui program dan kegiatan yang bersifat 

produktif. Misalnya dengan lebih banyak mengalokasikan belanja daerah 

untuk peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif 

daerah sesuai kearifan lokal masing-masing daerah. Dengan demikian 

diharapkan akan ada pengembangan pusat-pusat kegiatan perekonomian 

masyarakat yang dapat meningkatkan iklim kewirausahaan, serta 

berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah sebagai penopang 

pertumbuhan ekonomi daerah. Sungguh disadari hal sepert ini adakalanya 

lebih bersifat politis dan tidak berorientasi jangka pendek, bahkan bisa 

melampaui masa jabatan Kepala Daerah, sehingga diperlukan komunikasi 

yang baik antara eksekutif dan legislatif pada saat penyusunan APBD 

Kabupaten/Kota. 

4. Pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu melakukan langkah-langkah 

sinkronisasi pengalokasian belanja daerah dengan belanja Pemerintah 

Pusat (APBN) dan belanja Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi). 

Sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, bahwa keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan 

negara secara utuh, sehingga pengelolaan keuangan negara dan daerah 

harus direncanakan serta dilaksanakan secara selaras dan bersifat terpadu 

atau komprehensif. Dalam hal ini pengalokasian belanja pada APBD 

Kabupaten/Kota sebaiknya bersifat komplementer dengan belanja APBN 
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dan APBD Provinsi terutama pada urusan pemerintahan yang bersifat 

konkruen baik yang bersifat wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan 

dasar) maupun yang bersifat pilihan (kelautan/perikanan, pariwisata, 

pertanian, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian, dan 

transmigrasi). Hal ini selain untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih 

pengalokasian belanja pemerintahan, juga untuk mengoptimalkan manfaat 

yang diperoleh masyarakat. 

5. Selain bersinergi dengan tingkatan pemerintah di atasnya, Pemerintah 

Kabupaten/Kota juga perlu melakukan kerjasama dan sinergi dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga di sekelilingnya. Hal ini penting 

dilakukan agar pengembangan perekonomian regional dapat terwujud 

sesuai dengan peranan dan potensi masing-masing Pemerintah 

Kabupaten/Kota di satu kawasan. 

6. Untuk mengatasi keterbatasan dana APBD Kabupaten/Kota, khususnya 

dalam hal pengalokasian Belanja Barang/Jasa dan Modal yang bersifat 

produktif, Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat menghimpun dana non 

APBD untuk diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung 

terwujudnya fasilitas/ruang publik yang bermanfaat untuk masyarakat. 

Misalnya dengan menghimpun dana CSR dari BUMN atau perusahaan 

swasta. Untuk dapat menghimpun dana non APBD tersebut, maka 

diperlukan kepercayaan publik (public trust) kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota khususnya kepada sosok Bupati/Walikota, yang salah 

satunya dapat dilihat dari manajemen pengelolaan keuangan daerah yang 

baik dan akuntabel pada APBD Kabupaten/Kota. 

7. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian 

Dalam Negeri perlu merekonstruksi pembagian jenis belanja barang/jasa 

dan belanja modal pada APBD, dalam hal ini perlu dikaji adanya pemisahan 
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antara belanja barang/jasa dan belanja modal yang bersifat operasional 

untuk memenuhi kebutuhan internal Pemerintah Daerah, dengan belanja 

barang/jasa dan belanja modal yang bersifat produktif  untuk kepentingan 

eksternal atau masyarakat.  

8. Terhadap penelitian selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalami temuan 

dari penelitian ini, terutama yang terkait dengan tidak adanya peranan yang 

signifikan dari DBH Pajak dari Provinsi terhadap belanja daerah maupun 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Apakah tidak signifikannya peranan 

DBH Pajak dari Provinsi tersebut disebabkan oleh karakteristik unik dari 

pajak provinsi itu sendiri, atau karena faktor lain.  Selain itu, penelitian ke 

depan juga dapat memperjelas mengapa DBH Pajak dari Pusat memiliki 

pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi (berpengaruh 

positif) jika dibandingkan dengan pengaruh variabel pendapatan yang lain 

dimana semuanya memiliki pengaruh negatif. Seharusnya secara teoritis, 

semua jenis penerimaan daerah yang bersumber dari beban masyarakat 

memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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